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KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme ini disusun oleh suatu Tim yang terdiri dari para anggota yang
mewakili beberapa kepentingan yang berkaitan dengan terorisme seperti
Perguruan Tinggi, Kejaksaan, Advokad, Kepolisian (Densus 88 Anti Teror), PBHI
dan BPHN.

Naskah Akademik ini disusun diawali dari penelitian analisis dan evaluasi
terhadap Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hasil penelitian analisis dan evaluasi
ini dirumuskan kembali untuk mendapat draft Naskah Akademik yang
disosialisasikan di daerah yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai
forum konsultasi publik dari para stakeholder, dengan mengundang berbagai
Narasumber. Hasil sosialisasi di daerah ini men n Naskah Akademik
Rancangan Undang-Undang sebagai pedoman dal embentukan RUU
Perubahan Undang-Undang Pencegahan d

Keberadaan Naskah Akademik da ng merupakan
keharusan menurut Undang-Undang Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Und en ini merupakan
penjelasan teoritis dan empiri tujuan pembentukan
Undang-Undang Terorisme.

Permasalahan dari
Nomor 15 tahun 200 - an Tindak Pidana Terorisme ini
masih membutuhkan k. Karena untuk sosialisasi tidak
cukup hanya satu dae demikian, anggota Tim telah menunjukkan
usaha untuk dengan sebaik-baiknya. Kekurangan dalam
laporan ini g juti dikemudian hari agar dapat memberikan

Jakarta, November 2011,
Ketua Tim Penyusun NA RUU Perubahan UU No. 15 Tahun 2003

Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH.LL.M
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JADWAL KEGIATAN DAN PERSONALIA TIM

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Tim Penyusunan Naskah Akademik ini dilaksanakan selama 9
(sembilan) bulan, dengan jadwal sebagai berikut:

1. Bulan April 2011 Pembuatan SK Tim dan penawaran keanggotaan
Tim luar BPHN;
Bulan Mei 2011 Penyusunan dan perbaikan Proposal,
Bulan Juni, Juli, Agustus 2011 Pengolahan Data;
Bulan September 2011 Pelaksanaan sosialisasi di daerah
skah Akademik hasil

o~ WD

Bulan Oktober 2011 Perumusan kons
Sosialisasi;
6. Bulan Nopember 2011 Perbai

penyerahan Laporan Akhir ke

Personalia Tim

Susunan Personalia ademik Rancangan Undang-Undang

tentang Perubahan a No. 15 Tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tinda : i dasarkan pada Surat Keputusan

rof.DR. Romli Atmasasmita, SH.,LL.M (Guru
Besar Fakultas Hukum UNPAD Bandung)
Sekretaris/Anggota : Muhar Junef, SH.,MH (BPHN)
Anggota Tim
Kombes Pol. Drs. Agus Pranoto MH (Densus 88)
Firman Wijaya,SH.,MH. (Pengacara)
Niniek Suparmi,SH.,MH.(Kejaksaan Agung RI)
Samsyuddin Radjab,SH.,MH (Direktur PBHI)
Sri Mulyani, SH (BPHN)
Ellyna Syukur, SH. (BPHN)
Bungasan Hutapea, SH (BPHN)
Sekretariat ; 1. Charmen Hilman, SH.

2. Atiah

NogrwWNE
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara
Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman,
damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia.
Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah wajib memelihara dan menegakkan

kedaulatan dan melindungi setiap warga negarany ri setiap ancaman atau

Tindak Pidana Terorisme telah berjala ampir delapan
tahun sejak diberlakukan pada bulan
pemberantasan tindak pidana

pengakuan internasional, : k pelakd” dan jaringan organisasi

stiwa Bom Bali | ketika itu memerlukan suatu UU
Antiterorisme (UUA J tangguh dari tekanan sosial politik di dalam negeri
dan tekanan internasional serta harus sesuai dengan kultur masyarakat yang
multietnis dan multiagama. Penolakan kelompok muslim tertentu akhirnya
menyurut setelah pemerintah melalui Kementerian Kehakiman (waktu itu)
berhasil meyakinkan mereka tentang kemaslahatan yang akan dicapai jika UU ini
diterima dan sebaliknya jika UU ini ditolak.

Polri telah dengan percaya diri dan kemampuannya berhasil menerapkan
UU ini dalam penegakan hukum terhadap berbagai peristiwa bom terorisme
karena UU tersebut menggunakan paradigma “to protect dan defend state
interest”, “to protect the offenders”, dan “to protect and rehabilitate the victims”

yang disebut dengan triangle paradigms approach.



Badan Pembinaan Hukum Nasional
NA Perubahan UU No. 15/2003

Selain itu, UUAT mengesampingkan “politisasi” tindak pidana terorisme
dan hanya membatasinya dengan pendekatan hukum saja (legal approach).
Kedua ketentuan strategis tersebut di UUAT merupakan kunci keberhasilan
UUAT untuk mencegah politisasi peristiwa terorisme dan mencegah
penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan oleh negara (aparatur penegak
hukum); lebih jauh untuk mencegah konflik sosial yang berlatar belakang agama.

Sebagaimana diketahui bahwa Terorisme merupakan kejahatan terhadap
peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan
setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat
internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia

serta merugikan kesejahteraan masyarakat s a perlu dilakukan

pencegahan dan pemberantasan secara berencana erkesinambungan
sehingga hak asasi orang banyak dapat dili

Definisi terorisme sampai denga asih menjadi perdebatan
meskipun sudah ada ahli yang merumus irumuskan di dalam
peraturan perundang-undangan. n definisi yang seragam
menurut hukum interg nai terorisme tidak serta-merta

meniadakan definisi -masing negara mendefinisikan

menurut hukum g mengatur, mencegah dan menanggulangi
terorisme.

Istilah a berkonotasi negatif, seperti juga istilah
"genosida" atau ah ini rentan dipolitisasi. Kekaburan definisi
membuka peluang p hgunaan. Tetapi pendefinisian juga tak lepas dari

keputusan politis. Menurut Budi Hardiman?! (2002). Teror adalah fenomena yang
cukup tua dalam sejarah. Menakut-nakuti, mengancam, memberi kejutan
kekerasan atau membunuh dengan maksud menyebarkan rasa takut adalah
taktik-taktik yang sudah melekat dalam perjuangan kekuasaan, jauh sebelum
hal-hal itu dinamai "teror" atau "terorisme". Tindakan teror bisa dilakukan oleh
negara, individu atau sekelompok individu, dan organisasi. Pelaku biasanya

merupakan bagian dari suatu organisasi dengan motivasi cita-cita politik atau

! Hardiman, Budi. 2003 Terorisme, Paradigma dan Defensi. Imparasasi, Koalisi untuk Keselamatan
Masyarakat Sipil. Jakarta.
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cita-cita religius tertentu yang dilakukan oleh seorang atau beberapa
orang/kelompok yang mempunyai keyakinan tertentu.

Makna terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma yaitu
sebagai suatu perbuatan yang semula dikatergorikan sebagai crime againt state
sekarang meliputi terhadap perbuatan-perbuatan yang disebut sebagai crime
againt humanity di mana yang menjadi korban adalah masyarakat yang tidak
berdosa, semuanya dilakukan dengan delik kekerasan (kekerasan sebagai
tujuan), kekerasan (violence) dan ancaman kekerasan (threat of violence).

Adanya suatu feeling for fear atau intimidating to public and governmental
yang tujuan akhirnya adalah berkaitan dengan delik politik, yaitu melakukan

perubahan sistem politik yang berlaku dalam su

egara. Dampak yang
demikian luas akibat tindakan terorisme, maka perlu kan upaya-upaya
untuk melindungi warganegara dan kepe an membuat
rambu-rambu hukum nasional, a dengan meratifikasi
perkembangan hukum i i ggulangan tindakan
terorisme.

Tindak pidana extra ordinary crime. Derajat
“keluarbiasaan” ini p atu alasan dikeluarkannya perpu
anti terorisme d ya secara retroaktif untuk kasus bom Bali.
adalah pelanggaran berat HAM yang meliputi
crime againts faum ) sidé”(sesuai dengan Statuta Roma). Tindak pidana
terorisme dimas extra ordinary crime dengan alasan sulitnya
pengungkapan karenalmperupakan kejahatan transboundary dan melibatkan
jaringan internasional.

Perkembangan kejahatan internasional (international crime) memasuki
abad 21 tampak semakin meningkat dan sudah merupakan pembahasan di
kalangan masyarakat internasional dan juga telah dijadikan agenda PBB.
Perkembangan tersebut membuktikan bahwa setiap kejahatan lokal atau
nasional yang memiliki aspek internasional selalu akan menjadi perhatian
masyarakat internasional baik melalui PBB maupun melalui lembaga-lembaga

internasional non PBB.
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Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB tidak terlepas dari
dampak teknologi canggih di bidang komunikasi dan informasi, sehingga kiranya
sudah tidak patut dan tidak layak lagi jika pemerintah dan bangsa Indonesia
untuk selalu mengedepankan sikap “inward looking” dengan filosofi yang
cenderung chauvinistik. Namun demikian di sisi lain juga pemerintah dan bangsa
Indonesia tidak perlu harus “melacurkan” kedaulatan negaranya dan
kehormatannya sebagai bangsa yang beradab dan hidup di tengah-tengah
pangsa surut kehidupan masyarakat internasional yang serba tidak menentu

layaknya kehidupan antara siang dan malam yang kadang diselingi gerhana.

B. IDENTIFIKASI MASALAH
Masalah Terorisme di dunia bukanlah meru hal baru, namun
menjadi aktual terutama sejak terjadinya peri entre (WTC) di

New York, Amerika Serikat pada tangg ikenal sebagai

udara, tidak menggunakan pesa an“menggunakan pesawat

komersil milik perusahaa i diri, sehingga tidak tertangkap oleh

gara di dunia, sehingga menjadi titik tolak

persepsi  untuk Terorisme sebagai musuh internasional.

Internasional. Terlebih lagi dengan diikuti terjadinya Tragedi Bali I, tanggal 12
Oktober 2002 yang merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil
terbesar di dunia, yaitu menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300
orang. Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu
tindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia
sebagai akibat dari Tragedi Bom Bali I, merupakan kewajiban pemerintah untuk
secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana
pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas
utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan

perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme.
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Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini
yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara
khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana
Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-
Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002,
yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan
nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dan
dengan perkembangan dewasa ini perlu dilakukan perubahan kembali terhadap

Undang-Undang nomor 15 tahun 2003.

1. Sejauhmana perubahan pengaturan mengen No. 15 Tahun 2003
sekarang ini?
2. Apakah Undang-Undang No. 15 Ta memberikan
perlindungan HAM bagi masyarak terlibat dan yang terkena
imbas akibat terorisme ini?
3. Perubahan yang bagaima an dan dapat diterapkan

sekarang ini.

Terorisme, yaitu D ah ilmiah yang memuat gagasan tentang perlunya

materi-materi huku g bersangkutan diatur dengan segala aspek yang
terkait, dilengkapi dengan referensi yang memuat konsepsi, landasan dan prinsip
yang digunakan serta pemikiran tentang norma-normanya, yang disajikan dalam
bab-bab yang dapat merupakan sistematika suatu rancangan undang-undang.
Sedangkan kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah merupakan
bahan masukan dan pemikiran dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme.
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D. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan Naskah Akdemik Rancangan Undang-Undang ini
digunakan pendekatan deskriptif-analitis dalam bentuk suatu kajian yuridis-
normatif yang kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dalam
rumusan norma yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan
Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, berdasarkan
konstatering fakta-fakta folosofis, yuridis dan sosiologis melalui studi
kepustakaan yaitu menelaah bahan-bahan yang berupa undang-undang maupun
hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya sebagai data primer

dan data sekunder yang tersedia.

Juga melalui metode pendekatan yang dig n dalam rapat-rapat

anggota Tim dan narasumber dari MUI dan Psycologi Ul s egiatan sosialisasi
di Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta den eholder untuk
mendapatkan suatu konsep awal nask tentang Pemberantasan
Tim Naskah Akademik serta dil teri Hukum dan HAM RI
melalui Kepala Badan Pe asional Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republi
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BAB I
KAJIAN TOERITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A Kajian Teoritis

Peristiwa terorisme Bom Bali | pada tanggal 12 Oktober tahun 2002 dan
Bom Bali Il pada tanggal 1 Oktober tahun 2005, Bom di JW Marriot pada tanggal
5 Agustus tahun 2003 dan Bom JW MARRIOT Il pada tanggal 17 Juli tahun 2009
serta Bom di Kuningan di depan Kedutaan Besar Australia, dan Bom lainnya

merupakan bukti bahwa terorisme di Indonesia tidak pernah surut sekalipun

telah diberlakukan Undang-undang Nomor 1 hun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penangkapa erapa tokoh Bom
Bali I dan Il serta tewasnya Dr.Azhar] an beberapa
pengikutnya, begitupula dengan diteta Bakar Baasyir dengan

rencana dakwaan melanggar UU Nomor 15 ersebut menunjukkan

semakin berkembang

Perkembangan pesat kegiatan terorisme terbaru adalah diawali dengan
serangkaian pelatihan militer di Aceh dan perampokan Bank CIMB di Medan
untuk pendanaan kegiatan terorisme. Sebagian pelaku perampokan yang
berujung kegiatan terorisme telah ditangkap dan dilakukan pemeriksaan secara
intensif, dan tokoh dibalik perampokan dengan tujuan terorisme, Abu Tholut,
telah ditangkap pihak Densus 88. Keberhasilan Polri cc Densus 88 membuktikan
bahwa perjalanan panjang pemberantasan terorisme di Indonesia masih belum
berakhir.
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Indonesia sebagai negara hukum, dalam penegakan hukum terhadap
tindak pidana tertentu khususnya tindak pidana terorisme sangat
mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan yang bercirikan
kepastian hukum dan keadilan. Pemberlakuan Undang-undang RI Nomor 15
Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, semakin
menampakkan kelemahan-kelemahannya ketika diterapkan dalam praktek di
lapangan.

Namun demikian seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
dalam dunia kriminalpun mengikuti perkembangan hal ini dibuktikan dengan
jenis-jenis kejahatan baru, yang apabila di tahun 1990-an masih dibicarakan

tentang kejahatan komputer, tetapi di tahun 2000-a

h dibicarakan tentang
kejahatan CYBER?Z, Hal ini berarti bahwa hukum pidana cu dengan sangat
cepat dengan peraturan-peraturan baru, yan ti pula bahwa

asas-asas hukum pidana maupun teori yang selama ini berlaku

sebagai pembuat und gantisipasi langkah yang harus
diambil dalam Ay pidana yang tidak lagi umum sifatnya.
Pergeseran te ; pgan modus operandi yang dilakukan secara
acak (rando
kejahatan mode pat lagi dijangkau oleh peraturan perundang-
undangan kita yang ih menggunakan produk kolonial, karena hanya

menjangkau tindak pidana konvensional, atau yang umum saja.

2 Komariah Emong, Dampak llmu Pengetahuan dan Teknologi Terhadap Pembentukkan Asas-Asas Hukum Pidana,

Makalah disampaikan pada Seminar Asas-Asas Hukum Pidana Nasional, Oleh BPHN, bekerja sama dengan FH Univ.Diponegoro,
Semarang, 26-27 April 2004.
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Terorisme Dalam Perspektif Hukum

Dalam Black’s Law Dictionary dikatakan bahwa tindak pidana terorisme
adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang menimbulkan efek
bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana, dan jelas
dimaksudkan untuk : (i) mengintimidasi penduduk sipil ; (ii) mempengaruhi
kebijakan pemerintah ; (iii) mempengaruhi penyelenggaraan Negara dengan
cara penculikan dan pembunuhan.?

Dalam kamus Webster’'s New School and Office Dictionary oleh Noah
Webster, A Fawcett Crest Book disebutkan bahwa teror sebagai kata benda
berarti : Extreme afaer, ketakutan yang amat sangat. One who excites extreme

afaer, atau seseorang yang gelisah dalam ketakutan

mat sangat. The ability
to cause such a faer, kemampuan menimbulkan ketakutan:

4The systimatic use of violence, as murder, aintain power,

yang diinginkan.

Dalam Perpu N tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UU No. 15
tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan
sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di
Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme
sebagai berikut : tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang

memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan UU ini (Pasal 1
ayat (1) ).

¥ Muladi dan Barda Nawawi Teori-teori dan kebijakan Pidana. PT. Alumni, Bandung
* Kompas, 11 Maret 2003
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Selanjutnya yang dimaksudkan unsur-unsur terorisme dalam Pasal 1 ayat (1) UU
No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatas
adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sistematis dengan
maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan
membahayakan bagi kedaulatan bangsa dan Negara yang dilakukan dengan
menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror
atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang
bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan
harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran
terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas

publik atau fasilitas internasional.

Tindak pidana terorisme tersebut diatas terdapat rumusan Pasal 6

UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberanta rorisme yang

dikualifikasikan sebagai Delik Materiil.

menimbulkan korban ) gan cara merampas kemerdekaan

atau hilangnya nyaw benda orang lain, atau mengakibatkan

lingkungan ) atau as public atau fasilitas internasional, dipidana
dengan pidana nie jara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tah paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal ini adalah termasuk dalam delik materiil yaitu yang ditekankan pada
akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan
kehancuran. Kalaupun yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran
lingkungan hidup” adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan
semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan
perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan
kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya.

Rumusan Pasal 6 UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorisme diatas sangat interpretative dan sangat elastis serta tidak jelas
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batasan-batasannya, sebab belum melakukan tindak pidana terorisme sudah
mendapat ancaman hukuman yang berat.
Berdasarkan beberapa pemahaman terdapat diatas, terorisme dapat diartikan
sebagai penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan fisik yang
direncanakan secara sistematis, menimbulkan suasana terror atau rasa takut
dilakukan oleh kelompok atau sendiri-sendiri, dijalankan secara mendadak dan
tiba-tiba terhadap sasaran langdung yang lazimnya non-combattant untuk
mencapai suatu tujuannyabd.

Dalam UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme membatasi atau mengecualikan tindak pidana selain yang bermotif

politik. Pengaturannya dirumuskan dalam Pasal menyatakan bahwa,

kejahatan dengan motivas i ngan alasan, supaya pihak-pihak

gerakan atau aksi-aksi 1 ntuk melaksanakan hak-hak politik, sosial

Dalam Undang-an@ang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme memakai prinsip depolitisasi. Sebab, sekalipun citra tindak
pidana terorisme selalu berkonotasi politik, tetapi penekanan lebih kepada
perbuatan dan akibatnyas..

Delik formil Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam Pasal 7 sampai dengan
Pasal 12 UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme.

Bunyi rumusan Pasal 7 adalah :

> Bala Reddy, of cit 2003 :1

® Adami Chazawi, 2002 : 79 Pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan Hal. 41 Raja Gravisindo
Persada Tahun 2002
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“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau
rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang
bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya
nayawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan
atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau
lingkungan hidup, atau fasilitas public, atau fasilitas internasional,
dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Dalam hal ini perbuatan yang dilarang dan diketegorikan sebagai kegiatan
terorisme adalah bermaksud untuk melakukan perbuatan yang menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan dimana perbuatan tersebut dapat

menimbulkan suasana terror di tengah-tengah masyarakat. Sebetulnya terlalu

berat sanksi bagi tindakan delik formil yang be

enimbulkan dampak
apapun, kepada orang lain yang terlalu berlebihan. Pasal a memungkinkan
kepada aparat untuk melakukan tindaka n-alasan yang
kurang akurat. Berdasarkan ketentuan ut diatas, bahwa adanya
unsur batin dari pembuat hendak menj luas yaitu rumusan
“dengan maksud untuk menimbu

Delik formil lainnyz 7 kut suatu kejahatan yang dilakukan
terhadap dan didala : ya Pasal 8 menyebutkan bahwa

dipidana karena mela pidana terorisme dengan pidana yang sama

sebagaimana g al 6, setiap orang yang :
a. Idak dapat dipakai atau merusak bangunan
1 lintas udara atau menggagalkan usaha untuk
tersebut;
b. Menyebabkan f Urnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan

untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk
pengamanan bangunan tersebut;

c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak,
mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan
penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut,
atau memasang tanda atau alat yang keliru;

d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan
penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan
terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang
keliru;

e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat
tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;
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f. Dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan,
membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak
dapat dipakai, atau rusak;

h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan
melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau
ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat
dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau
yang dipertanggugkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk
pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut
telah diterima uang tanggungan;

i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas
atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam
penerbangan;

J. Dalam pesawat udara dengan kekerasan ata
ancaman dalam bentuk lainnya, meramp
perampasan atau menguasai pengendalian

ncaman kekerasan atau
tau mempertahankan
wat udara dalam

penerbangan;

k. Melakukan bersama-sama seba jahat,
dilakukan dengan direncanakan t i tkan luka berat
seseorang, mengakibatkan kerusaka at udara sehingga dapat

membahayakan penerbangannya,
merampas kemerdekaan
seseorang;

I. Dengan sengaja da

rampas kemerdekaan

m melakukan perbuatan kekerasan
udara dalam penerbangan, jika
elamatan pesawat udara tersebut;

perbuatan itu da
j ukum merusak pesawat udara dalam dinas

m. Dengan seng

elawan hukum menempatkan atau menyebabkan
pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun,

membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat

udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;

0. Melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai
kelanjutan dari pemufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih
dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam huruf I, huruf m, dan huruf n;

p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena
perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam
penerbangan;

g. Didalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan
keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

r. Didalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat

menggangu ketertiban dan tata tertib didalam pesawat udara dalam

penerbangan.
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Pada Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia,
membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba
menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu
senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya
yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme,
dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)
tahun.”

Pasal diatas adalah termasuk dalam delik formil, yaitu yang menyangkut

perbuatan yang dilarang dalam hal ini adalah perbuatan membuat, menerima,

menyerahkan, membawa, mempergunakan ba han vyang dilarang

penguasaannya kecuali dengan izin pemerintah seperti s api, amunisi. Dan

selanjutnya yang dimaksud dengan “bahan " adalah yang
termasuk gas beracun dan bahan ki yang dimasukkan atau
disediakan dengan melawan hukum denga k digunakan kegiatan
terorisme. Pasal ini diadopsi dari ng Darurat No. 12 tahun
1951 tentang Senjata Ap ahkan elemen Kkhusus berupa dolus
specialis dengan maks - : k pidana terorisme.

Rumusan Pase y dang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang
Senjata Api meg
“Barang sia memasukkan ke Indonesia, mebuat,

menyerahkan atau mencoba
bawa, mempunyai persediaan padanya atau
mempunyai dalam enyimpan, mengangkut, menyembunyikan,
mempergunakan ata geluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api,
amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati, atau
hukuman penjara seumur hidup, atau hukuman penjara sementara selama-
lamanya dua puluh tahun.”

Hal ini dilakukan sebagai upaya preventif atau pencegahan yang
dimaksudkan untuk mendeteksi sejak dini tentang kedudukan kepemilikan
sejata api dan amunisi secara illegal dalam artian kepemilikan senjata-senjata
yang dimaksud dalam perundang-undangan tersebut dimiliki oleh selain pihak-
pihak yang diberi kewenangan oleh Undang-undang.

Dipertegas dalam perumusan Pasal 9 Undang-undang Nomorl5 tahun
2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut adalah :

1). Setiap orang (kelompok/korporasi);

2). Melawan hukum;

3). Memasukkan ke Indonesia;
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Membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau
mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut,
menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari
Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan
bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan
tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata
kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya,
sehingga menimbulkan suasana terror, atau rasa takut terhadap orang secara
meluas, menimbulkan korban yang bersifat missal gmembahayakan terhadap
kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, ke n, dan hak-hak orang,
atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek-o ital yang strategis,
lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitasg i :

Pasal diatas, juga termasuk dalam de long kedalam

kejahatannya menggun@ke )i ang memanfaatkan bahan-bahan

kimia, senjata _bi mikroorganisme, radio aktif dan

Undang-undang Noma tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, menyatakan : “dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme
dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, setiap
orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan
dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian
atau seluruhnya untuk melakukan” :

a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan,
menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata
biologis, radiology, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya yang
mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau
menimbulkan kerusakan harta benda;
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b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis,
radiology, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya;

c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata
kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radio aktif atau
komponennya;

1) Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiology,
mikroorganisme, radio aktif atau komponennya secara paksa atau
ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
mengancam :

2) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis,
radiology, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya untuk
menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta
benda;

3) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b
dengan tujuan untuk memaksa orang laig, organisasi internasional,
atau Negara lain untuk melakukan ata k melakukan sesuatu.

Dalam Undang-undang Nomor 15 t Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme, dinyataka a terorisme
dikualifikasikan sebagai berikut :

1)  Delik Materiil yang terdap

2)  Delik Formil yang terdapat j dengan Pasal 12;

3) Delik Percobaan;

4) ;

5)

6)

digolongkan sebagai pelaku tindak pidana

terorisme me dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan
Tindak Pidana Te at dilakukan oleh manusia/perseorangan. Dalam

Rumusan Pasal tersebut menyatakan bahwa subjek pelaku dalam tindak pidana
terorisme adalah setiap orang, yang sisefinisikan sebagai seorang, beberapa
orang atau korporasi dan kelompok tersebut yang terdiri dari orang sipil
ataupun militer maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau
korporasi (badan hukum, perseroan, perserikatan, organisasi, yayasan, dan lain-
lain organisasi). Dalam tindak pidana seseorang dapat dikenai yang pertama
sebagai para pembuat (medader) dimana orang ini telah berbuat dalam
mewujudkan segala ansir atau elemen dari tindak pidana, yang merupakan
faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana, dan yang kedua yakni disebut

sebagai pembuat pembantu. Para pembuat itu adalah, mereka : pertama, yang
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melakukan (plegen) orangnya disebut dengan pembuat pelaksana; kedua, yang
menyuruh melakukan (mede plegen), orangnya disebut dengan pembuat
penyuruh (doen pleger); ketiga, yang turut serta melakukan (mede plegen),
orangnya disebut dengan pembuat peserta (mede pleger); dan ketiga, yang
sengaja menganjurkan (uitloken), orangnya disebut dengan pembuat penganjur
(uitloker).

Dengan demikian diketahuinya bentuk penyertaan diatas, maka Kkini
dapatlah diketahui bahwa menurut sistem hukum pidana kita, dapat diketahui
perihal siapa-siapa yang dapat membuat tindak pidana dalam tindak pidana

terorisme atau terlebih dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, yaitu :

1. Orang yang secara tunggal perbuatannya
dan yang disebut dengan pembuat tunggal (da

2. Orang yang disebut dengan para er), yang dalam
mewujudkan tindak pidananya , yang terdiri
dari 4 bentuk sebagaimana dise HP;

judkan tindak pidana,

3. bantu (mede plichtige)
Seseorang/setiap orang, (be orporasi) sebagai subjek

tindak pidana terorisme rumusan Pasal 6 Undang-undang
Nomor 15 tahun 200 n Tindak Pidana Terorisme, yang

ancaman kek AN & asana terror atau rasa takut terhadap
enimbulkan korban yang bersifat massal,
dengan cara mera dekaan atau hilangnya nayawa dan harta
benda orang lain, at engakibatkan kerusakan atau kehancuran
terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau
fasilitas public, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan
paling lama 20 tahun.
Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa subjek hukum yang tersebut dapat

merupakan pelaku (dader, matriele dader) atau peturut serta (deelnemer), dalam
artian kualifikasi dari subjek tersebut dapat berupa sebagai pelaku, atau
dikualifikasikan sebagai pembantu, dan juga sebagai pelaku perencana.

Mengenai pembuat tindak pidana diatas diatur dalam pasal 55 dan pasal 56

" Adam Chavawi,pelajaran Hukum Pidana, Percobaan dan Penyertaan, Raja Gravisindo Persada Tahun
2002 hal 41.
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Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang dalam rumusan pasal
tersebut berbunyi :

“(1) Sebagai pelaku tindak pidana akan dihukum:
Ke-1 mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan
perbuatan itu;
Ke-2 mereka dengan pemberian, kesanggupan , penyalahgunaan kekuasaan
atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan
memebrikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja
membujuk perbuatan itu.
(2) Tentang orang-orang tersebut belakangan (sub ke-2) hanya perbuatan
yang oleh mereka dengan sengaja dilakukan, serta akibat-akibatnya dapat
diperhatikan.”
Pasal 56
“ Sebagai pembantu melakukan kejahatan akan dihuk
Ke-1 mereka yang dengan sengaja membantu pada wa
Ke-2 mereka yang dengan sengaja memberikan ke
keterangan untuk melakukan kejahatan.”
Menganalisis perumusan Pasal 55 engan kalimat

ejahatan tiu dilakukan.
atan, sarana, atau

“Dihukum sebagai pembuat sesuatu t "8, dapat menimbulkan

pertanyaan, yaitu : (a) siapa ya i buat disitu, dan (b)

melakukan tinda ara pribadi. Dengan syarat perbuatannya
i sure tindak pidana yang dirumuskan undang-

2)

akukan tindak pidana secar pribadi, melainkan

orang lain dalam mewujudkan tindak pidana, jika

erbuatan masing-masing berdiri sendiri, perbuatan

mana hanyalaR®memenuhi sebagian dari syarat/unsur tindak pidana.
Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh perbuatan satu persatu,
akan tetapi oleh rangkaian perbuatan semua peserta.

3) Para pembuat (mededer) bukanlah dader, peserta-peserta dalam
mededader tidak memenuhi syarat yang sama dengan syarat seorang
dader. Bahwa sama adalah bebantanggung jawab, bahwa
pertanggungjawaban pidana para terlibat dalam seorang dader.?

Tentang perbedaan antara pleger dan dader adalah bahwasanya bagi
seorang pleger masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik

secara psikhis, misalnya terlibat dengan seorang pembuat penganjur, atau

¢ Engellbrecht, 1960:1396
® Adami Chavawi, 2003, 1982.
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terlibat secara psikhis dengan pembuat peserta atau pembuat pembantu. Jadi
seorang pleger diperlukan sumbangan ataupun bantuan dari peserta lain dalam
mewujudkan tindak pidana.

Pembuat peserta tidaklah mungkin terlibat bersama pembuat penyuruh,
karena dalam hal pembuat penyuluh, pembuat meteriilnya (manus ministra)
adalah tidak dapat dipidana. Sedangkan pembuat peserta dipertanggung-
jawabkan dan diancam pidana sama dengan dader (pembuat tunggal), dan sama
dengan bentuk-bentuk penyertaan lainnya. Pada akhirnya yang disebut dengan
pembuat pelaksana ialah /mereka yang melakukan dan menyelesaikan
perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan.

Sedangkan pleger adalah orang yang perbuatannya imbulkan akibat yang

dilarang oleh Undang-undang.

Kualifikasi terhadap pelaku terseb i lam Undang-

perbuatan (plegen, dag lakukan perbuatan (doen plegen,

middelijke dader) kan perbuatan (medeplegen, mededer) yang

membujuk s akukan (uitlokken, uitlokker), yang membantu
perbuatan medeplictige), Dalam  Undang-undang
Pemberantasan : dama Terorisme Pasal 13, bahwasannya seseorang

yang memberikan * an” atau bisa disebut dengan yang membantu
perbuatan (medeplichtig zijn, medeplictige) adalah tindakan memberikan
bantuan baik sebelum dilakukan tindak pidana terorisme maupun pada saat
tindak pidana terorisme tersebut dilakukan.

Mengenai bantuan tersebut diatas sesuai dengan pasal 56 KUHP, yang
rumusan pasal 58 KUHP berbunyi : “Dihukum sebagai pembantu-pembantu di
dalam suatu kejahatan, yaitu : (1) mereka yang dengan sengaja telah

memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut, (2) mereka yang
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dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-
keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut0,

Adapun bunyi rumusan dalam Pasal 11 dan 13 Undang-undang Tindak
Pidana Pemberantasan Terorisme adalah :
“ Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan dengaja menyediakan atau
mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya
akan digunakan sebagai atau dimaksud dalam pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9,
dan pasal 10.”

Kegiatan pendanaan dalam setiap aksi terorisme merupakan tulang

punggung utama dari kegiatan tersebut. Masalah p aan kegiatan-kegiatan

terorisme terkait erat dengan tindak pidana pencucian ang diatur dalam
Undang-undang No. 15 tahun 2002. dala sebagai pihak

yang memberikan bantuan/perbantuan

Pasal 13
“Setiap orang yang dengan sefigaj aftuan atau kemudahan
terhadap pelaku tindak pidana
a. Memberikan a n uang atau barang atau harta
kekayaan lai ak pidana terorisme;
b. Menyembun ] aterorisme; atau
C. i 81 tentang tindak pidana terorisme;
Dipidana deng ling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15

dilakukan, dan disebd juga mengenai aktor intelektual ialah orang yang
dimaksud dengan merencanakan. Termasuk mempersiapkan diri baik secara
fisik, finansial, maupun SDM. Termasuk juga orang menggerakkan adalah
perbuatan melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau
janji-janji, menggerakkan juga dapat dilakukan dengan cara penghasutan. Actor
intelektual ini adalah mereka yang merupakan penyebab dilakukannya suatu
tindak pidana terorisme, mereka itu secara tidak langsung telah menyebabkan
dilakukan tindak pidana tersebut dan tanpa mereka suatu tindak pidana itu

seringkali tidak akan dilakukan orang. Jadi mereka itu pelaku-pelaku yang pantas

10 Agami Chazawi 2002 :83)
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dihukum dengan hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang
dijatuhkan kepada pelaku-pelaku yang secara fisik melakukan tindak pidana
terorismell,

Pasal 15

“Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan
untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksudkan dalam pasal
6, pasal 7, pasal 8, pasal 9 pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dipidana dengan pidana
yang sama sebagai pelaku tindak pidanannya.”

Pasal 13 dan 15 termasuk dalam delik percobaan, pembantuan (sebelum
dan pada saat kejahatan dilakukan), percobaan dan pemufakatan jahat yang
dipidana setara pelaku atau tindak pidana sempurna pembantuan dan

penyertaan. Dalam hukum pidana disebut dengan baan selesai (disebut

dengan delik manqué) adalah melakukan perbuatan ditujukan untuk
melakukan tindak pidana yang pelaksanaan sama seperti

tindak pidana selesai, oleh karena sesua pidana itu tidak terjadi.

pidana selesai
Pembantuan d h pembantuan sebelum artinya

mempersiapkan sggala g akan dilakukan dalam melaksanakan aksi

persembunyian, menge kan dalam rangka penghilangan jejak dan lainya.
Pada pasal 14 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme termasuk dalam delik perencanaan,
yang dimaksud dengan perencana dalam pasal ini adalah orang yang
merencanakan aksi terorisme, menetapkan tujuan, pengawas dari sebuah
organisasi terorisme. Dalam pasal 14 ini digolongkan sebagai aktor intelektualis

tindak pidana teroris dan dipidana sendiri/secara khusus berdasarkan pasal 14

1 Lamintang, Delik-delik Pidana di luar KUHP Politia, Bogor 1994
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undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme, dan bunyi rumusan pasal 14 tersebut menyatakan :

“Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk
melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pasal
7, pasal 8, pasal 9 pasal 10, pasal 11, dan pasal 12 dipidana dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup.”

Dalam hal yang menyangkut dengan tindak pidana terorisme yang dilakukan

oleh Badan Hukum, (Legal Enty) korporasi sebagai subjek tindak pidana
terorismediatur dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (3) Undang-undang tindak
pidana korupsi yang berbunyi : “Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau

kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan

badan hukum”.

Selain dilakukan oleh seseorang, tindak pidana isme juga dilakukan
oleh Korporasi/perkumpulan. Dan mengen
pidana dipertegas lagi dalam Undang- indak Pidana
Terorisme pasal 17 menyangkut pertang j bagi korporasi yang
rumusan dari pasal tersebut me

dilakukan”oleh atau atas nama suatu
jatuhan pidana dilakukan terhadap

a. Dalam hal tindak pid
korporasi, maka &
korporasi dan/a snya.

* i kan olek korporasi apabila tindak pidana
ang-orang baik berdasarkan hubungan kerja
indak dalam lingkungan korporasi tersebut baik

Yang berkaitan“@eéngan posisi korporasi sebagai subjek dalam tindak
pidana terorisme, bahwasannya korporasi bisa sebagai pelaku pembantu dalam
hal pendanaan dalam kegiatan terorisme. Korporasi sebagai subjek hukum
tindak pidana terorisme yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sebagaimana
dalam pasal 17 dan 18 Undang-undang No. 15 tahun 2003 tentang tindak pidana
terorisme itu dilakukan oleh korporasi, maka penuntutan dan penjatuhan
pidananya dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri, atau korporasi dan

pengurusnya, atau pengurusnya saja.
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Dalam hal pertanggungjawaban pidana unsur yang paling fundamental adalah
unsur kesalahan, sebab seseorang atau kelompok tidak dapat dikenakan suatu
pertanggungjawaban kalau tanpa adanya suatu kesalahan.

Pasal 17 dan pasal 18 mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam hukum
pidana (Corporate criminal responsibility), yang meliputi badan hukum,
perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain.

Pasal 17 dan 18 termasuk menjelaskan bahwa disamping orang secara pribadi,
kejahatan terorisme dapat juga dilakukan oleh badan hukum, perseroan,
perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Akan tetapi dalam Undang-undang

Pemberantasan Tindak pidana terorisme ini tidak mengatur tentang

pertanggungjawaban pengurus dan pimpinan kor i. Meskipun pasal 17

sudah menentukan pertanggungjawaban n tidak disebut
sanksinya. Seharusnya pengurus korporasi eputusan juga
dikenai pidana badan karena mengetah utuskan hal yang berkait

dengan tindak pidana terorisme.

dalam  hukum pi nder schuld, strict liability

(pertanggungjawabaii ) icarious liability12,

Liability baseg dalam hukum pidana geen straf zonder schuld
yang merup : : ggungjawaban yang tradisional. Bahwasannya
dalam teori perta pan pidana tersebut harus diisyaratkan adanya
kesalahan atau atau negligence atau schuld untuk dapat
dipertanggungjawabkannya kepada seseorang.

Tetapi harus diingat pula terlebih dahulu orang yang bersangkutan harus
dinyatakan terlebih dahulu bahwa perbutannya bersifat melawan hukum yang
berkaitan dengan kejahatan terorisme (memenuhi unsur-unsur tindak pidana
terorisme). Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa untuk adanya strafvorusset
zungen (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan terlebih
dahulu pembuktian adanya strafbare handlung (perbuatan pidana) lalu

sesudahnya dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat. Liability based

12 Muladi, Demokrasi hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum Hal. 32 Habibie Center 2002
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on fault hanya dapat dikenakan kepada orang dan tidak dapat dikenakan kepada
korporasi. Pertanggungjawaban yang dikenakan kepada korporasi adalah

pertanggungjawaban strict liability dan vicarious liability13

Konsep Dalam Konvensi Internasional

Terorisme merupakan suatu istilah yang digunakan untuk penggunaan
kekerasan terhadap penduduk sipil/non kombatan untuk mencapai tujuan
politik, dalam skala lebih kecil daripada perang. Dari segi bahasa, istilah teroris
berasal dari Perancis pada abad 18. Kata Terorisme yang artinya dalam keadaan

teror (under the terror), berasal dari bahasa latin “terrere” yang berarti

gemetaran dan “detererre” yang berarti takut. Istila risme pada awalnya

digunakan untuk menunjuk suatu musuh d ial atau kultural
melawan ideologi atau agama yang mela dap publik.
Istilah terorisme dan teroris sekara

digunakan untuk mempolarisasi

use by side that has the military advantage.

Sedangkan tg )aka idu yang secara personal terlibat dalam aksi

Aksi terorisme dapat dilakukan oleh individu, sekelompok orang atau
Negara sebagai alternatif dari pernyataan perang secara terbuka. Negara yang
mendukung kekerasan terhadap penduduk sipil menggunakan istilah positif
untuk kombatan mereka, misalnya antara lain paramiliter, pejuang kebebasan
atau patriot. Kekerasan yang dilakukan oleh kombatan Negara, bagaimanapun
lebih diterima dari pada yang dilakukan oleh ”teroris” yang mana tidak
mematuhi hukum perang dan karenanya tidak dapat dibenarkan melakukan

kekerasan. Negara yang terlibat dalam peperangan juga sering melakukan

13 Rudi Satrio M. Kehati-hatian Pengggunaan Hukum Pidana untuk Terorisme, Makalah dalam Work Shop 28-30
Januari 2006 di Fakultas Hukum Universitas BrawijayaMalang.
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kekerasan terhadap penduduk sipil dan tidak diberi label sebagai teroris. Meski
kemudian muncul istilah State Terorism, namun mayoritas membedakan antara
kekerasan yang dilakukan oleh negara dengan terorisme, hanyalah sebatas
bahwa aksi terorisme dilakukan secara acak, tidak mengenal kompromi, korban
bisa saja militer atau sipil, pria, wanita, tua, muda bahkan anak-anak, kaya
miskin, siapapun dapat diserang.

Kebanyakan dari definisi terorisme yang ada menjelaskan empat macam
kriteria, antara lain target, tujuan, motivasi dan legitmasi dari aksi terorisme
tersebut. Dapat dikatakan secara sederhana bahwa aksi-aksi terorisme
dilatarbelakangi oleh motif-motif tertentu seperti motif : perang suci, motif

ekonomi, motif balas dendam dan motif-motif berda n aliaran kepercayaan

tertentu. Namun patut disadari bahwa terorisme bukan s ideologi atau nilai-

nilai tertentu dalam ajaran agama. la sekedar tau alat untuk

sepanjang zaman adala i . Terorisme merupakan tindak

kejahatan yang tidak tghel a pun, karena nilai kebenarannya

patah tumbuh hilang ganti). Aktif atau pasifnya kegiatan terorisme yang
timbul tenggelam, tergantung kepada kondusif atau tidaknya lingkungan
masyarakat yang menjadi ‘habitat’ hidupnya. Fundamentalisme atau aliran keras
‘Wahabisme’ merupakan lingkungan yang paling kondusif bagi terorisme. Aliran
tersebut sudah mulai menginfiltrasi sebagian pikiran umat Islam Indonesia.

Dari sisi historis, 4 istilah ‘terorisme’ sebagai suatu definisi mengidap sifat

inkonsisten dalam dirinya. Artinya bahwa beberapa individu yang sebelumnya

" Martha Crenshaw, “Pertanyaan Yang Harus Dijawab, Riset Yang Harus Dikerjakan,

Pengetahuan Yang Harus Diterapkan,” dalam Walter Reich (Editor), Origin of Terrorism: Tinjauan
Psikologi, Ideologi, Teologi, dan Sikap Mental, penerjemah : Sugeng Haryanto, Jakarta, PT
Rajagrafindo Persada, 2003, him. 325 et seq

28



Badan Pembinaan Hukum Nasional
NA Perubahan UU No. 15/2003

dikenal masyarakat sebagai pelaku terorisme, pada waktu yang berbeda dan
keadaan yang berubah, telah menjadi pahlawan yang dielu-elukan masyarakat.
Terorisme termasuk ke dalam kategori ‘Perang Inkonvensional’ yang tidak
tunduk kepada hukum internasional. Akibatnya, masyarakat Pers dapat menjadi
sasaran terorisme, baik disengaja maupun tidak, untuk menyampaikan berbagai
pesan dalam rangka menimbulkan rasa panik dan ketakutan umum yang
mencekam. Keadaan yang tidak menentu memudahkan teroris untuk menggiring
opini umum ke arah yang diinginkan mereka. Terorisme lingkungan, terorisme
nubika, terorisme narko, terorisme cyber, dapat mewarnai aksi-aksi terorisme di

masa depan.

Perdamaian dunia yang berdasarkan atas hi erdampingan dengan

hak yang sama terhadap bumi ini akan tercapai, jika p global dialektika

filsafati yang terjadi adalah antara tesis,d etis dengan
universalisme Islam yang moderat. Sebag ar adalah adanya peluang
bagi negara-negara Islam di sia yang mayoritas
penduduknya Muslim, sehingga umat Islam dari infiltrasi
dan pengaruh fundamenta

Fenomena bar I penelitian terhadap terorisme,
yang dikaji dari fi asa ini adalah : Di dalam bahasa terorisme
terdapat kemigipa ily ressemblance), sebagai analogi di dalam satu
bentuk tata asa¥yang sama. Hal ini berarti bahwa teori
Wittgenstein Il ya an, bahwa ‘Aneka Kemiripan Keluarga’ terdapat di
dalam berbagai bentu permainan bahasa yang lebih dari satu, tidak berlaku

dalam konteks terorisme. Bahasa yang digunakan dalam terorisme ternyata
terbelah atas dua tata permainan bahasa, yaitu mengancam dan berdoa yang
dipergunakan dengan sekaligus. Tata permainan bahasa yang terbelah dalam
terorisme tersebut menunjukkan, bahwa para teroris mempunyai kepribadian
yang terbelah (split personality). Para pelaku terorisme mengalami kegalauan
kategori, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan pengetahuannya, sehingga
mengakibatkan subjek dan objek terorisme menjadi tak terbatas.

Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda

29



Badan Pembinaan Hukum Nasional
NA Perubahan UU No. 15/2003

dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacara peperangan seperti
waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta
seringkali merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh para ahli kontraterorisme
merujuk kepada para pelaku yang tidak tergabung dalam angkatan bersenjata
yang dikenal atau tidak menuruti peraturan angkatan bersenjata tersebut. Aksi
terorisme juga mengandung makna bahwa serang-serangan teroris yang
dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi, para
pelakunya (“teroris™) layak mendapat pembalasan kejam.

Akibat makna negatif yang dikandung perkataan "teroris" dan
"terorisme,” para teroris umumnya menyebut diri mereka sebagai separatis,
pejuang pembebasan, pasukan perang salib, milita

"Makna

jahidin, dan lain-lain.

Tetapi dalam pembenaran dimata terrorism: arnya dari jihad,
mujahidin adalah jauh dari tindakan teroris enduduk sipil
yang tidak terlibat perang.” Padahal Te iri sering tampak dengan
mengatasnamakan agama.
Selain oleh pelaku individ ilakukan oleh negara atau
dikenal dengan terorisme erorism). Misalnya, Noam Chomsky
menyebut Amerika Serd
mewarnai berbagaigg huta g awalnya bermula dari Barat. Seperti ketika
Amerika Seriké \ ebut teroris terhadap berbagai kelompok di dunia,
di sisi lain lipt jukkan fakta bahwa Amerika Serikat melakukan
tindakan teroris gerikan hingga melanggar konvensi yang telah
disepakati. Hingga k akna terorisme memiliki multi-interpretatif sudut
pandangannya, namun demikian meski terdapat suatu makna yang diferensial,
pencegahan terhadap perbuatan terror itu tetap menjadi perhatian negara-
negara, baik bersifat nasional, intrnasional maupun yang bersifat regional.
Banyak pendapat mencoba mendefinisikan Terorisme, di antaranya
pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) The Prevention of Terrorism
(Temporary Provisions) Act, 1984, sebagai berikut: “Terrorism means the use of

violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting
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the public or any section of the public in fear.”> Kegiatan Terorisme mempunyai
tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian
dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya
perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh
untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata
psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan
ketidak percayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dan memaksa
masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror.16
Terorisme tidak ditujukan langsung pada lawan, tetapi perbuatan teror
dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Yang utama, maksud yang ingin

disampaikan pelaku teror adalah agar perbuatan r tersebut mendapat

perhatian khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai psy-
Sejauh ini belum ada batasan yang ba ikan Terorisme.
Menurut M. Cherif Bassiouni, ahli Huk i ternasional, tidak mudah

mengadakan suatu pengertian yang identik rima secara universal

perang gerilya, perang olusioner, pemberontakan atau perang konvensional.
Perang konvensional bertujuan untuk penghancuran secara total, manusia dan
material, perang gerilya merupakan perang revolusioner untuk menimbulkan
kerusakan fisik. Sedangkan terorisme cenderung menginginkan hasil kerusakan
secara psikologis. Terorisme sering dianggap sebagai aksi gerilya atau salah satu

cara yang tidak menganut prinsip perang gerilya itu sendiri. Dalam aksinya, baik

> Loebby Logman, Analisis Hukum dan Perundang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan

Negalr? di Indonesia, Jakarta, Universitas Indonesia, 1990, him. 98
Ibid.

" Indriyanto Seno Adiji, “Terorisme” Perpu No. 1 Tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana,
dalam O.C. Kaligis (Penyusun), Terorisme : Tragedi Umat Manusia, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates,
2003, him. 35

'8 Adhie S.,Terorisme, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005, him. 10
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pembunuhan, penculikan, kerusuhan, kampanye dan aksi lainnya selalu
mengabaikan segala bentuk peraturan dan prosedur perang. Korban dalam
sebuah aksi teroris kebanyakan masyarakat, yang pada saat insiden berada dekat
atau bersama-sama dengan korban yang dijadikan target dan sasaran.

Teroris sangat sulit didefinisikan, bervariasi tergantung waktu dan
kondisi. Marighellal® menyatakan definisinya sebagai hal yang mendekati
perlawanan gerilya, karena terorisme dianggap sebagai tindakan yang berada
ditengah-tengah antara perang gerilya aksi frustasi golongan tertentu. Tujuan
utama teroris adalah menghancurkan sistem ekonomi, politik, dan sosial

masyarakat suatu negara, untuk diganti dengan struktur baru secara total.

Dewasa ini terorisme menjadi profesi kaum tik untuk mencapai

keinginannya dengan melakukan aksi pembunuhan, p ikan ataupun aksi
teror lainnya. Dalam dunia modern, aksi tero ada kelompok
middle-upper class, pejabat pemerintah at

Dalam kamus spionase, tergrisme di
atau kekerasan yang tidak sah u
bahkan membunuh orang : merintah, untuk kepentingan politik
atau tujuan sosial ‘ i nal Security Guard, Act 1986,
memberikan defipisi : : . “Teroris adalah kelompok/golongan/
individu yang A d tertentu untuk menyerang pemerintah atau
penegak hukdt akukan teror kepada orang atau bagian dari
masyarakat, deng akukan aksi dan kegiatan dengan menggunakan
peralatan, bom, dina pahan peledak, zat kimia, zat yang mudah terbakar,
senjata api, senjata yang mematikan, racun, gas yang berbahaya, zat jenis lain
(biological dan lain-lain) yang dapat menimbulkan risiko terhadap alam dan
lingkungan, yang mungkin sebagai penyebab, atau dapat menyebabkan kerugian,
melukai atau bahkan mematikan banyak orang, individu atau merusak,
menghancurkan barang milik, harta benda atau dapat menimbulkan kekacauan

dan mengganggu kepentingan pemerintah atau kehidupan masyarakat.”

19 \h;
Ibid.
2 Henry S.A. Becket, The Dictionary of Espionage, New York, Stein and Day Publisher, 1986, him.
182
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Belum tercapainya kesepakatan mengenai pengertian terorisme, tidak
menjadikan terorisme dibiarkan lepas dari jangkauan hukum. Usaha
memberantas Terorisme telah dilakukan sejak menjelang pertengahan abad ke-
20. Pada tahun 1937 lahir Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Terorisme
(Convention for The Prevention and Suppression of Terrorism), Konvensi ini
mengartikan terorisme sebagai Crimes against State. Melalui European
Convention on The Supression of Terrorism (ECST) tahun 1977 di Eropa, makna
Terorisme mengalami pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu
perbuatan yang semula dikategorikan sebagai Crimes against State (termasuk
pembunuhan dan percobaan pembunuhan Kepala Negara atau anggota

keluarganya), menjadi Crimes against Humanity, di

yang menjadi korban

adalah masyarakat sipil.21 Crimes against Humanity k kategori Gross

Violation of Human Rights (Pelanggaran H ukan sebagai

1) ion [1CE d Certain Other Acts Commited On Board

2) ~ ession of Unlawful Zeizure of Aircraft (Haque

3) i e Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of

Civil Aviation (Montreal Convention 1970),

4) Convention on the Prevention and Punishment of Crime Against
Internationally Protected Persons (1973),

5) Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (1979),

6) International Convention Against the taking of Hostages (1979),

7) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport

Serving international Civil Aviation (1988),

2 Indriyanto Seno Adji, op.cit., him. 50
% Ibid., him. 52
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8) Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of
Maritime Navigation (1988),

9) Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of
Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988),

10) Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of
Identification (1991),

11) International Convention for the suppression of Terrorist Bombing
(1997),

12) International Convention for the suppression on the Financing of
terrorist (1999),

13) Organization of African Unity (OAU) Conv

on the Precention and
Combating of Terrorism (1999),
14) Convention of the Organization Qf on Combating

International Terrorism (1999)

Tindak Pidana Terorisme dan Penjelasan Pemerintah tentang
Pemberlakuan Undang-Undang tersebut, serta pemberlakuan surut
dengan Undang-undang Rl Nomor 16 Tahun 2003, dan,
20) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tentang
Pemberlakuan Retroaktif Undang-undan Rl Nomor 16 Tahun 2003.
Kebanyakan definisi terorisme yang ada menjelaskan empat macam
kriteria, antara lain target, tujuan, motivasi dan legitmasi dari aksi terorisme
tersebut. Pada bulan November 2004, Panel PBB mendefinisikan terorisme

sebagai :
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” Any action intended to cause death or serious bodily harm to civilians, non
combatans, when the purpose of such act by is nature or context, is to
intimidate a population or compel a government or international
organization to do or to abstain from doing any act”.

(= segala aksi yang dilakukan untuk menyebabkan kematian atau
kerusakan tubuh yang serius bagi para penduduk sipil, non kombatan di
mana tujuan dari aksi tersebut berdasarkan konteksnya adalah untuk
mengintimidasi suatu populasi atau memaksa pemerintah atau organisasi
internasional untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu).

Makna terorisme sebagai suatu crimes against humanity telah mendapat

tempatnya dalam makna normatif yang legalitasnya tertuang dalam Undang-
Asasi Manusia (HAM).

Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadila
Rujukan Undang-Undang tersebut adalah Statuta Inte nal Criminal Court
(ICC) yg memiliki yurisdiksi hanya terhad internasional

(genosida, kejahatan kemanusiaan, keja

huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari
serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan
tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa :

a. pembunuhan,

b. permusuhan,

C. perbudakan,

d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,

e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain
secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan
pokok hukum international,

f. penyiksaan,

g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan

kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-
bentuk kekerasan seksual lain yang setara,
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h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan
yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis,
budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum
international,

I. penghilangan orang secara paksa, atau

J- kejahatan apartheid”

Menurut penjelasan Pasal 9, yang dimaksud dengan “serangan yang
ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil” adalah suatu rangkaian
perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai lanjutan kebijakan
penguasa dan kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Jadi, makna

terorisme yang berkaitan dengan crimes against humasity ini memiliki implikasi

yang eksessif sekali, sehingga pada umumnya menimbulkan rasa
ketakutan yang amat sangat terhadap masyar

Dinamisasi makna terorisme ini ensif sifatnya,

yang lebih eksplisitas sifatnya. Cl risme memiliki suatu
political purpose yang selalu dila
dimaksudkan untuk me
authority, sehingga ko rena usaha, baik melalui tekanan

dan kekerasan it

antara pelakunya yang“@ikategorikan sebagai teroris. Namun demikian Pasal 5
Perpu No.1 Tahun 2002 (Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) ini
menggariskan bahwa tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik
latar belakang, motivasi dan tujuan politik sekedar untuk menghindari proses
persidangan terorisme maupun proses ekstradisi.

Aksi terorisme di Indonesia, sepanjang tahun 2000-2009 tercatat telah
terjadi 23 pengeboman,23 baik dalam skala kecil maupun skala besar. Dimulai

dengan bom Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000. Bom meledak dari sebuah mobil

2% Ardison Muhammad, Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan, Surabaya, Liris, 2010, him. 23 et
seq
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yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. Dua
orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina
Leonides T. Caday. Tahun 2009, bom Jakarta, para teroris melakukan peledakan
Hotel JW Marriott dan Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan pada jum’at pagi,
tanggal 17 Juli 2009 dengan jumlah korban tewas 9 orang dan luka-luka 55
orang. Namun aksi terorisme di Indonesia sebenarnya dimulai dengan ledakan
bom yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan
Presiden Pertama RI, Ir Soekarno, pada tahun 1962 dan berlanjut pada tahun-
tahun berikutnya sampai pada bulan Agustus 2001 yaitu Peledakan Plaza

Atrium, Senen, Jakarta. Ledakan melukai enam orang, semua aksi pemboman di

Indonesia sepanjang tahun 1962 sampai dengan A 2001 hanya menjadi

3.000 korban, issue terorisme telah menja

Peristiwva 11 September i baru issue terorisme

orisme Internasional.

2001 Indonesia sendiri belum menganggap
aksi pemboman Y I dalam negeri sebagai aksi terorisme tetapi aksi
separatis/para pe anan seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan
sebagainya, Pemerinta donesia baru menganggap adanya aksi Terorisme di
Indonesia, setelah terjadinya Tragedi Bom Bali I, tanggal 12 Oktober 2002 yang
merupakan tindakan teror, menimbulkan korban sipil terbesar di dunia, yaitu
menewaskan 184 orang dan melukai lebih dari 300 orang. Hal ini terbukti pasca
tragedi Bom Bali |, Pemerintah megeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada 2 tanggal 4 April 2003
disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini dikeluarkan

mengingat peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum
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Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk

memberantas Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Anti Terorisme Indonesia
Terorisme kian jelas menjadi momok bagi peradaban modern. Sifat

tindakan, pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang diharapkan serta dicapai,
target-target serta metode terorisme kini semakin luas dan bervariasi. Sehingga
semakin jelas bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kekerasan
destruktif biasa, melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap perdamaian
dan keamanan umat manusia (crimes against peace and security of mankind).24

Menurut Muladi, Tindak Pidana Terorisme dapat dik&t@gorikan sebagai mala per

se atau mala in se,25 tergolong kejahatan terhadap ha ani (Crimes against

conscience), menjadi sesuatu yang jahat buk: u dilarang oleh
Undang-Undang, melainkan karena pa ebagai natural
wrong atau acts wrong in themselves bu hibita yang tergolong
kejahatan karena diatur demikia

Dalam rangka mencg risme tersebut, sejak jauh

sebelum maraknya ke i digolongkan sebagai bentuk

ditimbulkan oleh suatutindak Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara
langsung oleh IndoneSia sebagai akibat dari Tragedi Bali, pemerintah
berkewajiban untuk secepatnya mengusut tuntas tindak pidana terorisme

dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini

2 Mulyana W. Kusumah, “Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum,” Jurnal Kriminologi
Indonesia FISIP Ul, vol 2 no Ill (Desember 2002), him. 22

®Mala in se are the offences that are forbidden by the laws that are immutable: mala prohibita,
such as are prohibited by laws that are not immutable. Jeremy Bentham, “Of the Influence of Time and
Place in Matters of Legislation” Chapter 5 Influence of Time.
<http://www.la.utexas.edu/research/poltheory/bentham/timeplace/timeplace.c05.s02.htmI>

% Mompang L. Panggabean, “Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme” dalam Mengenang Perppu
Anti Terorisme, Jakarta, Suara Muhamadiyah, Agustus 2003, him. 77

*’Muladi, “Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,” tulisan
dalam Jurnal Kriminologi Indonesia FISIP Ul, vol 2 no Il (Desember 2002), hal. 1
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menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum, untuk melakukan pengusutan,
diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme.
Semula berkembang pendapat bahwa terorisme dan tindakan teror cukup
diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di mana masih ada
ketentuan yang mengatur tentang kejahatan terhadap ketertiban umum,
kejahatan terhadap nyawa, dan kejahatan pengrusakan. Sebagai contoh, sampai
saat ini negeri Belanda tidak memiliki satu undang-undang tentang terorisme
tetapi cukup menangani masalah terorisme dengan KUHP-nya. Memang
terhadap “domestic terrorism” atau tindakan teror yang bersifat domestik, masih
cukup ditangani dengan menerapkan ketentuan pidana di dalam KUHP yang

berlaku. Namun untuk mewujudkan suatu und

dang nasional yang
bertujuan mencegah dan memberantas terorisme secara eluruh, baik yang
bersifat domestik maupun yang bers dan dengan
mempertimbangkan praktik hukum inte ka perlu disepakati lebih

dahulu paradigma yang akan di i ah pencegahan dan

pelaku tindak pidana Isme yang sudah merupakan hak universal dan oleh
karenanya tidak boleh diabaikan.2®

Perlakuan dan penerapan terhadap ketiga paradigma tersebut ke dalam
kebijakan hukum harus tepat, seimbang dan kontekstual, yaitu dengan
berlandaskan pada konsepsi “Keseimbangan Berjarak” atau “Equal Distance
Concept.” Di dalam konsep ini, karakteristik kegiatan terorisme dan pelakunya
ditempatkan sebagai sasaran utama, dan ketiga paradigma yang mengelilingi

sasaran utama tersebut merupakan tritunggal yang melakukan ungsi kontrol,

%8 Romli Atmasasmita, Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia, Jakarta, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, him. 2
* Ibid., him. 3
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dan sekaligus mengendalikan ruang gerak sasaran utama tersebut. Karakteristik
tritunggal dari paradigma yang dikembangkan dalam menghadapi terorisme
harus bersifat dinamis, tepat waktu dan tepat situasi. Di samping itu, ketiga
fungsi tersebut harus dapat dilaksanakan secara sekaligus sesuai dengan
fungsinya masing-masing, yaitu: fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif.
Kebijakan dan langkah dalam melakukan pencegahan serta pemberantasan
terorisme dengan menggunakan paradigma tritunggal dimaksud, diharapkan
akan dapat memelihara kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang tertib,
aman, damai, adil, dan sejahtera.30

Karena lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu KUHP

belum mengatur secara khusus serta tidak cukup m I untuk memberantas
Tindak Pidana Terorisme3! Pemerintah Indonesia asa perlu untuk

membentuk Undang-Undang Pemberantasa orisme, yaitu

Pemberantasan Tindak Pidana
dang RI Nomor 8 Tahun 1981

Terorisme. Keberadaan
Terorisme di samping

tentang Hukum Acasa,Pide AP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal

bersifat khusus; de a:32

a inalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam
arena pengaruh perkembangan zaman, terjadi
perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya
dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan
pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak
Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.
b. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap
perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu
masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah

ada dianggap memakan banyak waktu.

30 |pa;
Ibid.
$lKonsiderans Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme.
%2 Loebby Logman, op.cit., him. 17
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c.  Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan
suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.

d. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan
proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang RI Nomor 15
Tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat
pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
(lex specialis derogat lex generalis). Keberlakuan lex specialis derogat lex

generalis, harus memenuhi Kriteria :33

a. bahwa pengecualian terhadap Undang-Un yang bersifat umum,
dilakukan oleh peraturan yan ingkat n dirinya, yaitu

Undang-Undang.

perkembangan h i ] dilakukan melalui banyak cara, seperti :34
a i berupa amandemen terhadap pasal-pasal
b bal melalui pengaturan yang lengkap di luar KUHP

termasuk susan hukum acaranya.

c.  Sistem kompromi dalam bentuk memasukkan bab baru dalam KUHP
tentang kejahatan terorisme.

Akan tetapi tidak berarti bahwa dengan adanya hal yang khusus dalam

kejahatan terhadap keamanan negara berarti penegak hukum mempunyai
wewenang yang lebih atau tanpa batas semata-mata untuk memudahkan
pembuktian bahwa seseorang telah melakukan suatu kejahatan terhadap

keamanan negara, akan tetapi penyimpangan tersebut adalah sehubungan

% sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty, 1996, him.
122,162
% Muladi, op. cit., him. 6
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dengan kepentingan yang lebih besar lagi yaitu keamanan negara yang harus
dilindungi. Demikian pula susunan bab-bab yang ada dalam peraturan khusus
tersebut harus merupakan suatu tatanan yang utuh. Selain ketentuan tersebut,
Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa
semua aturan termasuk asas yang terdapat dalam Buku | Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) berlaku pula bagi peraturan pidana di luar Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) selama peraturan di luar Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tersebut tidak mengatur lain.35

Hukum Pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materielnya

saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa

aturan-aturan tersebut seyogyanya tetap memperha asas-asas umum yang
terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat

Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi huk

m Kitab Undang-

Undang-Undang RI ; tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Terorismeghahwa enyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana

Undang Nomor 8 | (entang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-
Undang Hukum Acasa a/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang

Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi
ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan
penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan
asas-asas yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar

penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat

%Loebby Logman, op. cit., him. 26
*Ibid., him. 14
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dengan Hak Asasi Manusia.3” Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-
Undang yang khusus, maka bukan penyimpangan asas yang terjadi di sini,
melainkan pengkhususan asas yang sebenarnya menggunakan dasar asas umum,
namun dikhususkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang khusus sifatnya
yang diatur oleh Undang-Undang Khusus tersebut.

Sesuai pengaturan Undang-Undang Rl Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP),
penyelesaian suatu perkara Tindak Pidana sebelum masuk dalam tahap beracara
di pengadilan, dimulai dari Penyelidikan dan Penyidikan, diikuti dengan
penyerahan berkas penuntutan kepada Jaksa Penuntut Umum. Pasal 17 KUHAP

menyebutkan bahwa perintah Penangkapan hanya

t dilakukan terhadap
seseorang yang diduga keras telah melakukan Tindak Pi erdasarkan Bukti
sendiri, hingga kini belum ada ketentua jelas mendefinisikannya

dalam Kitab Undang-Undang Huk

pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

c. Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.

d. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
ditetapkan adanya Bukti Permulaan yang cukup, maka Ketua

Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan Penyidikan.

¥Ibid., him. 13
38Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme.
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Permasalahannya adalah masih terdapat kesimpang siuran tentang
pengertian Bukti Permulaan itu sendiri, sehingga sulit menentukan apakah yang
dapat dikategorikan sebagai Bukti Permulaan, termasuk pula Laporan Intelijen,
apakah dapat dijadikan Bukti Permulaan.

Undang-undang Rl Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjadikan Laporan
Intelejen sebagai alat bukti (Primary Evidence) melainkan sebagai bukti
permulaan yang merupakan bukti pendukung (Supporting Evidence).

Dalam hukum pidana terdapat perbedaan mendasar antara pengertian
intelegence evidence dan crime evidence. Crime evidence dapat mencakup

intellegence evidence tetapi intelegence evidence tidak selalu dapat dianggap

sebagai crime evidence. Intellegence evidence ser li tidak memerlukan

sebagai fakta hukum untuk merumuskan perbuatan-per n sebagai indikasi
atau dasar adanya tindak pidana, sedangkan erlukan suatu
fakta hukum yang konkrit. Hal ini dikare i ence evidence merupakan

abstraksi data yang seringkali tidak memerl ian. Misalnya :

- korban tewas ya mobil atau keterlibatan
Noordin M ‘ i dalam peledakan Bom Kuningan

dilakukannya inkriminasi terhadap para tersangka

terorisme.
Contoh lainnya:

- bom mobil yang diletakkan oleh agen Mossad (Israel) atas
kendaraan dan yang menewaskan salah satu pemimpin Hamas
adalah sebagai peran intelligence evidence atau mungkin
keterlibatan Osama bin Laden berdasarkan Intelligence evidence,
karena kalau tetap berpijak pada crime evidence sebagai ciri The
Rule of Law, terhadap Osama Bin Laden harus dibuktikan
kesalahannya di Pengadilan.
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Selanjutnya, menurut Pasal 26 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang RI
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
adanya Laporan Intelijen atau Laporan Intelijen sebagai bukti permulaan yang
cukup, yang untuk menetapkan syahnya itu memerlukan penetapan Pengadilan
Negeri, seolah-olah Laporan Intelijen itu sebagai primary evidence (bukti pokok).
Penetapan suatu Laporan Intelijen sebagai Bukti Permulaan dilakukan oleh
Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri melalui suatu proses/mekanisme
pemeriksaan (Hearing) secara tertutup. Hal itu mengakibatkan pihak intelijen
mempunyai dasar hukum yang kuat untuk melakukan penangkapan terhadap

seseorang yang dianggap melakukan suatu Tindak Pidana Terorisme, tanpa

adanya pengawasan masyarakat atau pihak lain un. Padahal kontrol

sosial sangat dibutuhkan terutama dalam hal-hal yang at sensitif seperti
perlindungan terhadap hak-hak setiap ora yang sifatnya

asasi, tidak dapat diganggu gugat.

Oleh karena itu, untu ang-wenangan dan
ketidakpastian hukum, diperlu n yang pasti mengenai
pengertian Bukti Permul , engenai Laporan Intelijen, apa saja
yang dapat dimasukka i poran Intelijen, serta bagaimana

sebenarnya hakekaiglsa efijen, sehingga dapat digunakan sebagai Bukti

perampasan kemerde yaitu penangkapan, terhadap orang yang dicurigai
telah melakukan Tindak Pidana Terorisme, maka kejelasan mengenai hal
tersebut sangatlah diperlukan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi
Manusia dengan dilakukannya penangkapan secara sewenang-wenang oleh
aparat, dalam hal ini penyidik.

Ketentuan Pasal 26 tidak bisa berdiri sendiri dan harus berkaitan dengan
Pasal 27 tentang alat bukti dalam perkara terirosme yang tetap menunjuk
KUHAP. Dengan demikian, Laporan Intelijen harus diartikan sebagai “supporting
evidence” saja dari alat bukti yang cukup, yaitu 2(dua) alat bukti minimal

sebagaimana disyaratkan Pasal 21 jo. Pasal 138 KUHAP. Mengingat makna
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terorisme sangat sensitif terhadap pelanggaran HAM, peran Ketua/Wakil Ketua
Pengadilan Negeri terhadap Laporan Intelijen sebagai suatu supporting evidence
ini lebih aksetebilitas sifatnya, karena institusi peradilan sebagai investigating
judge menjadi fungsi kontrol untuk menentukan keabsahan tidaknya Laporan
Intelijen sebagai bukti pendukung untuk dimulainya penyidikan kasus terorisme,
dan fungsi peradilan ini untuk menghindari adanya suatu abuse of power dari
penegak hukum atas kasus terorisme.

Demikian pula perlu dirumuskan tentang pengaturan, cara mengajukan
tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan tugasnya, oleh
orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu dan hak asasinya telah

a dalam melakukan

terlanggar, karena banyak Pemerintah suatu
pencegahan maupun penindakan terhadap or melalui suatu

t itu dianggap

keadaan apapun.® Undang-Undang
Antiterorisme Kk r i banyak negara untuk mensahkan
kesewenang-wenanga pitrary detention) pengingkaran terhadap prinsip free
and fair trial. Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyatakan bahwa
penggunaan siksaan dalam proses interogasi terhadap orang yang disangka
teroris cenderung meningkat.4! Hal seperti inilah yang harus dihindari, karena
Tindak Pidana Terorisme harus diberantas karena alasan Hak Asasi Manusia,
sehingga pemberantasannya pun harus dilaksanakan dengan mengindahkan Hak

Asasi Manusia. Bahwa memang secara nasional harus ada Undang-Undang yang

*Loebby Logman, Op. cit., him. 11

40Todung Mulya Lubis, “Masyarakat Sipil dan Kebijakan Negara Kasus Perppu/RUU Tindak Pidana
Terorisme” dalam Mengenang Perppu Antiterorisme, Jakarta, Suara Muhammadiyah, Agustus 2003,
him. 91

*Ibid., hal . 92
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mengatur soal Terorisme, tapi dengan definisi yang jelas, tidak boleh justru
melawan Hak Asasi Manusia. Melawan Terorisme harus ditujukan bagi
perlindungan Hak Asasi Manusia, bukan sebaliknya membatasi dan melawan
Hak Asasi Manusia. Dan yang penting juga bagaimana ia tidak memberi ruang
bagi legitimasi penyalahgunaan kekuasaan.*2

Terdapat kesan yang kuat bahwa pemerintah lebih mengedepankan
pendekatan legal formal dan represif dalam menangani masalah terorisme di
tanah air. Indikasi ini diperkuat dengan bersemangatnya pemerintah
mengeluarkan undang-undang untuk mengatasi masalah terorisme ini, termasuk
usulan untuk mengeluarkan Internal Security Act (ISA) yang diyakini oleh banyak

pihak pasti akan bersifat represif. Di mana deng

, pemerintah berhak
menagkap dan menahan mereka yang dituduh terlibat k n terorisme serta
dinilai membahayakan keamanan nasional, ta ngadilan.43

Pada saat akan disahkan Perat intah Pengganti Undang-

Retroaktif, waktu pe ) 24 jam, laporan intelejen dan
sebagainya.

Terori iki Kagtan antara delik politik dan delik kekerasan,
sehingga pant orisme seringkali bersifat subjektif. Dalam
Perpu Nomor 1 Ta benarnya terdapat pasal-pasal yang sangat riskan
melanggar HAM vyaitu 46 tentang Asas Retroaktif.

Memang, tak perlu disangkal lagi bahwa penerbitan Perpu tersebut
sejalan dengan prinsip ketatanegaraan abnormaal recht voor abnormale tijden
(hukum darurat untuk kondisi yang darurat). Karenanya, dibenarkan pula
penerapan asas lex specialis derogate lex generalis (Pasal 103 KUHP), sehingga
dalam keadaan yang tidak normal tersebut adagium bahwa human rights must

yield to the principles of clear and present danger,dapat dibenarkan , meskipun

“*Bari Muchtar, “Undang-Undang AntiTerorisme Sangat Mengkhawatirkan”.
<http://www.rnw.nl>. 28 Januari 2002.

* Kompasiana.com, prayitnoramelan, 26 September 2009 : Awas, “Teroris Dilepas Di Malaysia,”
oleh Prayitno Ramelan.
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pemberlakuan Asas Retro Aktif masih menjadi polemik mengingat bertentangan
dengan pasal 28 huruf | angka (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa hak untuk
tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah HAM yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Jadi Kondisi darurat apapun tidak
memberikan justifikasi memberlakukan produk perundang-undangan untuk
berlaku surut. Berdasarkan Asas Lex Superiori, produk perpu tidak boleh
bertentangan dengan UUD 1945, sedangkan justifikasi terhadap penyimpangan
asas dalam perpu hanya dibenarkan terhadap produk hukum yang tingkatannya
sejajar dengan Perpu tersebut.

Eksistensi Asas Retroaktif dalam kerangka Korelasi antara

Staatsnoodrecht (Hukum Tata Negara Darurat gan hukum pidana

memberikan karakteristik terbatas, antara lain: (1) apabi ara dalam kondisi

darurat (abnormal tijden) denganprinsi rmaal recht),

suatu aturan yangeksi arus tetap memperhatikan asas Lex Certa,

yaitu penempg i aturan secara tegas dan tidak menimbulkan

Undang-undang Rl Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1
Tahun 2002 mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme pada peledakan
Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002 tidak memiliki kekuatan yang mengikat.
Untuk kemudian, dikeluarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2003 mengenai
pemberlakuan surut Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 terhadap
peristiwa bom Bali.

Mahkamah Konstitusi (MK) mempertimbangkan Asas Retroaktif adalah
asas hukum yang bersifat universal yang hanya dapat diberlakukan ada jenis

kejahatan tertentu yang berupa Kejahatan Genosida (crimes of genocide),



Badan Pembinaan Hukum Nasional | 49
NA Perubahan UU No. 15/2003

kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes againts humaninity), kejahatan perang
(war crimes) dan kejahatan agresi (crimes of agression), merujuk pada Statuta
Roma Tahun 1998 dan Undang-undang Rl Nomor 39 Tahun 2002 tentang Hak
Asasi Manusia. Menurut MK, terorisme merupakan kejahatan biasa yang sangat
kejam, maka kejahatan terorisme untuk Bom Bali tidak dapat diberlakukan asas
retroaktif. Ini artinya, terorisme bukanlah kejahatan terhadap genosida,
kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi. Undang-undang
RI Nomor 15 Tahun 2003 tidak dapat diberlakukan Asas Retroaktif karena hal
tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 i ayat (1) Undang-
Undang Dasar 1945.

Hal ini tentunya menimbulkan kontrovers a praktisi hukum di

Indonesia karena keputusan MK tersebut hanya mempe ikan Hak Asasi para

pelaku Terorisme saja tidak memperti

Dalam lingkup ada kesepakatan masyarakat

internasional bahwa masuk dalam yurisdiksi nasional bukan

karena negara-negara embang terutama Yaman, Yordania, Aljazair, dan
Afghanistan masih tidak menyetujui terorisme menjadi yurisdiksi ICC, di mana
posisi Dewan Keamanan PBB lebih dominan daripada kedaulatan negara anggota
PBB lainnya.

Secara teoritis diakui perdebatan tentang posisi terorisme sebagai hanya
tindak pidana luar biasa (extraordinary crimes) dan sebagai International Crimes
untuk masuk menjadi yurisdiksi ICC. Perdebatan tersebut berputar pada apakah
terorisme dapat dimasukkan sebagai kejahatan terhadap kemanusian (crimes
againts humanity) atau kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes), tetapi bukan

sebagai kejahatan kemanusian. Ternyata terdapat desakan yang sangat kuat
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untuk memasukkan kejahatan treaty based crimes related to terorism and drug
trafficking sebagai kejahatan kemanusiaan sehingga banyak ahli hukum yang
mendukung ICC untuk memasukkan kejahatan-kejahatan tersebut dalam
yurisdiksinya.

International Criminal Court (ICC) adalah lembaga prospektif yang
seharusnya tidak hanya menerapkan yurisdiksinya terhadap kejahatan-
kejahatan yang ditentukan oleh Statuta Roma Tahun 1998. Dalam hal ini , asas
legalitas tetap dipandang sebagai asas fundamental. Namun berkaitan dengan
yurisdiksi ICC, asas ini dapat disimpangi bila negara yang bersangkutan telah

membuat pernyataan bahwa negara tersebut dapat menerima pelaksanaan

yurisdiksi oleh pengadilan yang berkaitan dengan k tan masa lalu. Bertitik

tolak dari pembahasan mengenai yurisdiksi ICC diata: ka sewajarnyalah

bahwa kejahatan terorisme termasuk kejah usiaan karena

saat ini masyara menggantungkan kehidupan mereka dengan
teknologi yang ada. yarakat cenderung lupa bahwa pada dasarnya tiada
teknologi yang sempurna sehingga menempatkan diri mereka pada posisi yang
lemah dan tidak terlindungi (vulnerable and defenseless) bahkan Gabriel
Weimann menybutnya sebagai “a massive electronic Achilles heel” 44

Salah satu teknologi informasi yang sangat sering digunakan oleh teroris
adalah internet. Teroris menyadari bahwa internet sangat menguntungkan bagi
mereka karena melalui internet mereka dapat melancarkan aksi mereka dengan
cakupan daerah yang sangat luas dan dapat mereka lakukan tanpa

teridentifikasi. Internet mempunyai kelebihan lain yakni dapat diakses oleh

4 Weimann, Gabriel. Terror on the Internet: the new arena, the new challenges. US Institute of Peace
Press, 2006; 148.
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siapa saja yang menginginkannya dan tiadanya sensor atas informasi yang
disebarkan melalui internet. Teroris dengan sangat mudah mendoktrinasi
masyarakat umum dengan informasi yang menyesatkan dan membawa pesan
permusuhan. Para teroris dengan adanya internet dapat melancarkan aksi
terornya dalam 2 realitas, yakni: realitas fisik (physical world) dan realitas
cyber#, Internet juga memungkinkan teroris melancarkan aksi mereka secara

global.

Pengertian cyberterrorism
Penggunaan internet sebagai media pelaksanaan aksi teror dikenal dengan

rterrorism adalah aksi

istilah cyberterrorism. Jika dilihat dari istilahnya mak

terorisme yang dilakukan melalui dunia cyber. Cyber ism adalah hasil

peleburan antara terorisme dengan _cy E Denning
mendefinisikan cyberterrorism sebagai:

“...unlawful attacks and threats of att i puters, networks, and
the information stored therein wh [ I coerce a government or
its people in furtherance of
Jika diterjemahkan se

“..setiap sekang - aman secara melawan hukum terhadap

informasi yang terdapat di dalamnya yang

Federal Beaureau of | gation (FBI) mendefiniskan cyberterrorism sebagai:
“Any premeditated, politically motivated attack against information,

computer systems, computer programs, and data which result in violence against

non-combatant targets by sub-national groups or clandestine agents*’.”

Jika diterjemahkan secara bebas dapat berarti:

“> Syahdeini, Sutan Remy. Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti;
2009 : 97

“® Denning, Dorothy E. Cyberterrorismel. Diakses: www.cs.georgetown.edu/dening/infosec/
cyberteeoe-GD.doc. 20 Juni 2011.

" International Cyber Threat task Force. Strategy to Combat Cyberterrorisme-Part 1. Diakses :
http://www.icttf.org/blogs/927/56/strategy-to-combat-
cyberterroris?PHPSESSUD=9ba81efd3c5210205f8ea63dbfca922a. 20 Juni 2011.
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“Setiap serangan yang terencana, berdasarkan motif politik, terhadap
informasi, sistem komputer, program komputer, dan data yang berakibat pada
kerugian terhadap penduduk sipil yang dilakukan oleh kelompok masyarakt
tertentu atau kelompok yang tida dikenal.”

Gabriel Weimann menyatakan bahwa cyberterrorism pada umumnya
didefinisikan sebagai penggunaan jaringan komputer guna melakukan sabotase
fasilitas nasional yang penting, seperti sumber energi, fasilitas transpotasi, atau
kegiatan pemerintahan (the use of computer networks to sabotage critical
national infrastructures, such as energy, transportation, or government

operations) 48

Lech J Janczewski dan Andrew M Co menyatakan bahwa

cyberterrorism berakar dari information warfare. a mendefinisikan
information warfare sebagai, “a planned atta agents against
information computer systems, computer data that result in enemy

loses.”#? Perbedaan yang mendasar yang yberterrorism dengan

information, compute stems, computer programs, and data which result in

violence against noncombatant targets by sub national groups or clandestine
agents” 50

Jika diterjemahkan secara bebas dapat diartikan sebagai:

“Serangan terencana yang berdasarkan motivasi politik tertentu terhadap

informasi, jaringan computer, program computer, dan data yang mengakibatkan

“8 \Weimann, ibid.

#9 Janczewski. Lech J. and Colarik, Andrew M. Cyber Warfare and Cyber terrorism. New York:
Information Science Reference. 2008: xiv.

50 Computer Crime Research Center. What is Cyber-terrorism?. Diakses: http:/www.crime-
research.org/library/Cyber-terrorim.htm. 20 Juni 2011.
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kekerasan terhadap warga biasa oleh kelompok masyarakat tertentu atau oleh

agen rahasia.”

Cyberterrorism dianggap sebagai sebuah kejahatan masa depan (crime of
the future) karena telah mampu memadukan antara kejahatan konvensional

dengan kecanggihan dunia teknologi.>?

Cyberterrorism secara umum dapat dilihat sebagai serangan atau
ancaman terhadap komputer atau jaringan komputer, dan data yang tersimpan
di dalam jaringan tersebut yang dilakukan oleh sekelompok orang dapat dan
menimbulkan kerugian materiil, korban jiwa, dan ketakutan yang dengan tujuan

memerintah atau memaksa kelompok lain atau pem h melakukan apa yang

mereka kehendaki. Sebuah tindakan dapat dikategorikan gai cyberterrorism

apabila tindakan tersebut telah menimbulka tan yang luas.

telecommunication ca dari perbuatan tersebut adalah

computer and infor,

Terorisme
Muara C ngkapkan 8 alasan mengapa para teroris
mempergunakan sist: ologi daninfomasi melalui internet dengan dilandasi
motif-motif sebagaiman, dimawabh ini :53
a Jumlah volumen informasi.
Dengan adanya internet, para cyberterrorists dapat mencari informasi
tentang segala hal dengan sangat mudah, dan jumlah volume informasi
yang didapatkan memiliki ukuran yang sangat besar. Kemudian,

informasi-informasi yang telah didapat bisa dengan mudah ditansfer atau

5! Thachrah, John Richard. Dictionary of terrorism, 2™ edition. New York: Routlegde. 2004: 61.
52 Syahdeni, 2009 :100, 102.

%% Conway. Muara. Terrorism and IT : Cyberterrorism and Terrorist Organisations Online. 2003
Diakses: http://doras.dcu.ie/502/1/terrorism_it 2003.pdf. 20 Juni 2011.
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dipindahkan ke flash dish ataupun hard disk, dna juga dapat
disebarluaskan kepada sesama anggota kelompoknya.

Kecepatan berpindahnya informasi dan komunikasi.

Melalui internet segala bentuk komunikasi dan informasi dapat dengan
cepat berpindah-pindah. Hal tersebut, tentunya telah memberikan
kemudahan bagi para cyberterrorists untuk melakukan segala sesuatu
yang berkaitan dengan bidang pertukaran informasi.

Bentuk infomasi.

Internet telah menjadi sumber kekuatan yang baru bagi para
cyberterrorists. Internet juga sering dikatakan sebagai media

multifuungsi dan multimedia. Bagi para cyb osts internet menjadi

semakin menarik untuk digunakan, karena bent ri informasi yang

disajikan sangatlah lengkap, seperti : dan gambar.
Selain hal itu, internet juga me ang dinamis, dan dapat
memberikan simulasi secar yisual.
Dikenlaikan secara individ
Pengiriman dan pe masi melalui internet dikendalikan
secara individ 3 ali penggunaan internet. Maka

dengan derailia errorists dapat merasa lebih aman untuk

dilacak, karena ada teknik anonymising atau teknik penyamaran
agar tidak mudah untuk diketahui keberadaannya.

Pemerintah sulit untuk melakukan pengawasan dan pengendalian.

Sejak pemerintah diketahui tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk
memberikan pengawasan dan pengenalian bagi para pengguna internet,
maka sejak saat itulah internet menjadi media faforit yang digunakan oleh
cyberterrorists untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan
dengan cyberterrorists.

Minimnya penggunaan biaya.
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Melalui internet cyberterrorists dapat membuat dan mendaftrakan
website dengan biaya kurang dari US$ 50 atau mereka dapat
memanfaatkan layanan pembuatan situs secara gratis. Kemudian,
penggunaan dari pelayanan email yang diberikan tidak dipungut biaya.
Oleh karena itu, internet dapat mengurangi atau menekan bugdet
operasional dari pergerakan kelompok cyberterrorists.
h. Mendunia.

Cyberterrorists hanya diperlukan mengakses untuk dapat menjangkau
seluruh dunia. Maka , dengan adanya internet setiap tempat yang

senyatanya, memiliki jarak berjauhan menjadi sangat dekat. Oleh karena

itu, para cyberterrorisim dapat melakukan an kesegala penjuru
dunia.
4 nilai lebih

an fisik,5 yaitu:”

Berikut dari council of europe mencatatk

serangan dari internet jika dibandingkan

sulit untuk melacak sang pelaku;

fasilitas badwidhth internet, yang telah

serangan put tidak dapat dikatakan murah.

Pengaturan hukum mengenai cyberterrorism di Indonesia

Untuk menanggulangi bahaya dan ancaman terorisme dibutuhkan strategi
yang memadai. Seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa memprakarsai United
Nation Global Counter Terrorism Strategy (UNGCTS) yang dituangkan dalam
resolusi 60/288. UNGCTS menekankan kepada 4 pilar strategi penanggulangan

terorisme yang pada intinya mendorong negara-negara anggota PBB untuk

> Counter Terrorism Task Council of Europe. Yberterrorism-The Use of The Internet for Terrorist
Purposes. France: Council of Europe Publishing. 2007: 16.
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memperkuat kemampuan masing-masing serta kerja sama internasional dalam
penanggulangan terorisme.

Secara keseluruhan 4 pilar Strategi tersebut meliputi:

1. Pencegahan kondisi kondusif penyebaran terorisme
2. Langkah Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme
3. Peningkatan Kapasitas Negara-negara Anggota untuk Mencegah

dan Memberantas Terorisme Serta Penguatan Peran Sistem PBB
4, Penegakan Hak Asasi Manusia bagi Semua Pihak dan Penegakan
Rule Of Law Sebagai Dasar Pemberantasan Terorisme
Pilar strategi ke-2 yaitu langkah-langkah untuk mencegah dan
menanggulangi terorisme, PBB memberikan perh
Untuk

kepada pemanfaatan

internet untuk kepentingan terorisme. BB menyerukan
penanggulangan yang koordinatif baik .d ional maupun

regional dalam penanggulangan peman i et seperti ini. Sedangkan

memiliki keterkaitan de seperti pendanaan, perencanaan,

persiapan, dan pelak ukungan terhadap teroris harus

erupakan persoalan global yang menuntut
koherensi dalam gannya, termasuk koherensi dalam kerangka
hukum. Indonesia suda arusnya turut berpartisipasi aktif dalam mendukung
langkah-langkah penanggulangan terorisme dengan mengedepankan sikap
politik bebas-aktif yang selama ini dianut oleh Indonesia.

Untuk menghadapi bahaya dan ancaman cyberterrorism, Indonesia
membutuhkan sebuah kerangka hukum yang memadai. Tidaklah diperkenankan
suatu perbuatan dapat dipidana tanpa ada pengaturan hukum, mengingat
Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945
pasal 1 ayat (2). Menurut A\V. Dicey ciri penting dari negara hukum adalah “The
Rule of Law” yang dijabarkan dengan supremacy of law (supremasi hukum),

equality before the law dan due process of law (penegakan hukum yang baik).
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Konsep negara hukum ini menuntut adanya kepastian hukum seperti yang
dirumuskan Von Feurbach dalam adagium yang sangat terkenal, “Nullum
delictum, nulla poena sine praevia lege poenali’, yang berarti tiada delik, tiada
pidana tanpa terlebih dahulu diatur dalam undang-undang.

Sangat disayangkan, hingga saat ini Indonesia belum memiliki ketentuan
hukum pidana yang bisa dijadikan dasar dalam menindak cyberterrorism.
Indonesia baru memiliki sejumlah undang-undang yang mengatur mengenai
pemanfaatan teknologi informasi ataupun mengatur cybercrime, padahal
cyberterrorism membutuhkan ketentuan yang lebih spesifik mengingat dampak

buruk cyberterrorism lebih berbahaya dari cybercrime pada umumnya.

Ketentuan hukum yang mengatur cybercrime ata dak pidana teknologi

informasi yang dapat digunakan untuk menjerat pa elaku cybercrime,
diantaranya:
1) Undang-Undang No. 8 Tahun Dokumen Perusahaan

2) Undang-Undang No. 36 Tahun 1 lekomunikasi

3) Undang-Undang No. PERS

4) Undang-Undag un 2008 tentang Informasi dan
Transaksi E

5) ahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

odus terorisme hingga kepada pemanfaatan
internet, membua Ang ada saat ini terasa seperti ketinggalan dari
zamannya. Indonesia f § mampu mengantisipasi dinamika terorisme, sehingga
harus mengambil inisiatif untuk melakukan pembaruan dalam ketentuan hukum
yang mengatur mengenai perbuatan terorisme. Langkah strategis yang dapat
ditempuh Indonesia saat ini adalah melakukan perubahan terhadap suatu
perundang-undangan. Terdapat dua ruang lingkup perubahan perundang-
undangan yaitu: mengubah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan
atau menghapus ketentuan yang sudah ada; mengganti suatu ketentuan dengan
ketentuan lain. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, maka terdapat dua hal

sentral yang harus diperhatikan yang meliputi: perbuatan apa yang seharusnya
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dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau

dikenakan kepada pelanggar.

1.

Kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme yang menyerang

infrastruktur atau jaringan teknologi dan informasi

Pengaturan ini perlu dimasukkan dalam agenda perubahan UU No. 15
Tahun 2003, karena hal itu belum diatur dalam ketentuan tersebut.
Kemudian, di Indonesia sendiri kemampuan terorisme dalam penguasaan
teknologi dan informasi telah mengalami peningkatan. Hal itu dapat
diketahui, pada kasus serangan cyber (defacement) terhadap situs

http://www.polri.go.id/backend/index.html milik Polri. Akibatnya situs

itu tidak dapat diakses. Indonesia harus pu mengantisipasi
penguasaan teknik hacking oleh terou ng dimanfaatkan
teroris. Bukan tidak mungkin ula seputar
defacement berkembang menja -serangan yang lebih

berbahaya. Padahal di sat nan internet semakin

luas dan intens di i onesia sedang mencoba

Kriminalisasi p€nyebaran materi yang mendukung terorisme yang
memanfaatkan teknologi dan informasi

Masalah kriminalisasi dalam penyebaran materi yang memberikan
dukungan bagi terorisme melalui penggunaan teknologi dan informasi
belum tercakup dalam ketentuan UU No. 15 Tahun 2003. Materi yang
memberikan dukungan bagi terorisme memiliki lingkup penyebaran rasa
kebencian, penghasutan, pemuliaan atau pemujaan terhadap terorisme,
penyebaran ideologi terorisme, dan propaganda terorisme. Format materi
tersebut dapat berbentuk lisan, maupun tulisan, audio, visual, audio-

visual atau segala bentuk informasi elektronik, yaitu satu atau
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sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,
suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI),
surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang
telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang
mampu memahaminya. Adapun contoh kasus yang telah terjadi
sebagiamana telah diuraikan di atas, diantaranya pada situs anshar.net,
website www.arrahmah.com, dan blog: www.ghur4ba.blogspot.com.
Karena itu, hendaknya agenda perubahan UU No. 15 Tahun 2003 harus

memperhatikan hal ini.

Kriminalisasi terhadap aktivitas pelatih ggota teroris yang
menggunakan teknologi dan informasi
Adapun kasus ini dapat dilihat pada m buku yang
diorganisir oleh Pepi Fernan terungkap dari hasil

pemeriksaan penyidik Polgi ajari cara pembuatan

website milik : ghur4ba.blogspot.com, dan situs

anshar.net._ka I patut untuk dipertimbangkan agar dapat

Pagi pelaku penghimpunan dana untuk
ologi dan informasi

Pengaturan in dimasukkan dalam agenda perubahan UU No. 15
Tahun 2003, karena telah jelas bahwa telah terdapat kasus-kasus yang
nyata sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu pada kasus
www.arrahmah.com. Kemudian, juga pada kasus pembuatan website
www.istimata.com, bahwa website ini didaftarkan dengan uang hasil
pencurian kartu kredit di internet yang dilakukan oleh Imam Samudera.
Selanjutnya, pada kasus pembuatan situs anshar.net, situs inipun dibuat
dan didaftarkan oleh Mohammad Agung Prabowo alias Max Fiderman

dengan cara menggunakan uang hasil pencurian kartu kredit di internet.
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5. Pemberatan hukuman bagi pelaku perekrutan anggota teroris
dengan menggunakan teknologi dan informasi
Pemberatan hukuman dalam pengaturan poin ini perlu dimasukkan
dalam agenda perubahan UU No. 15 Tahun 2003, karena untuk
memberikan efek jera yang cukup bagi para pelakunya serta
menimbulkan daya cegah bagi masyarakat, agar tidak melakukan
perbuatan ini. Adapun contoh perekrutan anggota teroris terjadi dalam
kasus pembuatan situs anshar.net, ketika itu Mohammad Agung Prabowo
alias Max Fiderman terekrut oleh Imam Samudra Cs lewat chatting di

provider international relay chat (IRC), pada channel #ahlussunnah dan

#cafeislam.
6. Memberikan kewenangan kepada aparat pe k hukum untuk
melakukan penyensoran atau ebsite yang

terkait dengan terorisme

asyarakat luas. Kemudian, kewenangan ini
aparat penegak hukum dapat lebih bersikap
jadinya tindak pidana terorisme, khususnya

terkait peng s penyebaran informasi terorisme lewat sarana

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil suatu lesson learnt,

diantaranya:

1. Bahwa cyberterrorism termasuk dalam kategori cybercrime, yang
potensial menjadi salah satu ancaman dunia di masa depan, selain
cyberwarfare.

2. Bahwa para teroris telah mengambil keuntungan dan
mengeksploitasi keberadaan dari cyberspace, diantaranya:

a. Sebagai alat untuk melakukan serangan teroris, baik secara

fisik atau non fisik, misalnya mencari informasi untuk
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menentukan lokasi target serangan, dan menggunakan
komputer untuk perencanaan aksi terorisme.
b. Sebagai media untuk:

1). penghimpunan dana;

2). perekrutan anggota;

3). pelatihan jarak jauh;

4). publikasi dan propaganda termasuk penyebaran ajaran
jihad yang sesat; dan

5). komunikasi dan koordinasi yang terdiri dari: intern

organisasi teroris, ekstern organisasi teroris dengan

masyarakat umum, dan anta anisasi teroris secara
global.
Adapun usulan poin yang ,da

perubahan UU No. 15 Tahu

alam agenda
a. kriminalisasi pepyebaran lingkup penyebaran
rasa kebencia uliaan atau pemujaan

nyebaran ideologi terorisme, dan

g memberikan dukungan bagi

d. kriminalisasi terhadap aktivitas pelatihan anggota teroris yang
menggunakan teknologi dan informasi;

e. kriminalisasi terhadap tindak pidana terorisme yang
menyerang infrastruktur atau jaringan teknologi dan
informasi; dan

f.  memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum
untuk melakukan penyensoran atau memblokir situs atau

website yang terkait dengan terorisme.
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B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan

Norma.

Menurut Muladi (2003), Asas-asas yang sangat dipertimbangkan dalam

melakukan kriminalisasi dalam tindak pidana terorisme adalah:

Pertama, Asas kriminalisasi yang diperluas (the principle of extended
criminalization) dalam arti; (a) Penciptaan tindak pidana baru baik yang berupa
delik formil maupun delik materiil. Hal ini didasarkan atas pertimbangan
kemungkinan adanya baik "actual harm " maupun timbulnya " potential harm *
(Pasal 6 dan pasal 7 Perpu No. 1 Tahun 2002); Deli

aru yang lain tercantum
dalam Pasal Perpu No. 1 Tahun 2002, yang seringkali d t sebagai "technology
terrorism " yang memanfaatkan bahan-bah imi iologis, radiology,
mikroorganisme, radioaktif dan kom pidana yang
dilakukan dengan sengaja menyediakan a pulkan harta kekayaan
anaterosrisme (Pasal
11). (b) Aktualisasi dari bebeka i pidana yang sudah ada

ikategorikan sebagai tindak pidana

1963 (Convention on Offences and certain Other Acts Committed on Board
Aircraft) dan Konvensi Montreal 1971 (Convention for the Suppression of
Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation). Pasal 9 UU yang bersumber
pada UU No 12/Drt/1951 tentang senjata api setelah ditambahkan elemen
khusus berupa "dolus specialis " berupa "dengan maksud untuk melakukan
tindak pidana terorisme" dan dikaitkan pula dengan Convention Against Terrorist
Bombing (1977) dan Pasal 12 yang bersumber pada Convention on the Physical
Protection of Nuclear Material (1976); (c) Perluasan ruang linngkup berlakunya
hukum pidana, seperti pengaturan "Coorporate criminal liability" (Pasal 17 dan

18 Perpu No. 1 Tahun 2002), pengaturan pembantuan (sebelum dan saat
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kejahatan dilakukan), percobaan dan permufakatan jahat yang dipidana setara
pelaku atau tindak pidana sempurna (Pasal 15 Perpu No. 1 Tahun 2002); Bahkan
pembantuan setelah kejahatan dilakukan dalam bentuk delik pemudahan diatur
tersendiri pada Pasal 13 Perpu No. 1 Tahun 2002; "Actor intelectualis” tindak
pidana terorisme dipidana secara khusus pada Pasal 14 Perpu No. 1 Tahun 2002;

Kedua, Asas non-diskriminatif (the principle of non-discriminization), yang
tidak mengkaitkan rumusan tindak pidana terorisme dengan motif politik dan
atau motif lainnya. Prinsip ini pula bisa disebutkan sebagai prinsip depolitisasi
(the principle of depolitization), sebab sekalipun citra tindak pidana terorisme
selalu berkonotasi politik, tetapi penekanan lebih kepada perbuatan dan
akibatnya. Bahkan dalam kerangka kerjasama nasional, Kkhususnya
ekstradisi, dalam Pasal 5 Perpu No. 1 Tahun 2002 din

an bahwa, tindak

pidana terorisme yang diatur dalam undan tindak pidana

(subject matter jurisdig i an yuridiksi hukum negara lain.
Titik berat ter internasional (internastional terrorism)
disebabkan kg j aitan dengan terorisme domestik (domestic
berkaitan erat de Anan pada prinsip resiprositas antar Negara dan
kerajasama Internasio Pasal 3 Perpu No. 1 Tahun 2002);

Keempat, Asas perlindungan HAM dan peradilan yang jujur dan adil
(the Pinciple of Human Rights Protection and Fair Trial) melindungi HAM dan
integritas pengadilan yang harus menjaga karakteristik ‘fair”. impartial and
independent trial ", baik dalam tahap "pre trial ", tahap "hearing" maupun dalam
tahap "post trial. Untuk itu diatur secara lengkap tindak pidana "Obstruction of
Justice" atau "Offenses Againts the Administrarion of Justice "di dalam Pasal 20
sampai dengan Pasal 23 Perpu No. 1 Tahun 2002;

Kelima, Asas pidana minumun khusus (speciale straf minima beginsel)

yang sekalipun merupakan penyimpangan terhadap asas-asas pemidanaan
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sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 KUHP, tetapi dipandang perlu untuk
mengurangi kemungkinan terjadinya disparitas pidana (the disparity of
sentencing); yang dicari bukan paritas pidana (the parity of sentencing) tetapi,
"the reasonable sentencing; Penjatuhan hukum pidana minimum khusus ini
dilengkapi idealnya dengan suatu pedoman (standard guidelines) yang jelas,
untuk kepentingan keadilan;

Keenam, Asas perlindungan korban dan saksi (Victim and Witness
protection Pinciple) sesuai dengan UN Declaration of Basic Pinciples of Justice for
Victims Of Crime and Abuse of Power (1985). Hal ini menyangkut "acces to
Justice", restitusi, kompensasi dan rehabilitasi (Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal
35 dan Pasal 36 Perpu No. 1 Tahun 2002);

Ketujuh, Asas harmonisasi hukum (the Pinciple o

| Harmonization).
Dalam rangka penyusunan UU, dikaji pelbaga rnasional dan
pengaturan tindak pidana terorisme di pe i seperti Australia, Canada,
Pakistan, India, Inggris dan sebagainya. Den elbagai aspirasi telah
ditampung baik dari unsur sup i tur, kepakaran maupun
aspirasi internasional,

Kedelapan, Asa pentingan. Pencegahan dan
pemberantasan ter@sismedha ‘rtujuan untuk memelihara keseimbangan

dalam kewajil ‘ daulatan hukum, hak asasi korban dan saksi,

serta hak asa S dakwa, (Penjelasan Umum Perpu No. 1 Tahun
2002);
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta

permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Kejahatan Terorisme merupakan kejahatan terorganisir yang mempunyai
sifat lintas batas Negara (Trans National Crime), dan mempunyai akibat luar
biasa terhadap segala aspek kehidupan (extra ordinary crime) dan
indiskriminatif. Masalah terorisme, saat ini yang muncul sebagai ancaman global
yang terutama menjadikan orang-orang yang tidak berdosa sebagai sasaran
disamping juga telah menjadi ancaman yang nyata bagi keamanan nasional dan

kesejahterahan bangsa Indonesia. Penanganan terorisme perlu disikapi dengan
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kesamaan pandang dari masing-masing pihak mengacu kepada peraturan dan
perundangan yang berlaku.

Pada saat terjadi peristiwa pengeboman di Bali pada tanggal 12 Oktober
2002, boleh dikatakan bahwa Polri saat itu belum terlalu siap untuk dapat
menanggulangi peristiwa /insiden Terorisme skala besar, baik dari kesiapan
manusia, sarana penunjang dan pengetahuan dan pengalaman serta prosedur
menangani suatu bencana. Namun dengan modal dukungan Internasional dan
dari Pemerintah RI sendiri serta kemauan dan semangat yang besar dari jajaran
Polri melalui pembentukan Satuan tugas bomnya, tantangan untuk dapat
mengungkap peristiwa telah relatif cepat dijawab dengan menangkap para

pelakunya.

Keseriusan penanganan dimulai dari KP yang cermat
dengan menerapkan scientific crime investi rkan penyidik
dari sepotong kerangka mobil Mitsu untuk menemukan dan
menangkap salah satu dari pelaku yaitu mbangan penyidikan
selanjutnya terus berkembang ari sejumlah dokumen,
alamat, nomor telepon, lular, SMS, termasuk e-mail untuk
dapat menangkap pard p peristiwva Terorisme lainnya di
gadilan. Hal tersebut merupakan awal dari
kesuksesan P gkap jaringan para Pelaku Terorisme di
yang terjadi di Kedubes Philipina ,.Bom Natal
pada tahun 2000'80R ' HKBP St Ana, Bom Bali 1, Bom Marriot, Bom
Kuningan, Bom Bali Bom Ritz Carlton dan Marriot 2 dan lainnya, bahkan
berdasarkan hasil penyelidikan terhadap pelaku terror ( Peledakan Bom ) yang
terjadi di Indonesia baik sebelum maupun setelah terjadinya Bom Bali 1 yang
telah diungkap oleh Polri, maka Polri mampu menggambarkan /mengungkap
Anatomi kejahatan Terorisme .

Dalam pemberantasan Teorisme yang terjadi di Indonesia saat ini,
meskipun Polri telah mampu melaksanakan tugasnya yaitu mengungkap dan
menangkap para Pelaku, bukan berarti tidak mengalami berbagai kendala dan

Pratik di lapangan maupun dalam tahap Penyidikannya, terutama dengan
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perangkat Undang-undang RI No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme, dan beberapa Pratik Empiris tersebut adalah sebagai berikut:

1 Penangkapan dan Penahanan

Dengan terus belajar dari pengalaman, maka proses pemberantasan
terhadap para tersangka yang dilatar belakangi dengan doktrin yang kuat seperti
tersebut diatas telah juga memberikan pengalaman dibidang penyidikan bahwa
proses penyidikan untuk kasus terorisme ini tidak bisa dilaksanakan dengan
cara-cara yang biasa seperti menyidik kasus-kasus pidana lainnya. Penyidik
harus dapat memanfaatkan laporan intelijen sebagai salah satu bahan yang dapat
dijadikan bukti permulaan, penerapan masa penangkapan dan penahanan yang
I No. 15 tahun 2003

namun hal ini juga sering kali dijadikan ba sihat hukumnya

baru, yang semuanya ini sesuai dengan undang-und
untuk mempraperadilankan Polri. Disam yang diambil
oleh penyidik diperlukan kecerdasan pe erti dalam hal dimana
tempat penahanan akan dilakuk [ riksa tersangka, para
saksi yang umumnya merupak i a akan ditentukan tempat

persidangan, bagaimana L an penasihat hukum, penangguhan

(1) Penyid utan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam
perkara C pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum
acara yan@” berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

(2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi
wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling
lama 6 (enam) bulan.

Pasal 26 :

(1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat
menggunakan setiap laporan intelijen.

(2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang
cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses
pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.

(3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
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(4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2)
ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua
Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Pasal 28

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang
diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti
permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.55

Sebagaimana isi pasal tersebut di atas, Penyidik hanya diberi waktu
Penangkapan paling lama 7 x 24 jam dan Masa Penahanan paling lama 6
bulan (4 bulan untuk kepentingan Penyidikan dan 2 bulan untuk

kepentingan Penuntutan), hal ini masih dira kurang memadai bagi

Penyidik untuk mengungkap jaringan skala y uas baik Nasional,
Regional maupun jaringan Internasio
Beberapa contoh kasus :

a. Penangkapan tersangka kasus ahun 2003 berkas No.
Pol. BP/60/1V/200
Tersangka atas ukuman seumur hidup)
rukang Propinsi Kaltim, dimana

tersebut harus melalui Balikpapan -

rafis membutuhkan waktu + 20 hari untuk dapat

ke Polda  Bali untuk  dilakukan

pendalaman/interogasi dalam rangka menggali bukti yang cukup.

b. Penangkapan tersangka kasus terror kerusuhan di Poso Nomor
Berkas Perkara No. Pol.:. BP/01/VII/2008/Densus dan
BP/02/V11/2008/ Densus. Tersangka atas nama Dr. Agus
Purwanto dan Abu Husna ditangkap di Malaysia, karena faktor
geografis dan yurisdiksi maka prosesnya membutuhkan waktu + 10

hari.

> Undang — Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
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c. Penangkapan tersangka atas nama Abdul Rahman Muhamad

e.

Jibriel (hukuman 5 tahun) alias Muhamad Ricky Ardhan terorisme
dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap
pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi
tentang tindak pidana terorisme tersangka atas nama Syaifudin
Zuhri alias Abu Hudaifah alias Muhamad alias Soleh dkk. Berkas
No. Pol. BP/8/X1/2009/Densus 88 AT.

Setelah dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan
penyidik membutuhkan kerjasama Internasional dibidang
Kepolisian dan Kerjasama Teknis dengan U.S Departemen of Justice —

Federal Bureau Investigation Washing C berkaitan dengan

pengecekan inbox email “prince of diar oo.com”.  Guna

mendapatkan bukti yang cuk ang ditangani
penyidik.
Penangkapan tersangka atas n iw Ali Abdullah alias
Al (hukuman 1,

BP/6/X1/200Q¢€

perkara No. Pol

Negeri Republik Indonesia Direktorat

ASEAN vyang dalam prosesnya

- Berdasarkan penyitaan barang bukti Personal Computer
(PC) perlu pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik (Labfor)
Cyber dan IT, proses tersebut memerlukan kerjasama dengan
Perusahaan Yahoo melalui U.S Departemen of Justice — Federal
Bureau Investigation Washington DC berkaitan dengan
pengecekan inbox email.

Begitu pula dalam Penahanan dan atau proses penyidikan

selanjutnya, secara kuantitas tersangka atau pelaku tindak pidana

teroris yang terjadi di Indonesia dilakukan lebih dari 1 (satu) orang
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atau bersama-sama, dengan peran yang berbeda-beda tetapi tujuan
sama, secara umum dikenal dengan istilah kelompok atau jaringan.
Terkait kelompok atau jaringan ini maka perlu strategi penyidikan
yang tepat dikarenakan dalam setiap perkara atau kasus terungkap
banyak tersangka yang tidak menutup kemungkinan para tersangka

tersebut akan terposisikan sebagai saksi (mahkota).

Contoh kasus :

Laporan Polisi (LP)/K/51/111/2010/Sat Reskrim,
LP/50/11/2010Dit Reskrim, LP/K/160/X1/2010 Sat Reskrim :
kasus pelatihan militer / tindak pidana terrorisme di pegunungan

Jalin Kecamatan Janto Kabupaten Aceh ngka yang ditangkap

sebanyak + 102 orang.
P/2082/V111/2010/SU/TABES,

teroris dengan modus pera

ensus : kasus
ank CIMB NIAGA medan.

epok + 28 orang.
+ 19 orang. (tahun 2003).

A2 orang. (tahun 2007).

pasal 184 KUHAP dalam rangka proses
dak pidana teroris diperlukan beberapa alat bukti
dimana salah satunya adalah keterangan ahli. Yang dalam
prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama dikaitkan dengan
kondisi TKP, kondisi alat dan kemampuan ahli.

Contoh kasus :

- TKP bom Bali | tahun 2002;

- TKP bom Bali Il tahun 2003;

- TKP bom Kuningan;

- TKP bom JW Mariot dan Ritz Carlton; dll.
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Proses olah TKP sampai dengan tuntas dari tim Puslabfor perlu

kecermatan dan ketelitian sehingga membutuhkan waktu + 2 bulan.
b. Untuk memenuhi pasal 184 KUHAP dalam rangka proses

penyidikan tindak pidan teroris diperlukan beberapa alat bukti

dimana salah satunya keterangan ahli Telematika (IT) dimana dalam

prosesnya membutuhkan kerjasama Internasional serta waktu yang

cukup lama.

Contoh kasus :

- Berdasarkan penyitaan barang bukti Personal Computer (PC)

perlu pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Cyber

dan IT, proses tersebut meme kerjasama dengan

Perusahaan Yahoo melalui U.S Departe f Justice — Federal
Bureau Investigation itan dengan
pengecekan inbox email’

Proses ini diawali darj penyita

2nyidikan diperlukan kegiatan rekontruksi
lam 1 (satu) TKP berkembang beberapa TKP
yang letaknya berbeda propinsi. Sebagai contoh
iliter / tindak pidana terrorisme di pegunungan
Jalin Keca an Janto Kabupaten Aceh tersangka yang ditangkap

sebanyak = 102 orang, Hasil penyelidikan didapatkan fakta hukum

bahwa para tersangka melakukan persiapan dibeberapa tempat

yaitu dari Jakarta, Lampung, Jambi, Riau, Medan dan berakhir di

Aceh.

Masa penangkapan dan penahanan untuk tersangka teroris,
diusulkan diperpanjang. Ketentuan yang ada saat ini dianggap tak cukup
untuk menangani masalah terorisme yang berkaitan erat dengan
‘jaringan’. Di mana-mana, sejak pengeboman WTC, ada amandemen UU

terorisme atau apapun namanya di negara itu. Sementara, masalah



Badan Pembinaan Hukum Nasional | 71
NA Perubahan UU No. 15/2003

lamanya masa penahanan ini terkait dengan pengungkapan jaringan.
Jaringan diyakini selalu menjadi pola kerja pelaku terorisme.

Sebagai ilustrasi, disebutkan salah satu peristiwa penangkapan
tersangka pelaku terorisme di Pulau Berukang, Kalimantan Timur. Untuk
mencapai pulau itu dari Jakarta, butuh waktu tujuh hari. Demikian pula
waktu perjalanan dari sana kembali ke Jakarta. Artinya, kalau dengan
prosedur biasa, waktu penangkapan untuk tersangka terorisme adalah 7
hari maka Polri akan melakukan pelanggaran hukum.

Jadi bukan kita dengan mudah untuk memperpanjang masa
penahanan tapi memang kondisi objektif. Masa penangkapan, di luar

negeri disebut sebagai detention without cha i Inggris yang semula

memberlakukan dua hari masa pada 2003

memperpanjangnya menjadi 28 hari ah menjadi 48

yang cukup memadai adalah 1 (satu) tahun. Masa Penahanan itu
diperlukan untuk melakukan kegiatan identifikasi yang mendalam
tentang perbuatan seorang pelaku Terorisme apakah ada kaitanya antara
suatu tempat kejadian perkara dengan tempat kejadian perkara lainya,
serta untuk mengungkap jaringannya. Karena sejumlah Tersangka pelaku
terorisme yang belakangan tertangkap, diduga terkait dengan beragam
peristiwva kekerasan di seluruh wilayah Indonesia di beberapa tahun
terakhir ini. Contoh konkret adalah ditangkapnya beberapa individu di

Plumpang beberapa waktu lalu - ternyata diduga terkait pembantaian
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anggota Brimob di Loki Seram pada tahun 2005. Kelompok Wahyu diduga
juga terlibat dalam bom di pasar Tentena. Beberapa tersangka pelaku
kasus Poso, ternyata pelaku bom di Masjid Agung Yogyakarta pada tahun
2000. Pengungkapan jaringan ini tak cukup dengan masa penahanan
sekarang. Dengan masa penahanan yang sekarang berlaku, polisi akan
cenderung bekerja tergopoh-gopoh.

Masa penangkapan 7 ( tujuh ) hari tidak sesuai dan dengan alasan
kondisi geografis Indonesia yang luas, Koordinasi Lintas Negara/Trans
Nasional Crime dan Extra Ordinary Crime/Kejahatan Luar Biasa, maka
diusulkan masa penangkapan diperpanjang dari 7 (‘tujuh ) hari menjadi
30 (tigapuluh ) hari.

Sementara, masa penahanan 180 hari jugat@inilai terlalu cepat.

Teroris itu bentuknya adalah jaring system yang

Kegiatan Penda ecursor Activities) Terorisme sebagai

lo. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pid

suatu Perbug

e belum mencakup kegiatan Pendahuluan sebagai
ang dapat dipidanakan sehingga Penyidik Polri
mengalami suatu kesulitan dalam pemberantasan tindak pidana
terorisme, padahal suatu aksi teror dengan pelibatan kekuatan personil
yang cukup banyak untuk melakukan aksinya pasti didahului dengan
suatu persiapan, kegiatan pendahuluan baik masa persiapan maupun
pelatihan pelatihan yang dilakukan secara tersembunyi dengan atau
tanpa persenjataan .

Sebagai contoh pelatihan Militer di pegunungan Jalin Kecamatan
Jantho Kabupaten Aceh Besar yang dilakukan oleh Kelompok Teroris dan
terbongkar pada awal tahun 2010, seharusnya kegiatan tersebut dapat

dijerat dan atau telah terbukti untuk melakukan kegiatan atau aksi
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terorisme tanpa harus mengaitkan dengan tindakan terorisme yang sudah
dilakukan karena merupakan kegiatan pendahuluan dalam rangka
melakukan aksi kekerasan atau kegiatan terorisme di kemudian hari.
Tetapi Undang — Undang yang ada tidak bisa menjerat para pelakunya
hanya karena melakukan pelatihan di daerah tersebut, oleh karena
problematika tersebut di atas maka perlu ada suatu pasal / aturan yang
mengatur tentang kegiatan Pendahuluan atau latihan sebagai suatu tindak
Pidana Terorisme. Begitu pula kegiatan lain yang tidak bisa dipidanakan
antara lain, dalam melakukan aksi bunuh diri atau aksi teror, para pelaku
telah lebih dahulu di bai'at sehingga mereka menurut apa saja yang

diperintahkan orang yang membai’at padah

anggar hukum, orang
yang menghasut dan merekrut untuk _melakuka ak pidana teroris

juga harus bisa dipidana.

Pasal 14 :
Setiap orang merencanakan dan atau menggerakkan orang lain
untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 , Pasal 7 , Pasal 8 , Pasal 9 , Pasal 10 , Pasal 11 dan Pasal 12
dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.
Penjelasan Pasal 14 :

Ketentuan ini ditujukan terhadap Actor Intelectuals.

Yang dimaksud dengan merencanakan termasuk mempersiapkan baik

secara fisik , finansial , maupun sumber daya manusia.
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Yang dimaksud dengan menggerakkan adalah melakukan hasutan dan
provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji yang termasuk
dalam tindak pidana terorisme.

Maksud dari Pasal 14 dan penjelasan Pasal 14 adalah hanya difokuskan
kepada Actor Intelectual / Perencana dan aktifitasnya tetapi belum
mencakup berbagai kegiatan pendahuluan ( Precusor Activities) |,
sehingga dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Undang — Undang
Terorisme perlu dimasukkan ke dalam Pasal pasalnya sebagai berikut :

a. Melakukan Latihan Militer ( standar ) baik menggunakan alat atau

tidak tanpa melapor atau mendapat ijin Pejabat yang berwenang

dapat dipidana
b. Upaya Rekruitment dapat Dipidana

C. Memberikan Doktrin terkait p

d.  Menghasut sehingga orang la 3 pok melakukan perbuatan

Teror dapat dipidana

e.
or activities) tidak bisa disamakan

erencana ,hal ini akan sangat sulit

dalam h wa kegiatan pendahuluan juga dianggap

arena setiap individu dari para pelaku

an yang berbeda dalam suatu kegiatan
Kegiatan Pendahuluan sudah seharusnya dimasukan secara jelas
dan terperinci dalam Pasal —pasal Undang-undang Terorisme ,sehingga
akan memudahkan dalam pembuktian dan akan menutup berbagai celah
celah yang ada di dalam Pasal untuk bisa bebas atau lepas dari jeratan
hukum,yang tentunya pada akhirnya dapat menjerat semua para pelaku

kejahatan terorisme.

Data Intelijen sebagai alat Bukti

Kurang efektif pemberantasan terorisme bisa jadi karena lemahnya

peran intelijen. Yang kurang berperan dalam mengungkap jaringan
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terorisme. Peran intelijen dibatasi oleh Pasal 26 Undang-Undang RI
Nomor 15 Tahun 2003 yang menyatakan intelijen hanya dapat dijadikan
alat bukti permulaan setelah melalui Proses pemeriksaan oleh Ketua atau
Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Sementara penyidik hanya terfokus
menangani pelaku lapangan dan belum menjangkau tokoh ideologis. Agar
bahan-bahan keterangan intelijen bisa diperoleh dari jaringan di lembaga-
lembaga intelijen, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Data
intelijen itupun nantinya, seperti yang sudah diusulkan, bisa dijadikan alat
bukti, tidak hanya setelah hearing, tapi juga, setelah melalui analisis oleh

tim intelijen terpadu.

Terkait penanganan masalah terorisme, uatan peran intelijen

adalah mutlak. Di mana-mana, dilibatkan dalam
penanganan terorisme. Masalah di anya trauma

terhadap kewenangan intelijen jhan dan mengakibatkan

d dengan Laporan Intelejen disini adalah Laporan

Intelijen Kepo sebagai Penegak Hukum bukan intelijen yang

lain.dengan demikian system Undang-undang Terorisme diperkuat tetapi

tidak menimbulkan sikap resistensi masyarakat terhadap Intelijen.

Laporan Intelejen lain dari non Polri yang berkaitan dengan tindak pidana
Terorisme dapat diserahkan hasil lidiknya ke Polri untuk dijadikan bahan
Laporan Intelejen Kepolisian ,dengan demikian tidak ada sikap resistensi
masyarakat dari peran Intelejen yang ada dan tanpa perlu menambah
kewenangan yang sudah ada selama ini.

Dari pengungkapan yang sudah dilakukan oleh Polri, maka pelaku

pengeboman di Indonesia merupakan suatu jaringan, mereka terdiri dari
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penyandang dana, koordinator lapangan dan operator lapangan dengan
tugas mereka masing-masing dan merupakan organisasi yang kecil,
mobilitas tertinggi dan sangat tertutup. Mereka merupakan kelompok
dalam negeri maupun kelompok yang memiliki jaringan di luar Indonesia.
Berdasarkan penemuan dokumen-dokumen yang telah ditemukan
selama ini bahwa para pelaku terorisme yang telah melakukan sebagian
besar aksinya di Indonesia ini mengatur dirinya dengan cara-cara sebagai
berikut :
1). Menjalankan organisasinya dengan sifat tertutup dan mudah

dilaksanakan.

2). Setiap anggota harus berdisiplin dan menjaga kerja yang
bersifat tertutup.

3). Sasaran yang diperlukan dises uan program,

tidak baku, selalu berkem bah, dan berganti yang

4). t mengamankan, terbuka

5). 6 aah Al Islamiyah dapat berada

6). i pok umat Islam dan bersifat Internasional.
7). anzim Sirri dilaksanakan dimulai dari
Ota, organisasi dilaksanakan secara tertutup,
Serta pemberian pengarahan dan nasihat secara
periodik baik kepada anggota maupun pimpinan tentang
pelaksanaan Tanzim Sirri. (secara operasional Tanzim Sirri ditandai
dengan penggunaan nama-nama alias, latihan militer disamarkan
menjadi kursus agama, dokumen penting cukup dipelajari setelah
mengerti dimusnahkan, penggunaan bahasa sandi, sistem sel
tertutup, tidak boleh mengikuti kegiatan yang bukan bidangnya,
beradaptasi dalam penampilan seperti berpakaian/memakai celana

panjang diatas mata kaki, menggunakan janggut).
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8). Pemilihan kerahasiaan dimaksudkan untuk mengamankan

organisasi.

Menurut Kadensus 88/AT Bareskrim Polri Brigjen Polisi Drs. M.
TITO KARNAVIAN, M.A bahwa hasil penyelidikan dan Penyidikan yang
dilakukan sebagai suatu temuan yang penting dalam peristiwa
Pengungkapan Kasus Mega Kuningan tahun 2009 merupakan sebagai
suatu pengalaman nyata dalam analisis suatu jaringan Terorisme yang

terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1) JI/Pok NMT mampu survive dan reviye / bangkit membangun

serangan setelah 4 tahun “tiarap” (2005-2
2) Mampu membangun serangan t erasi terencana
baik (libatkan orang dalam la lebih kecil
dari bom mobil.

3) Mampu membangu

tertangkapnya H dukungan dana dari luar
negeri.
4) Pola sera an sebelumnya berupa serangan

asi ingin membuat situasi chaos seperti di
Irak.

5) : “far enemy” tapi juga “near enemy”.

6) gkan teknik / taktik untuk menghindari deteksi

aparat.

7)  Miliki bomb expert pengganti DR. Azahari.
8) Mampu bangun sel-sel baru untuk operasi dan persembunyian —
analogi hijrah, kaum Muhajirin dan kaum Anshor.
Hal ini menunjukkan bahwa mereka dalam bergerak sudah sangat
rapi dan sistematik supaya tidak mudah terdeksi oleh aparat Pemerintah
atau Polri, hal ini hanya didapat melalui suatu kegiatan Intelejen yang

cermat, teliti, rapi dan Profesional sehingga Data atau Laporan Intelejen

Kepolisian setelah dianalis mempunyai suatu bobot atau nilai yang bisa

dipertanggung jawabkan di muka Pengadilan sebagai Alat Bukti.
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Deradikalisasi

Deradikalisasi berasal dari kata radikal yang berarti secara
mendasar (sampai kpd hal yg prinsip): perubahan56 Sementara
deradikalisasi adalah suatu upaya pencegahan yang dilakukan agar para
Narapidana dan mantan Narapidana serta pihak lain yang berpotensi
terlibat tindak pidana untuk tidak melakukan atau tidak melakukan
kembali kekerasan atau aksi terorisme.

Pengalaman menunjukan bahwa dengan ditangkap, ditahan dan

dihukum melalui sidang Pengadilan k menyurutkan atau

menghentikan para pelaku terorisme untuk kukan kembali aksi

kegiatan kekerasan atau Terorisme. i dengan kegiatan

erorisme, terdapat tiga kunci program
ating, yakni HUMANIS, SOUL APPROACH, DAN

serius, terpadu, prehensif dan berkelanjutan dari multipihak dengan
pendekatan interdisipliner. Humanis berarti upaya pemberantasan
terorisme haruslah sesuai dengan upaya penegakan hak asasi manusia.
Selain itu, pemberantasan terorisme, menurutnya, harus mampu
menciptakan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan bagi seluruh
masyarakat, bagi para tersangka, ataupun terpidana terorisme. Soul
approach artinya pemberantasan terorisme dilakukan melalui suatu
komunikasi yang baik dan mendidik antara aparat penegak hukum dan

para tersangka ataupun narapidana terorisme, bukan dengan cara-cara

% kamus Besar Bahasa Indonesia online
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kekerasan dan intimidasi. Sementara itu, kunci terakhir, menyentuh akar
rumput, adalah suatu program yang tidak hanya ditujukan kepada para
tersangka ataupun terpidana terorisme, tetapi program ini juga,
menurutnya, diarahkan kepada simpatisan dan anggota masyarakat yang
telah  terekspos paham-paham radikal, serta  menanamkan
multikulturalisme kepada masyarakat luas.5”

Polri khususnya Densus 88 / AT beserta Instansi terkait telah
melaksanakan Program Deradikalisasi dari bulan Januari sampai dengan
bulan Juli tahun 2010 terhadap Para Narapidana dan Mantan Narapidana
berjumlah 72 orang yang tersebar diseluruh Rutan / Lembaga

Pemasyarakatan di seluruh Indonesia dan h

ari kegiatan tersebut
menunjukkan hasil yang cukup signifikan yaitu :

a). Anggota kelompok radika bilitasi dan di
kembalikan ke masya
diluruskan; kelompok

ditkan, termasuk para

Artinya pemulihan kepada kedudukan atau keadaan yang dahulu
atau semula.>8

Dalam hal ini rehabilitasi akhlak pelaku kriminal.

Program Rehabilitasi dapat dilaksanakan di :

- Rutan (Tahanan Polisi)

- Tahanan Kejaksaan dan Pengadilan

> Buku Deradikalisasi Terorisme, Dr. Petrus Reinhard Golose tahun 2009, YPKIK Yayasan
Pengembangan limu Kepolisian
%8 Kamus Besar Bahasa Indonesia online



Badan Pembinaan Hukum Nasional | 80
NA Perubahan UU No. 15/2003

- Lembaga Pemasyarakatan

- Masyarakat

2). Reintegrasi (Hidup Bersama & Rasa Kebersamaan)
Artinya penyatuan kembali; pengutuhan kembali>® yaitu
membawa kembali ke dalam persatuan: membawa
seseorang atau sesuatu kembali ke dalam kelompok atau
kesatuan yg lebih besar setelah sekian lama keluar /
terasing.
Kembali menjadi bentuk menyeluruh: memugar kembali

sesuatu menjadi sesuatu yang bersifat menyeluruh atau

utuh.
3). Re-edukasi (Belajar Lagi & Belajar )]
Artinya  pendidika ngkaji  ilmu

pengetahuan yang pe

b. Manfaat Deradikalisasi

Manfaat / Keuntu rogram Deradikalisasi

Provokasi Kebencian, Permusuhan Atas

Cegah Masyarakat dari Indoktrinasi

Partisipasi Masyarakat Tolak Terorisme

C. Program Polri dalam Deradikalisasi
Polri telah melaksanakan program Deradikalisasi dengan berbagai
bentuk dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1). Sasaran (objek).

% kamus Besar Bahasa Indonesia online
% Kamus Besar Bahasa Indonesia online
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Sasaran dalam program pembinaan, rehabilitasi dan

reintegrasi untuk kasus terorisme di Indonesia adalah :

- Para tersangka dan narapidana kasus terorisme.

- Anggota Al Jamaah Al Islamiyah yang tidak terlibat
dan para simpatisannya.

- Keluarga dari tersangka dan narapidana kasus
terorisme.

- Masyarakat.

2). Pelaksana program.

Pelaksana dari program rehabilitasi, reintegrasi dan

- Ex. anggota A
- Tersangka atau
tuk membantu program

kepolisian dalam

egfatan program pembinaan dilakukan secara

dan terencana sejak para tersangka ditangkap

penuntutan, peradilan dan vonis selanjutnya menjalani
penahanan di Lembaga Pemasyarakatan serta setelah
selesai menjalani masa penahanan di Lembaga
Pemasyarakatan untuk kembali kemasyarakat. Pada tiap-
tiap bagian tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan :

- Isolasi.

- Pendekatan dengan polisi / jaksa / sipir muslim atau

non-muslim.
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- Bantuan sosial atau ekonomi, termasuk kepada
keluarga yang miskin dan perlu dibantu.

- Gabungkan - pertemukan dengan yang sudah
kooperatif dari kelompoknya atau dari kelompok
lain.

- Diberikan secara bertahap hak-hak narapidana.

Pembinaan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka program

pembinaan disesuaikan dengan situasi, tempat dan kondisi

dari objek yang bersangkutan, sehingga tidak ada satu

kegiatan yang paling tepat ditera untuk semua objek.

Kunjungan ke Lembaga Pemasy tan dan Rutan.

Dilakukan melalui ahmi, makan
bersama, shalat bers

Diskusi.

paga Pemasyarakatan.

puan dengan tokoh agama.

an dengan tokoh agama yang dilakukan

ar atau didalam sel tahanan atau Lembaga

emasyarakatan.

- Pertemuan dengan tersangka atau narapidana yang
sudah kooperatif.

- Pertemuan yang dilakukan diluar atau didalam sel
tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan.

- Menempatkan objek satu ruangan sel dengan
tersangka atau narapidana yang sudah kooperatif

- Dilakukan dengan pengawasan dan kontrol yang

ketat dan sesuai prosedur administrasi yang benar.

82
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6). Pertemuan dengan keluarga dan anggota kelompok yang
tidak setuju dengan paham dan aksi kekerasan.

7). Bantuan kepada objek dan keluarganya.
Memberikan perhatian dan membantu memecahkan
masalah sosial dan ekonomi keluarga para tersangka dan
narapidana kasus terorisme agar mereka mengetahui
bahwa program hijrah melalui penjernihan paham benar-
benar untuk menuju kearah yang lebih baik dalam suatu
kehidupan yang nyata. Pemberian bantuan dan perhatian

diberikan dalam bentuk bantuan medis, sekolah anak-anak,

8). idupan masyarakat.

yang damai, saling

meningkatkan kualitas

beribadah dimesjid-mesjid dan mushalla.
ang kaki lima, toko-toko dan pusat
anjaan serta mall.
at keramaian, tempat wisata, dan tempat-tempat
umum lainnya.
9). Seminar dan wawancara dengan media.
Dengan demikian Program Deradikalisasi sangat perlu
dimasukkan dalam Undang-Undang Terorisme sebagai

upaya pencegahan terhadap Tindak Pidana Terorisme.

5. Implementasi Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 167/
Pid.B/2003/PN.Dps. Tanggal 7 Agustus 2003.

1. Kasus Posisi
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Nama Lengkap : Amrozi Bin H.

Nurhayim
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 5 Juli 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan

Tempat Tinggal : Desa Tenggulun,
KecamatanSolokuro, Kabupaten Lamongan

Agama : Islam

Pekerjaan : Bengkel

Dakwaan

Premair :

Melanggar Pasal 14 jo Pasa hun 2002 jo
Pasal 1 UU No. 15 Tahun ' | 1 PERPU No. 2 Tahun
2002 joPasal 1 U : asal 55 ayat (1) ke-
1 KUHP.

Subsidiali

Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 PERPU No. 2 Tahun
2002 jo Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2003.

Lebih Subsidiair Lagi :

Melanggar Pasal 9 PERPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No.
15 Tahun 2003 jo Pasal 1 PERPU No. 2 Tahun 2002 jo Pasal 1
UU No. 16 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa ia terdakwa AMROZI bin H. NURHASYIM
bersama-sama dengan ABDUL AZIZ alias IMAM SAMUDRA,
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ALI GUFHRON alias MUKHLAS, ALI IMRON alias ALIK dan
UTOMO PAMUNGKAS alias MUBAROQ (para tersangka dalam
berkas perkara lain), dengan ABDUL GONI alias UMAR
BESAR, UMAR KECIL alias PATEK, IDRIS alias JHONI
HENDRAWAN, DULMATIN, DR. AZAHARI alias ALAN dan
ZULKARNAIN (yang keenam tersangka belum tertangkap),
dengan ARNASAN alias JIMI dan FERI alias ISA (yang
keduanya telah meninggal dunia), atau bertindak untuk diri
sendiri, antara bulan Agustus 2002 sampai dengan tanggal 12
Oktober 2002 atau setidak-tida dalam tahun 2002

bertempat di kota-kota Surakarta, orjo, Lamongan,

Surabaya, Pulau Menjanga atot Subroto

I1 D No. 1 Denpasar, ata knya di tempat-tempat

kerusakan fasilitas PDAM, Telephone, PLN atau setidak-
tidaknya merupakan objek-objek vital yang strategis atau
fasilitas publik, yakni terdakwa bersama ABDUL AZIZ alias
IMAM SAMUDRA, ALI GHUFRON alias MUKHLAS, ALI IMRON
alias ALIK, UTOMO PAMUNGKAS alias MUBAROQ, ABDUL
GONI alias UMAR BESAR, UMAR KECIL alias PATEK, IDRIS
alias JHONI HENDRAWAN, DULMATIN, DR. AZAHARI alias
ALAN, ZULKARNAIN, ARNASAN alias JIMI dan FERI alias ISA,

telah mempersiapkan secara fisik, baik melalui kegiatan
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pertemuan-pertemuan, pembelian bahan peledak, atau
bahan-bahan berbahaya lainnya dan pembelian mobil
Mitsubishi L-300 No. Pol. DK-1822-CW, sepeda motor merk
Yamaha F1ZR No. Pol. DK-5228-PE, merakit atau membuat
bom atau bahan peledak atau bahan-bahan lain yang
berbahaya serta mempersiapkan SDM yaitu orang yang akan
melaksanakan pengeboman atau peledakan dan atau
mempersiapkan finansial atau keuangan berupa uang kurang
lebih sebesar RP 74.950.000,- (tujuh puluh empat juta

sembilan ratus lima puluh ribu iah) yang diterima

Jya Puputan Renon Denpasar sekitar 50

atan Kantor Konsulat AS, didepan Sari

takut bagi masyarakat secara meluas, yaitu masyarakat,
orang yang berada di wilayah Kota Denpasar dan Kabupaten
Badung, ataupun wilayah sekitarnya di Provinsi Bali dan atau
menimbulkan korban secara massal yakni berupa hilangnya
nyawa sebanyak 192 orang serta korban luka-luka sebanyak
161 orang dari berbagai bangsa dan negara, dan atau telah
menyebabkan kerusakan fasilitas publik berupa rusaknya
jaringan telepon, listrik, dan saluran air PDAM, perbuatan

terdakwa tersebut didahului/diawali dengan serangkaian
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perbuatan/kegiatan yang dilakukan terdakwa sendiri atau
bersama-sama dengan ABDUL AZIZ alias IMAM SAMUDRA,
ALl GHUFRON alias MUKHLAS, ALI IMRON alias ALIK,
UTOMO PAMUNGKAS alias MUBAROQ, ABDUL GONI alias
UMAR BESAR, UMAR KECIL alias PATEK, IDRIS alias JHONI
HENDRAWAN, DULMATIN, DR. AZAHARI alias ALAN,
ZULKARNAIN, ARNASAN alias JIMI dan FERI alias ISA,
ataupun yang dilakukan oleh orang-orang tersebut secara

bersama-sama, baik yang dilakukan semenjak terdakwa

terdakwa berada di
BDUL AZIZ alias
, ALI IMRON
ilas MUBAROQ, ABDUL

berada di Malaysia maupun set
Indonesia ataupun yang dilakukan o
IMAM SAMUDRA, ALI GHUF
alias ALIK, UTOMO PA
GONI alias UMAR BESAR,

sebagai berikut :

lah  mengikuti ataupun melakukan

Thailand pada bulan Februari 2002 yang dihadiri oleh ALI
GHUFRON alias MUKHLAS, ZULKIFLI, MARJUKI, WAN MIN
WAN MAT, NOORDIN MOHE TOP dan DR. AZAHARI alias
ALAN vyang membahas operasi pengeboman terhadap
kepentingan Amerika Serikat dan sekutunya tetap
dilanjutkan, dalam pertemuan tersebut ALI GHUFRON alias
MUKHLAS bertindak sebagai yang dituakan, sedangkan
pertemuan-pertemuan yang diikuti atau dilakukan oleh

terdakwa adalah :
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Pada sekitar bulan Agustus 2002, terdakwa melakukan atau
mengikuti beberapa pertemuan, yaitu di antaranya
Bertempat didalam mobil Toyota Crown warna putih
No. Pol. G-8188-B di dekat pompa bensin di JI. Pabelan
Surakarta, yang dihadiri oleh terdakwa, IDRIS alias JHONI
HENDRAWAN, DULMATIN dan ABDUL AZIZ alias IMAM
SAMUDRA, pertemuan tersebut membicarakan kesadaran
akan kewajiban sesama Muslim terhadap Muslim lainnya

yang tertindas dan dibantai oleh Amerika Serikat dan

Sekutunya di Afganistan, Palesti Kasmir, Halmahera,

Ambon termasuk Irak. Dalam perte tersebut ABDUL
AZIZ alias IMAM SAMUDR a ada proyek
besar yaitu menyatakan hadap Amerika Serikat

canakan beberapa

Kwa, IDRIS alias JHONI HENDRAWAN dan
AM SAMUDRA, dimana pada saat itu

cara melakukan pengeboman terhadap

pembagian tugas, yaitu terdakwa bertugas membeli bahan
peledak, KClo3 (kalium chloride), aluminium powder,
belerang, dan mobil, sementara IDRIS alias JHONI
HENDRAWAN bertugas menyiapkan transportasi dan
akomodasi, sedangkan ABDUL AZIZ alias IMAM SAMUDRA
bertugas menentukan sasaran dan menyiapkan dana, serta
DULMATIN bertugas merakit bom, dalam pertemuan tersebut
ABDUL AZIZ alias IMAM SAMUDRA mencetuskan ide
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pengeboman, mengatur strategi yang berdasarkan Hukum
Islam.

Bertempat dirumah Hernianto di Desa Manang,
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, yang dihadiri oleh
terdakwa, ABDUL AZIZ alias IMAM SAMUDRA, IDRIS alias
JHONI HENDRAWAN, ALI GHUFRON alias MUKHLAS, ALI
IMRON alias ALIK, ZULKARNAIN, UTOMO PAMUNGKAS alias
MUBAROQ, ABDUL GONI alias UMAR BESAR, UMAR KECIL
alias PATEK, serta DULMATIN, dimana pertemuan tersebut

bertujuan untuk mematangkan sanaan perencanaan

pertemuan pimpinan Kri jadakan di hotel Lor Inn
Surakarta.
, terdakwa melakukan
atau me pertemuan sebagai lanjutan

encanaan pengeboman di Bali,

Masjid An-Nahel Surakarta, yang dihadiri
IDRIS alias JHONI HENDRAWAN, DULMATIN
dan A AZIZ alias IMAM SAMUDRA; dalam pertemuan
tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp. 23.000.000,-
(dua puluh tiga juta rupiah) dari IDRIS alias JHONI
HENDRAWAN atas kehendak ABDUL AZIZ alias IMAM
SAMUDRA, yang dimaksudkan untuk membeli bahan peledak
sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan untuk
uang muka membeli mobil sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah), sebagai persiapan untuk melaksanakan

pengeboman atau peledakan di Bali.
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Sekitar empat sampai dengan lima hari setelah
pertemuan tersebut diatas, di rumah terdakwa di Desa
Tenggulun Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan,
terdakwa menerima uang sebesar Rp 21.950.000,- dari IDRIS
alias JHONI HENDRAWAN atas kehendak ABDUL AZIZ alias
IMAM SAMUDRA, selanjutnya terdakwa bersama dengan
IDRIS alias JHONI HENDRAWAN membeli 1 unit mobil
Mitsubishi L-300 No. Pol. DK-1822-CW No. Mesin
4G33CJ7695, No. Rangka B-011230 warna putih seharga Rp
30.000.000,- yang kemudian k

aan tersebut oleh
terdakwa dimodifikasi dengan mengg buah roda dari
velg racing menjadi velg st uduk bagian

belakang dan tengah dile pus nomor rangka dan

nomor mesin sert

Pada tanggal 18 September 2002 terdakwa menerima
uang sebesar Rp 20.000.000,- dari ABDUL AZIZ yang
ditransfer oleh ABDUL RAUF melalui rekening atas nama
UTOMO PAMUNGKAS.

Dalam rangka pelaksanaan pengeboman atau peledakan bom
di Bali sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa mempersiapkan
sarana fisik dengan membeli Kclo3 sebanyak 1 ton seharga
Rp 11.000.000,- di Toko Tidar Kimia, Surabaya.
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Pada tanggal 23 September 2002 terdakwa membeli 40 kg
alumunium powder seharga Rp 3.250.000,- dan 100 kg
belerang seharga Rp 200.000,-

Pada tanggal 25 September 2002 dirumah terdakwa
dilakukan  pertemuan untuk mematangkan rencana
pengeboman di Bali dan mempersiapkan pengiriman, yaitu :
Pengiriman pertama : dilakukan terdakwa dengan
menggunakan kendaraan mobil Vitara No. Pol. L-731-GB

warna hijau mengangkut 3 buah kardus dari rumah terdakwa

menuju Surabaya lalu melalui agen unung Harta, kardus
tersebut dikirim ke Denpasar.
Pengiriman  kedua a dengan

L-731-GB

menggunakan kendaraa itara No. Pol.

warna hijau mengangkut 4 ari rumah terdakwa

bus Setiawan, kardus

terdakwa dengan
daraan mobil Vitara No. Pol. L-731-GB

Pengiriman keempat dilakukan terdakwa dengan
menggunakan kendaraan mobil Vitara No. Pol. L-731-GB
warna hijau mengangkut 4 buah kardus dari rumah terdakwa
menuju Surabaya lalu melalui agen bus Setiawan, kardus
tersebut dikirim ke Denpasar.  Pengiriman kelima

dilakukan terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil
Vitara No. Pol. L-731-GB warna hijau mengangkut 4 buah
kardus dari rumah terdakwa menuju Surabaya lalu melalui

agen bus Setiawan, kardus tersebut dikirim ke Denpasar.
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Tanggal 3 Oktober 2002 terdakwa menerima berita
dari ABDUL AZIZ bahwa kiriman sudah sampai di Bali,
selanjutnya atas kehendak ABDUL AZIZ terdakwa segera
membawa mobil Mitsubishi L-300 ke Bali.

Tanggal 4 Oktober 2002 IDRIS datang ke rumah
terdakwa untuk mempersiapkan keberangkatan ke Denpasar
dan terdakwa menerima uang sebesar Rp 10.000.000,- dari
IDRIS atas kehendak ABDUL AZIZ.

Tanggal 5 Oktober 2002 di Kota Situbondo Jawa Timur
UNGKAS, DULMATIN,
li filling kabinet

terdakwa bersama dengan UTOMO
ALI IMRON, IDRIS, DR. AZAHARI m
plastik untuk mempersiapka

Tanggal 6 Oktobe itar Pukul 23.00 WITA
terdakwa, UTOM

terdakwa, ABDUL AZIZ alias IMAM

alias UMAR BESAR, UMAR KECIL alias PATEK, IDRIS alias
JHONI HENDRAWAN, DULMATIN, DR. AZAHARI alias ALAN,
ZULKARNAIN, ARNASAN alias JIMI dan FERI alias ISA guna
mematangkan rencana pelaksanaan peledakan bom di Bali.

Pada sekitar tanggal 9 s/d 10 Oktober 2002 di rumah kost di
Jalan Gatot Subroto Il D No. 1 Denpasar, ALI GUFHRON
melakukan pertemuan dengan IDRIS dan FERI. ALI GUFHRON
menyerahkan uang Rp 30.000.000,- kepada IDRIS untuk dana
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peledakan bom dan memotivasi serta menanyakan kesiapan
FERI untuk melaksanakan peledakan bom.

Selanjutnya pada tanggal 12 Oktober 2002 jam 23.08 WITA,
pada waktu yang hampir bersamaan, rencana peledakan bom
dilaksanakan atau direalisasikan oleh IDRIS dengan
menggunakan handphone meledakkan bom yang berada
dalam kotak plastik yang diledakkan ALl di Jalan Raya
Puputan Renon Denpasar sekitar 50 meter sebelah selatan

Kantor Konsulat AS, sementara FERI meledakkan bom yang

dipasang pada baju rompi yan ikenakannya didalam
Paddy’s Pub Jalan Raya Legian Kuta aten Badung dan
ARNASAN meledakkan
Mitsubishi L-300 didepa i Jalan Raya Legian Kuta
Kabupaten Badun
Akibat ledakan i mpat tersebut telah
menimbul ] atau rasa ngeri dan rasa takut
secara
an korban yang bersifat massal dengan

anyak 192 orang serta korban luka-luka

juga merusak fasilitas publik atau umum berupa kerusakan
jaringan telephone, listrik, dan saluran air PDAM.
Teori-Teori dan Ratio Legis Putusan Hakim Dalam
Putusan Terdakwa Amrozi
Teori Subyektif dan Obyektif

Pertimbangan  Hakim  Perkara AMROZY  No.
167/Pid.B/2003/PN. DENPASAR tanggal 07 Agustus 2003 hal
175 s/d 176 dibawah ini diawali menggunakan teori subjektif

dan objektif dengan menguraikan fungsi dan kedudukan
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Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Hakim
sebagaimana pertimbangannya dibawah ini :

Bahwa dari perspektif teoritik dan pandangan doktrina
menurut HERBERT L. PACKER dalam bukunya “THE LIMITS
CRIMINAL OF SANCTIONS”, hal. 203 bahwa peradilan pidana
di satu sisi sebagai melegitimasi kesalahan dan di lain pihak
sebagai pengoreksi kesalahan. Oleh karena itu, Majelis Hakim
dalam mengadili perkara ini dalam mencari dan menemukan

kebenaran materiil harus bertitik tolak dari posisi obyektif ke

posisi obyektif, lain dari JPU dari isi subyektif ke posisi

obyektif terlebih lagi dari sisi Penasih ukum dari posisi
subyektif ke posisi subyek igariskan Mr.
TRAPMANN.
Teori Hirarchi Pgrundan Asas Lex Specialis

Derogat Legi Gen

Stufenbau-theory dan Azas Lex Specialis de rogat Lex
Generalis ASAS LEX POSTERIORIS DEROGAT LEGI PRIORI,
ASAS RETRO AKTIF dalam menolak argumentasi Penasehat
Hukum AMROZY adanya proses peradilan terhadap AMROZY
yang tidak konstitusional dan pemberlakuan Hukum secara
surut. Majelis hakim mencoba menggabungkan teori
penjatuhan pidana yang bersifat pembalasan atau retributif
dengan teori perbaikan pidana serta teori pencegahan atau

teori detterence sebagaimana pertimbangannya dibawabh ini :
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Bahwa dari kajian akademik dengan titik tolak Pasal 2
TAP 111/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan
Peraturan Perundang-Undangan RI maka UUD 1945
menempati urutan pertama dan UU menempati urutan ketiga.
Kemudian berdasarkan pandangan doktrina hukum dari
HANS NAWIASKY dengan teori jenjang norma hukum dan
HANS KELSEN dengan teori jenjang norma atau “stufenbau-
theory” menentukan bahwa norma itu berjenjang-jenjang dan

berlapis-lapis : suatu norma itu berlaku, bersumber dan

berdasar pada norma yang dia a lagi. Kedua teori
tersebut secara imperatif menegaskan

rendah tidak boleh bertent

turan yang lebih
lebih tinggi

sehingga peraturan yang ik merupakan sumber dan

rmasyarakat, berbangsa, dan
28 J ayat (2) menentukan : “dalam
an kebebasannya, setiap orang wajib
pembatasan yang ditetapkan dengan UU
ud semata-mata untuk menjamin pengakuan
serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan
untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan
ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Pasal
28 | ayat (1) dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Perubahan
Kedua UUD 1945 seperti adanya nuansa kontradiktif dalam

hal penerapan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut karena aspek ini secara implisit

diberikan batasan oleh UU. Apabila dikaji secara intens, detail
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dan terperinci sebenarnya tidak ada nuansa kontradiktif akan
tetapi yang ada adalah pembatasan dan
spesifikasi/kekhususan antara Pasal 28 | ayat (1) dengan
ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945,
Konkretnya aspek ini apabila dilihat dari gradasi UU jelas
terlihat dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU
No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pada ketentuan
Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 menentukan, “Hak untuk
hidup, hak untuk tidak disita, hak kebebasan pribadi, pikiran
uk tidak diperbudak.

dan hati nurani, hak beragama, ha

ini, diperiksa
dan diputus oleh Pengadi M ad hoc”. Apabila

cara implisit adanya

teks ajaran Hukum Tata Negara Positif
it telah timbulnya asas “Lex Specialist
eralist”, dan asas “Lex Posteriore Derogat Lex
jadilan Negeri tidak berwenang untuk menilainya
karena aspek ini merupakan ruang lingkup dari hak uji
materiil (materiiele toetsingrechts) dari Mahkamah
Konstitusi yang akan terbentuk nantinya dan karena belum
terbentuk hingga sekarang masih merupakan yurisdiksi dari
MA Republik Indonesia. Bahwa asas berlaku surut (retro
aktif) merupakan pengecualian dari asas legalitas (nullum
delictum). Asas nullum delictum timbul sesudah jaman
Revolusi Perancis 1789.

Pembuktian Unsusr-unsur delik Terorisme

96



Badan Pembinaan Hukum Nasional | 97
NA Perubahan UU No. 15/2003

Mencermati arah pertimbangan-pertimbangan Hakim diatas
terlihat Majelis Hakim menganut pandangan delik terorisme
sebagai gabungan delik formil dan materiil yang dapat

bersifat retro aktif relatif.

Melanggar Pasal 14 jo Pasal 6 PERPU No. 1 Tahun 2002
jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2003 jo Pasal 1 PERPU No. 2
Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1) Setiap orang,

2).  Merencanakan dan/atau men
untuk melakukan tindajgpidana ter

3).  Dengan sengaja me tau ancaman

kekerasan,

4). [ u rasa takut terhadap

kkan orang lain

5). ' rdekaan atau hilangnya

asilitas internasional,
melakukan, turut serta melakukan,
g melakukan perbuatan.

enimbang, perkataan “setiap orang” secara historis
kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan
sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali
secara tegas UU menentukan lain.

Menurut Tim mencermati pembuktian unsur setiap
orang Majelis Hakim perkara AMROZY tidak mensyaratkan
hal-hal tertentu sebagai tindak pidana terorisme, artinya
Majelis Hakim melihat unsur setiap orang dalam perkara

terorisme itu bersifat umum, vyaitu siapa saja tidak
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disyaratkannya adanya sifat tertentu. Pertimbangan unsur
setiap orang seharusnya dapat diperdalam dengan teori-teori
yang dianut oleh Simons yang berpendirian kesalahan adalah
kehendak subjektif dari tindak pidana. Herman Kantorowic
yang dikutip dari Andi Hamzah menegaskan untuk adanya
penjatuhan pidana diperlukan pembuktian adanya perbuatan
pidana.

Pembuktian Unsur Merencanakan dalam delik

Terorisme yang ekstensif dan eksesif

ari Mr. TRAPMANN,
m buku “POKOK-
INDONESIA”,
IPRADJA, SH. Penerbit :

1). Bahwa disamping pandang
maka menurut Mr. AA.G. PETER
POKOK HUKUM
karangan ACHMA

Bahwa Hakim

au dari aspek rumpun hukum
gkupinya maka lahir, tumbuh dan

dalam nuansa konteks rumpun hukum

tersebut masuk ke dalam rumpun hukum Eropa
Kontinental sebagaimana sistem hukum Indonesia.

2). Bahwa lebih jauh Hakim mengaitkan Pasal 14 PERPU
No. 1 Tahun 2002 jo UU No. 15 tahun 2003 tidak
memberikan batasan secara limitatif tantang
pengertian “merencanakan”, akan tetapi berdasarkan
penjelasan Pasal 14 PERPU No. 1 Tahun 2002
pengertian merencanakan adalah termasuk

mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun
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SDM. Di satu sisi Majelis sependapat dengan Duplik
Penasihat Hukum terdakwa AMROZY bin H.
NURHASYIM dengan penafsiran ekstensif dan
gramatikal bahwa kata “termasuk” mengandung
pengertian selain yang dimaksudkan dalam PERPU No.
1 Tahun 2002 maka juga termasuk pengertian
“merencanakan” dalam perundang-undangan lainnya
sebagai hukum positif (ius constitututm).

Bahwa walaupun di satu sisi Majelis sependapat
wa AMROZY bin H.

dengan Penasihat Hukum t

NURHASYIM akan tetapi di lainnya Majelis

berpendirian bahwa p rencanakan”

ka dan dimensi sistem

harus dipandang

ata “merencanakan” adalah membuat
merancang, mengupayakan, menguraikan

sehingga terdapat adanya jarak waktu

perencana _berpikir _dengan tenang untuk

merumuskan dan melakukan sesuatu perbuatan

baik secara fisik, finansial maupun SDM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan
uraian maka dapatlah ditarik sebuah “benang merah”
yaitu dengan ada dan ikutnya terdakwa AMROZY bin H.
NURHASYIM  membuat  rencana, = merancang,
mengupayakan, menguraikan sesuatu dalam berbagai

pertemuan mulai bulan Juli, Agustus, dan September
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2002 baik di rumah saksi HERNIYANTO maupun di
rumah terdakwa sendiri bersama IMAM SAMUDRA
alias FATIH, IDRIS alias JHONI HENDRAWAN,
DULMATIN ABDUL GHONI alias UMAR BESAR, UMAR
KECIL alias PATEK, ALI GUFRON alias MUKHLAS dan
ALl IMRON, kemudian melakukan perbuatan baik
secara fisik, finansial, maupun SDM berupa membeli
kendaraan Mitsubishi L-300 dari saksi ASWAR ANAS
PRIYANTO bersama IDRIS alias JHONI HENDRAWAN,
ALI IMRON alias ALIK dan

dian mobil tersebut
dimodifikasi sedemikian rupa, eli bahan kimia
ium Powder,
R TENDEAN di Toko

Kimij nya bahan Kkimia

berupa Kalium Clora
Belerang, dari sa
Tidar

IDRIS alias JHONI HENDRAWAN

an kimia tersebut dirakit menjadi 3 bom

sebanyak 2 kali menginap di rumah kost Jalan Gatot
Subroto Il D No. 1 Denpasar dan Jalan Marlboro Teuku
Umar Barat Denpasar kemudian melakukan survei
lokasi rencana peledakan bom di Kantor Konsulat
Amerika, Paddy’s Pub dan Sari Club, terdakwa bersama
IDRIS membeli sepeda motor Yamaha F1ZR seharga Rp
9.300.000,- .

Menimbang, bahwa Dberdasarkan pertimbangan

tersebut maka Majelis memandang telah terpenuhinya

100



Badan Pembinaan Hukum Nasional
NA Perubahan UU No. 15/2003

pengertian kata “merencanakan” vyaitu membuat
rencana, merancang, mengupayakan, menguraikan
sesuatu sehingga terdapat adanya jarak waktu
perencana berpikir dengan tenang untuk merumuskan
dan melakukan sesuatu perbuatan secara fisik,
finansial, maupun SDM sehingga Majelis berpendirian
unsur ada 2 yaitu : “merencanakan untuk melakukan
tindak pidana terorisme” telah terbukti secara sah dan

meyakinkan menurut hukum sehingga unsur alternatif

lainnya vyaitu “menggerak orang lain untuk

melakukan tindak pidana terori tidak perlu dan
irrelevant untuk diper
Tim menilai -pertimbangan Majelis

sur merencanakan

Kesengajaan

pembuktian unsur kesengajaan oleh
akim dibangun atas 2 (dua) Teori yang
uka yakni Teori Kehendak (Willens Theory)
dari VON HIPPEL seorang Guru besar di Gottingen
Jerman dan Teori Bayangan/Pengetahuan
(Voorstelling Theory) dari FRANK seorang Guru besar
di Tubingen Jerman atau “Waarschijnljkheids Theory”
atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan) dari PROF. VAN
BEMMELEN dan POMPE kemudian mengkaitkan
dengan fakta peledakan Paddy’'s Pub dan Sari Club
didepan Konsulat Amerika adalah sesuatu kesengajaan

yang dikehendaki dengan terpenuhinya 3 (tiga) bentuk

101



2).

1)

2)

6).

Badan Pembinaan Hukum Nasional
NA Perubahan UU No. 15/2003

teori kesengajaan. Hal ini terlihat dalam pertimbangan
hukumnya hal 189 s/d 203 di bawah ini :

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan meneliti,
menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur
ada 3 “dengan sengaja menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan” dengan mengemukakan dimensi-
dimensi sebagai berikut :

Bahwa pembentuk UU sendiri dalam PERPU 1 tahun
2002 jo UU 15 Tahun 2003 tidak ada memberi

penjelasan tentang apa ya imaksudkan “dengan
sengaja” atau “opzet”.
Bahwa menurut Me ichting (MvT)
yang dimaksudkan ngaja” atau “opzet” itu

adalah “Wil tian pembuat harus

rut doktrin pengertian “opzet” ini telah
dalam beberapa teori, yaitu :

ri Kehendak (Wills Theory) dari VON HIPPEL
eorang Guru besar di Gottingen Jerman.

Teori Bayangan/Pengetahuan (Voorstelling
Theory) dari FRANK seorang Guru besar di
Tubingen Jerman atau “Waarschijnljkheids
Theory” atau “Teori Praduga/Teori Prakiraan)
dari PROF. VAN BEMMELEN dan POMPE.

Bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut
PROF VAN HAMEL maka dikenal 3 bentuk dari “opzet”,
yaitu
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a Kesengajaan sebagai maksud (Opzet als
oogmerk) menurut PROF. SATOCHID
KARTANEGARA, SH dalam “HUKUM PIDANA
KUMPULAN KULIAH".

b. Kesenagajaan sebagai kepastian atau keharusan
(Opzet als zekerheidesbewustzijn) menurut
PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam
buku “ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI

INDONESIA”.
C. Kesengajaan sebag kesadaran akan
kemungkinan (Opzet bij m ijkheidsbewustzijn

s eventualis)
HAMEL dinamakan
Bali secara
u telah mengetahui tugasnya
sebelumnya para personil
akukan pengeboman di tempat lain dan
a terdakwa AMROZY bin H. NURHASYIM

terdakwa AMROZY bin H. NURHASYIM, DULMATIN,
ABDUL GHONI, ABDUL AZIZ, ALI IMRON, ALI GUFRON,
IDRIS, UTOMO PAMUNGKAS, UMAR KECIL, Dr.
AZAHARI, dan SAWAT.

Pertimbangan Unsur Menimbulkan Suasana Teror atau

Rasa Takut Terhadap Orang Secara Meluas atau

Menimbulkan Korban yang bersifat masal

a).  Tim melihat Majelis hakim dalam mempertimbangkan

unsur PERTIMBANGAN UNSUR MENIMBULKAN
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SUASANA TEROR ATAU RASA TAKUT TERHADAP
ORANG SECARA MELUAS ATAU MENIMBULKAN
KORBAN YANG BERSIFAT MASAL dengan titik tolak
aspek Yuridis dan psikologis masyarakat Bali akibat
peledakan Bom Bali dan dampak sosial ekonomi dan
pariwisata yang ditimbulkan, team melihat sebenarnya
pemenuhan unsur menimbulkan suasana teror dan
rasa takut dapat didalami dengan delik-delik
ketertiban umum yang ada dalam KUHP dalam BAB XII
seperti pasal 170 KUHP dan

VIl tentang kejahatan

dan barang namun_h i ilakukan oleh
Majelis. Pembukti UASANA TEROR ATAU
RASA TAKWI TERH

perinci memang ada nuansa relatif dalam

dikatakan menimbulkan suasana teror

yuridis dan psikologis secara umum dari

masyarakat Bali pada khususnya.

c). Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi
JOHAN DUKA, H. AGUS BAMBANG PRIYANTO,
MAXIMUS WANGGE, GATOT INDRO SURANTO,
KANISIUS JOHARDI, RONNY RANTI, I KETUT NUGRA,
DR. I NENGAH KUNING ATMAJAYA, STRUAT JAMES
ANSTEE, JASON PAUL MAC CARTNEY, Dr. IDA BAGUS
ALIT, PETER HUGHES, barang bukti berupa Surat

Keterangan Direktur RSU Sanglah Denpasar bahwa
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dampak ledakan bom yang dilakukan terdakwa beserta
kelompoknya menurut para saksi sebagaimana
disebutkan mereka merasa takut, trauma baik secara
fisik dan non fisik.
Pembuktian Unsur dengan cara Merampas Kemerdekaan
atau Hilangnya Nyawa dan Harta Benda orang lain atau
Mengakibatkan Kerusakan atau Kehancuran terhadap
Cbyek Vital yang Strategis atau Lingkungan Hidup atau
Fasilitas Publik atau Fasilitas Internasional
ur DENGAN CARA
U HILANGNYA
LAIN ATAU
ATAU KEHANCURAN
STRATEGIS ATAU
SILITAS PUBLIK ATAU
SIONAL oleh Majelis Hakim

a). Menurut team pembuktian
MERAMPAS KEMERDEKAAN
NYAWA DAN HART
MENGAKIBATKAN

sakan fisik bangunan sebanyak
dan kalkulasi total kerugian materil.

bot pertimbangan Majelis Hakim yang

tindakan peledakan tersebut tidak hanya menimbulkan
kerugian materil tetapi juga kerugian moril atau
imateril dan psikologis yang tidak dapat dinilai secara
pasti. Pertimbangan hakim ini justru kontradiksi
dengan pertimbangan diatasnya atau setidaknya
Majelis luput menilai kerugian mental psikologis yang
dapat saja menjadi terror seumur hidup bagi korban.

b). Pertimbangan Majelis Hakim AMROZY dibawah ini

sebenarnya dapat diberikan pijakan paradigma yang
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ditawarkan oleh Prof. DR. Romli Atmasasmita, SH, LLM
tentang konsepsi keseimbangan berjarak (KSB) atau
Equal Distance Concept (EQD) sebagai doktrin
antisipatif dan prospektif kejahatan terorisme baik
yang bersifat domestik dan internasional. Adapun
pertimbangan unsur-unsur tersebut oleh Majelis Hakim
intinya di bawah ini :

c). Menimbang, bahwa sekarang akan diteliti dan

dipertimbangkan tentang unsur “dengan cara

merampas kemerdekaan at ilangnya nyawa dan

harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan
atau kehancuran ter vital yang
strategis atau ling p atau fasilitas publik
atau fasilitasdnternasi

d).

, IMRON, I GUSTI NGURAH OKA, IR. I
RTHA, SRI HARNO, dan | NYOMAN

maka menghancurkan bangunan gedung Paddy’s Pub
dan Sari Club, kerusakan bangunan lainnya sebanyak
422 unit dan juga merusak fasilitas publik atau fasilitas
umum dengan perincian kerugian materiil tersebut
meliputi kerugian PLN sebesar Rp 144.863.765.000,-.
Kerugian Bina Marga sebesar Rp 224.305.000,-.
Kerugian PDAM sebesar Rp 87.870.000,-. Dan PT.
Telkom sebesar Rp 88.734.611.000,-.

11. Pembuktian Unsur Penyertaan (DELNEMING)
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Menurut Tim pertimbangan-pertimbangan Majelis
Hakim mengenai pembuktian unsur penyertaan
menggunakan landasan legitimasinya melalui Arrest
Hoge Raad tanggal 29 Juni 1931 No. 1047 yang
memberi rujukan yuridis bahwa yang namanya pelaku
adalah mereka yang memenuhi rumusan delik,
penyertaan dapat terjadi jika dua orang atau lebih
melakukan tindak pidana yang dapat dihukum,

sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja

maksud itu tidak akan dica
Hukum Majelis Hakim hal 209 s

dapun pertimbangan
mengenai unsur
tersebut pada intinya
Menimbang, ba jelis akan  meneliti,
menganalisi ikan tentang unsur
mengenai lakukan, turut serta
mel h orang melakukan perbuatan”,

d an asumsi-asumsi  sebagai

h ada dasarnya ketentuan Pasal 55 ayat

ke-1 KUHP dalam Ilmu Pengetahuan Hukum

idana merupakan ruang lingkup ajaran

“deelneming” dan sifatnya adalah alternatif,

akan tetapi demi membangun persepsi yang

jelas, sama dan argumentatif.

2). PROF. HAZEWINKEL ZURINGA berpendapat
bahwa “orang yang melakukan (plegen) adalah
ada beberapa orang yang melakukan satu
perbuatan pidana.

3). PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH
berpendapat bahwa pendirian PROF. SIMONS
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tersebut tidak tetap, sebab sebagaimana
diketahui perumusan tersebut tercantum dalam
Pasal 55 KUHP.
Bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana
atau “bersama-sama” melakukan oleh Memorie van
Toelichting Wetboek van Strafrecht Belanda diartikan
setiap orang yang sengaja berbuat (meedoet) dalam
melakukan suatu tindak pidana dan menurut doktrin

serta Hoge Raad Belanda disyaratkan ada 2 syarat

“medepleger”, yaitu :
a). Harus adanya kerjasam cara fisik atau
jasmaniah.
b). Harus ada k hwa mereka satu sama
kukan suatu delik.

dan Memorie van

dalam “turut serta” atau
dikehendaki minimal 2 orang dalam
perbuatan pidana. Bahwa menurut
amah Agung RI No. 525 K/Pid/1990

Juni 1990 dalam “Majalah VARIA

ditegaskan bahwa agar dapat dikualifisir sebagai orang
yang turut serta melakukan, harus dipenuhi syarat :
sedikitnya harus ada dua orang, yaitu orang yang
melakukan dan orang yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “turut serta” atau
“bersama-sama” melakukan perbuatan yang dilakukan
terdakwa AMROZY bin H. NURHASYIM nampak dari
keterangan saksi ALl IMRON, UTOMO PAMUNGKAS
ABDUL AZIZ, BAP saksi ALI GUFRON, keterangan
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terdakwa sendiri didepan persidangan Pengadilan
Negeri Denpasar dimana pada dasarnya terdakwa
bersama IMAM SAMUDRA dan DULMATIN melakukan
pertemuan pertama di rumah saksi HERNIYANTO di
Dusun Manan, Kecamatan Grogol, Kabupaten
Sukoharja, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian
ditindaklanjuti dengan pertemuan kedua sekitar bulan
Agustus 2002 yang hadir adalah ZULKARNAEN, IMAM
SAMUDRA, IDRIS, DULMATIN ABDUL GONI, UMAR
KECIL, dan terdakwa. rut saksi UTOMO
PAMUNGKAS membenarkan

bulan Agustus
memang ada pertem si tidak ikut.
Maksud pertemu adalah pembahasan
in Agama Kristen di
pelaksanaan teror
Kemudian sekitar bulan
si ABDUL AZIZ di Tenggulun
terdakwa ada pertemuan yang dihadiri

BDUL AZIZ. Kemudian menurut saksi

ke Bali tentang pembicaraan meluruskan niat yang
dipimpin oleh ABDUL AZIZ. Kemudian berdasarkan
keterangan ALl IMRON bahwa pada pertemuan
tersebut dipimpin oleh IMAM SAMUDRA, diselingi oleh
ALI GUFRON dan yang dibicarakan tentang pembagian
tugas dimana DULMATIN dan ABDUL GONI meracik,
merakit bom, kemudian terdakwa membeli kendaraan
L-300 untuk diledakkan dan bahan-bahan kimia,

109



Badan Pembinaan Hukum Nasional
NA Perubahan UU No. 15/2003

terdiri dari Potassium Chlorida, Belerang, Alumunium
Powder.

Berdasarkan keterangan saksi ALI IMRON dan ABDUL
AZIZ yang merakit bom menjadi 3 adalah DR. AZAHARI
bersama DULMATIN, ABDUL GONI, UMAR KECIL yang
dipasang pada rompi, kotak plastik, dan bom mobil.
BAP rekonstruksi saksi ALI IMRON, BAP Laboratorium
Forensik di TKP rumah, serpihan jenazah di TKP Jalan
Legian Kuta ditemukan adanya residu bahan peledak
jenis TNT, RDX, HMX, PE Tetrl, Nitrat, Klorat,

Belerang, dan Alumunium Powde
Berdasarkan pertimb ka terdakwa

AMROZY  telah kerjasama  secara

Mahkamah Agung RI.
bahwa dengan dasar pertimbangan

a unsur “turut serta” atau “bersama-

meyakinkan menurut hukum sehingga unsur
alternatif lainnya irrelevant untuk dipertimbangkan
lagi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
sebagaimana diuraikan di atas dengan titik tolak
keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa
serta tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 183
KUHAP maka Majelis berkeyakinan terdakwa AMROZY
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah

melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 jo Pasal 6
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PERPU No. 1 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU No. 15 Tahun
2003 jo Pasal 1 PERPU No. 2 Tahun 2002 jo Pasal 1 UU
No. 16 Tahun 2003 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan
untuk itu terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang
sepadan dengan perbuatannya serta dakwaan
selebihnya dari Jaksa Penuntut Umum tidak perlu
dibuktikan.

12. Relevansi Pidana Mati dari Aspek Kriminologis, Filosofis

a.. Hakim dalam hal

ati mengacu

Social i jrasi pada model

der strafrecht yang

dengan  berorientasi pada
an Negara masyarakat individu
korban. Majelis Hakim perkara ini

perlu  melakukan penemuan hukum

hanyalah penerapan sentencing atau pemidanaan
dengan aspek kombinasi keseimbangan teori retribusi,
teori rehabilitasi, dan teori detterence. Pertimbangan-
pertimbangan Majelis Hakim tersebut pada intinya
sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dimensi dan eksistensi
pidana mati (capital punishment/death penalty) maka
Majelis mempertimbangkan tentang aspek-aspek

sebagai berikut :



1).

2).
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Bahwa Penasihat Hukum dengan titik tolak
pendapat kriminolog THORSTEN SELLIN dan
dikutip Dr. J.E SAHETAPY menyimpulkan bahwa
pidana mati tidak dapat dibenarkan. Pada
asasnya terhadap aspek ini maka eksistensi
pidana mati menurut Amnesty Internasional,
sebuah Organisasi HAM hingga tahun 2002
sebanyak 111 Negara telah menghapus pidana

mati dalam ketentuan hukumnya.

Bahwa salah satu a entasi Negara yang

menghapus pidana mat lam perundang-
undanganny ertentangan
dengan aspe . sus untuk di Indonesia,

itik tolak kepada

a pada dasarnya menurut PAUL SIEGHART
[HE LAWFUL RIGHTS OF MANKIND, AN
RODUCTION TO THE INTERNATIONAL
EGAL CODE OF HUMAN RIGHTS”, secara global
HAM terdiri dari 3 generasi, yaitu generasi
pertama (Sipil dan Politik), generasi kedua
(Ekonomi, Sosial, dan Budaya), generasi ketiga
(Hak Kelompok) vyang kesemuanya itu
sesungguhnya merupakan hak individu.
Tegasnya, ketentuan Pasal 28 J Perubahan
Kedua UUD 1945 menegaskan bahwa, “Dalam

menjalankan hak dan kebebasannya, setiap
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orang wajib tunduk kepada pembatasan yang
ditetapkan UU”.

Bahwa selanjutnya dari perspektif hukum positif
(ius constitutum/ius operatum) maka pidana
mati diakui sebagai bagian sistem pidana dan
bagian dari kebijakan negara (state policy).
Sebagai bagian sistem pidana maka pidana mati
merupakan pelaksanaan dan konsepsi dari

kebijakan sebuah negara.

Bahwa dari aspek sofis pidana mati
berkorelasi erat den teori  tujuan
pemidanaan. idana mati
diterapkan

upaya  pembalasan

ingin memberi efek

mensi, yaitu : Pertama, dari
pola pikir pembentuk UU sebagai
an formulatif. Kedua, sebagai hukum
itif maka pembentuk UU masih berasumsi
idana mati sebagai terapi mujarab dalam
menahan kejahatan yang terjadi.

Bahwa ditinjau dari segi perumusan sanksi
pidana (strafsoort) maka ketentuan Pasal 6
PERPU 1 Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003
mempergunakan sistem perumusan alternatif
yaitu pidana mati atau penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan

paling lama 20 tahun.
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Menimbang, bahwa oleh karena Majelis berpendirian
pidana mati dalam konteks hukum positif Indonesia
diakui eksistensinya, tidak bertentangan dengan HAM,
sebagai bagian sistem pidana dan kebijakan Negara
(state policy), mempunyai dasar pijakan filosofis,
kriminologik, yuridis dan religius serta diterapkan
secara selektif hanya untuk kejahatan terhadap
kemanusiaan (crime against humanity) dan kejahatan

yang luar biasa (extra ordinary crime) maka disini

yang menjadi permasalahan ial dan fundamental

adalah apakah pidana mati ters telah dipandang
cocok, sepadan dan_s hkan kepada
perbuatan yang t i an terdakwa AMROZY

ataukah tid

Tahun 2002 jo UU No. 15 Tahun 2003
), bahwa : “Pemberantasan tindak pidana
dengan ketiga tujuan diatas menunjukkan
bangsa Indonesia adalah bangsa yang
menjunjung tinggi peradaban umat manusia dan
memiliki cita perdamaian dan mendambakan
kesejahteraan serta memiliki komitmen yang kuat
untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat di tengah-
tengah gelombang pasang surut perdamaian dan
keamanan dunia”.

Kemudian Penjelasan Umum atas PERPU No. 1 Tahun
2002 jo UU No. 15 Tahun 2003, bahwa
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“Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia
tidak semata-mata merupakan masalah hukum dan
penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah
sosial, budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan
masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan
langkah pencegahan dan pemberantasannya pun
ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam
kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi

korban dan saksi, serta hak asasi tersangka/terdakwa.

Bahwa ditinjau dari aspek P Filsafat pemidanaan

“filsafat integratif”, sedangkan dikaji
model keseimbangan kepentingan atau
Jer strafrecht” maka walaupun setiap perkara
kasuistik hendaknya sedapat mungkin
menurut hukum pidana modern tidak terjadi disparitas
dalam pemidanaan (Sentencing of Disparity).

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan
kenyataan sehari-hari akibat dari peledakan bom Bali
banyak dampak dan akibat negatif yang
ditimbulkannya, maka Majelis berpendirian bahwa
tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah
dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut

bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori
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retributif melainkan sebagai usaha preematif, prevensi,
dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan
bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan
tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar
tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai
teori/filsafat pemidanaan integratif dan juga prevensi
bagi masyarakat lainnya.

g. Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari

aspekyuridis, aspek pidana mati itu sendiri, aspek

tindak pidana terorisme dal ngka tertib manusia

beradab, aspek keadilan korban asyarakat, aspek

kejiwaan,/psikologi dukatif dan

spek Policy/filsafat

keseimbangan
strafrecht” atau lebih
berdasarkan pertimbangan-

ek yuridis,sosiologis, filosofis,

dalam amar putusan.

Pembuktian hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang
meringankan secara berimbang

Pertimbangan Majelis Hakim mengenai HAL-HAL YANG
MEMBERATKAN DAN HAL-HAL YANG MERINGANKAN hal
230 s/d 231 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan

pembelaan terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, tuntutan
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pidana dari Jaksa Penuntut Umum maka Majelis sebelum

menjatuhkan pidana juga mempertimbangkan :

Hal-Hal Yang Memberatkan :

1).

2).

5).

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan 192 orang
meninggal dunia, 161 orang dari berbagai bangsa dan
negara mengalami luka-luka, kerusakan bangunan
lainnya sebanyak 422 unit dan juga merusak fasilitas
publik atau umum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membawa sebuah

derita panjang bagi para k dan keluarga yang

ditinggalkannya, membuat kon rekonomian Bali
pada khususnya n terpuruk,
membuat dan ber

domestik d

urangnya para investor

mkan modalnya di

yang luar biasa (extra ordinary crime)

terhadap kemanusiaan (crime against

juga terlibat peledakan di Konsulat Filipina di Jakarta,
peledakan malam Natal di Mojokerto dan kerusuhan di
Ambon dan Poso.

Bahwa terdakwa tidak pernah menyesal akan

perbuatan yang telah dilakukannya.

Hal-Hal Yang Meringankan :
Tidak ada.

Menurut Tim, Peneliti Pertimbangan Majelis Hakim

tentang hal-hal yang memberatkan haruslah memiliki dasar
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rujukan yang jelas. Team melihat Undang-Undang No. 4
Tahun 1970 dimana dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 4
Tahun 2004 ditegaskan :

“Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan
dasar putusan, memuat Pasal peraturan perundang-
undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan
dasar mengadili. Penjelasan Pasal 28 ayat (2) mengingatkan
Hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat jahat

terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan

adil sesuai kesalahannya”.

Prof Oemar Seno Adji, Sh dala bagai tulisannya
dan praktek yurisprudensi
bagi Hakim untuk memb ang meringankan tidak
terbatas saja kepada kead rtuduh namun juga
keadaan pribadi i gannya sebagaimana

alam persidangan.

penerapan sistem baru yang akan diatur

kehidupan masyarakat dan dampaknya

Seperti telah d an terdahulu bahwa terorisme merupakan kejahatan
kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan
luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun
internasional, oleh karena itu memerlukan penangganan secara terpusat,

terpadu dan terkoordinasi.

Penanggulangan Terorisme merupakan suatu Badan. Badan ini berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dan Badan dipimpin oleh

seorang kepala.
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Penanggulangan terorisme ini memerlukan pendanaan yang menjadi
tanggung jawab pemerintah. Sumber pendanaan diperoleh dari pemerintah dan

sumber-sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan
terorisme melalui anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan pembangunan
dan penanggulangan terorisme dapat diberikan dalam bentuk hibah sesuai

dengan peraturan perundang-undang.

Pengelolaan dana pembangunan dan penanggulangan terorisme

dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efesiensi, transparansi dan

akuntabilitas publik.
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BAB Il
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kondisi Hukum Yang Ada

Sistem Hukum Pidana
a. Umum

Sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem kodifikasi yang
mengakui dan memberlakukan Oetboek van Het Strafrecht voor Nederlandsche
Tahun 1958. Hukum

Indie (WvSNI) dengan Undang-undang RI Nomor

Pidana Indonesia. Perkembangan sistem hu i onesia sampai

telah diselesaikan dan dang-undang Rl Nomor 8 Tahun
1981.

pidana formil); sedant mengenai hukum pelaksanaan pidana, Indonesia
telah memiliki Undang-undang Rl Nomor 12 Tahun 1995. Namun demikian,
Undang-undang ini belum memadai untuk pelaksanaan pembinaan narapidana
khusus seperti narkotika, terorisme dan tindak pidana korupsi. Kini tengah
disusun kembali Rancangan Undang-undang baru tentang Pemasyarakatan
sebagai hukum pelaksanaan pidana di Indonesia.

Sistem hukum pidana mengakui tiga jenis karakter hukum pidana
yaitu hukum pidana umum atau lex generali; hukum pidana khusus atau lex
specialis; dan hukum pidana administratif atau "lex specialis systematic". Lex

generali yang dikenal adalah KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
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Pidana (KUHAP), sedangkan "lex specialis” termasuk UU Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU
Pencegahan, dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karakter
khusus lex specialis adalah memuat unsur-unsur tindak pidana lain daripada lex
generali, dan ancaman pidana yang diperberat dengan sanksi minimum khusus.
Sedangkan lex specialis systematic, hanya berlaku untuk subjek hukum tertentu
dan sanksi pidana tertentu termasuk pidana kurungan. Dasar hukum
pemberlakuan hukum pidana di luar KUHP adalah ketentuan Pasal 103 KUHP.
6tMakna dari bunyi ketentuan ini adalah dibolehkan. Makna pemberlakuan
Undang-undang pidana di luar KUHP dengan catatan ketentuan mengenai

asas-asas umum KUHP masih tetap berlaku kecua

am undang - undang
pidana lain tersebut dikecualikan pemberlakuannya. Atas r ketentuan Pasal
103 KUHP tersebut terbuka luas kemungkina tuhan negara
dan aspirasi keadilan masyarakat Pidana khusus dan
penyimpangan-penyimpangan yang diang uai dengan tingkat

keseriusan dari tindak pidana ya ta ancaman pidana yang

ukum terhadap tindak pidana terorisme
juk pada 12 konvensi-konvensi internasional
tentang teroris ang an "hard law", dan 8 Rekomendasi khusus tentang
Pendanaan Teroris erupakan "soft law"; dikeluarkan oleh OECD untuk
mendukung Financial Agtton Task Force (FATF) Pencucian Uang. Rekomendasi
tersebut sangat penting karena setelah serangan teroris ke gedung VVTC di New York
pada tanggal 11 September 2001, telah dibekukan akun teroris senilai $ 112 juta dan
dua tahun setelah peristiwa tersebut yang dapat dibekukan hanya senilai $ 24
juta e2,

Di dalam Laporan Panel Tingkat Tinggi Sekjen PBB Tahun 2004,

telah dikemukakan bahwa pada abad 21 terdapat 6 (enam) cluster Ancaman

®! pasal 103 KUHP:"Ketentuan dalam Bab | sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi
perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan Perundang-undangan lainnya diancam dengan
pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".
62 Laporan Panel Tingkat Tinggi Sekjen PBB Tahun 2004
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terhadap pendudukan duniass.Salah satu dari keenam ancaman tersebut adalah
terorisme.

Terorisme merupakan serangan terhadap nilai-nilai; yang terletak pada
jantung Piagam PBB: menghargai hak asasi manusia; penegakan hukum; hukum
perang yang melindungi penduduk sipil; toleransi diantara penduduk dan bangsa-
bangsa; dan penyelesaian konflik secara damai. Terorisme tumbuh subur di dalam
lingkungan yang menyengsarakan; tanpa kemanusiaan; kemiskinan, pembasmian
politik, penyimpangan hak asasi manusia dan ekstremisme.Terorisme juga tumbuh
subur di dalam konflik regional dan pendudukan asing, dan terorisme mengambil
keuntungan dari negara yang lemah dalam rnemelihara hukum dan ketertiban.s+

Atas dasar karakter dan bahaya terorisme seb ana diuraikan di atas,

maka laporan Panel Tingkat Tinggi Sekjen PBB terse ang diberi judul,

"Threats, Challenge and Change", memasu al salah satu

dan agresi), bertambah mg h) jenis ancaman termasuk keenam
ancaman sebagaimanagiCa n da ran panel tersebut di atas.

Di dalam gkat tinggi yang diketuai oleh, Anand
an bahwa saat ini (abad 21) diperlukan
tanggung ja r (collective security responsibility of States)
dalam menghadap ancaman sebagaimana diuraikan dengan tiga
pertimbangan mendas yaitu : pertama, Ancaman masa kini tidak mengenai
batas wilayah negara, dan berhubungan satu sama lain, dan harus dihadapi pada
tingkat global, regional juga tingkat nasional. Kedua, tidak ada satupun negara,
betapa kuatnya, dapat sendiri bertahan terhadap ancaman tersebut, dan ketiga,
tidak dapat diprediksi dan diyakini bahwa setiap Negara akan selalu mampu
atau bertekad untuk memenuhi tanggung jawabnya melindungi rakyatnya tanpa

bersentuhan dengan negara tetangganya.

% Keenam Ancaman tersebut : adalah: (1) Economic and social threats, including
poverty, infectious disease and environmental degradation;(2) Inter-State Conflict;(3) Internal
conflict, including civil war, genocide and other large scale atrocities; (4)Nuclear, radiological,chemical
and béglogical weapons;(5) Terrorism; (6) Transnational Organized Crime

Ibid
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Bertolak dari laporan panel tingkat tinggi tersebut dapat disimpulkan
bahwa, terorisme, termasuk salah satu ancaman terhadap perdamaian dan
keamanan dunia dan menjadi tanggung jawab seluruh negara untuk bersama-
sama mencegah dan mengatasinya. Namun di dalam melaksanakan tanggung
jawab bersama menghadapi terorisme setiap negara tetap diwajibkan mematuhi
ketentuan internasional tentang hak sipil dan hak politik serta ketentuan dalam
Konvensi PBB Anti Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Martabat
Kemanusiaan. Namun dari sisi Hukum Pidana Internasional, terorisme termasuk
"crime under international law", belum diakui sebagai "international crime"
sebagaimana halnya dengan genosida,crime against humanity, war crimes, and

agressionm(Pasal 5,6,7, dan 8 Statuta ICC). Atas das

rtimbangan ini, dalam
laporan panel tingkat tinggi PBB, terorisme ditempatka agai ancaman ke-

lima dan tersendiri dan tidak termasuk Kej Terorganisasi

Definisi Terorisme

Ancaman terorisme ab ter penting yaitu pertama,

disebut "Non-State actog a, dan kedua, peristiwa korban

massal yang tidak dap ya. Menghadapi karakter ekstrim
tersebut sekalip 12 konvensi internasional yang merupakan
landasan hu a negara untuk bekerja sama secara intensif
akan tetapi terb0 dai. Hal ini disebabkan antara lain, pertama belum
ada satu konvensi onal yang bersifat komprehensif (a comprehensive

convention) termasuk M™engenai definisi tentang terorisme. Kajian mengenai
masalah definisi terorisme terbentur pada argumentasi bahwa setiap definisi harus
memasukkan penggunaan angkatan bersenjata oleh negara terhadap penduduk sipil,
dan kedua, argumentasi bahwa penduduk yang berada di bawah okupasi asing
memiliki hak untuk melakukan perlawanan sehingga definisi terorisme tidak
dapat mengabaikan kenyataan ini. Persoalan kedua ini sesungguhnya pernyataan
menyesatkan karena okupasi asing bukan alasan untuk menetapkan target dan
pembunuhan penduduk sipil. Dua masalah inilah yang menghambat tercapainya
konsesus mengenai definisi terorisme.

Di dalam laporan Panel Tingkat Tinggi PBB tersebut disarankan agar
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definisi terorisme memasukkan hal-hal sebagai berikut :

a.  Pengakuan di dalam mukadimah, bahwa penggunaan kekerasan
oleh negara terhadap penduduk sipil diatur dalam Konvensi Jenewa
dan instrumen internasional lainnya, dan merupakan instrumen
yang efisien untuk meminta pertanggungjawaban individu atas
terjadinya kejahatan perang;

b.  Penegasan kembali bahwa tindakan yang dilarang berdasarkan 12
konvensi internasional adalah terorisme dan pernyataan bahwa
terorisme adalah kejahatan menurut hukum internasional (crime
under international law)es , dan pernyataan bahwa terorisme dalam

keadaan konflik bersenjata adalah dila erdasarkan Konvensi

di Jenewa.
c.  Merujuk pada definisi yan International

Convention for the Suppr Financing of Terrorism,

Keempat hal tersebut di atas dipandang merupakan definisi yang
komprehensif tanpa harus menimbulkan sensitivitas politik yang tidak
perlu di antara negara-negara anggota PBB terutama negara-negara di
Asia dan di wilayah Timur Tengah. Setiap negara memiliki sistem hukum
berbeda-beda satu sama lain sehubungan prinsip kedaulatan negara yang

sampai saat ini masih diakui secara universal. Sekalipun PBB

% Dalam hukum pidana internasional dibedakan,antara ‘interrational crime”, “transnational
crime", dan “crime under international law”-baca Romli Atmasasmita,"Hukum Pidana Internasional Dalam
kerangka Keamanan dan Perdamaian Dunia"; Penerbit Fikahati; Jakarta, 2010
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menghendaki segera ditetapkan suatu definisi terorisme yang

komprehensif sebagaimana diusulkan di atas akan tetapi terdapat hal-hal

yang mempengaruhi tercapainya keinginan tersebut. Hal-hal ini

dikemukakan oleh Terrorism Prevention Branch di bawah organisasi

UNODC Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai berikut:

- The primacy of the legitimacy of the administration;

- An independent, functioning judiciary;

- Equality of all citizens in legislation and the application of law;

- The primacy of the Constitution, and a corresponding hierarchy of
norms-from the abstract constitutional principle to specific

administrative rulings;

- The universal anti-terrorism agreements w d-hoc response to
violent manifestations or perce
- The separation of powers legislative, the executive
and the judiciary
- The respect of hum and political rightsses
Keenam hal € amakan "common threads" yang
mempengaruhi definisi terorisme di setiap
negara.Tid a S 2l bahwa, keenam hal ini merupakan dan

8 yang berdaulat. Bagi Indonesia, khususnya,

di dalam UU R or 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak
pidana Terorisme, dengan tiga paradigma (triangle paradigm):
keseimbangan kepentingan Negara, kepentingan Pelaku dan kepentingan
Korban.

Merujuk pada definisi terorisme yang diusulkan oleh tim panel tingkat
tinggi PBB tersebut di atas (sub 4) jelas bahwa dalam konteks bahasa

hukum Civil Law, yang dikehendaki adalah rumusan "tindak pidana

% prevention Terrorism Branch-Undoc-2006
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formil”, bukan "tindak pidana materiel".

Strategi Penegakan Hukum Terhadap Terorisme

Strategi penegakan hukum terhadap terorisme merujuk pada
perkembangan peningkatan kegiatannya di beberapa negara baik di Asia, Afrika,
dan Eropa serta di Amerika Serikat, memerlukan perubahan mendasar baik dari
sisi hukum maupun dari sisi politik dan keamanan. Perubahan mendasar
strategi penegakan hukum sangat penting jika merujuk pada laporan panel
tingkat tinggi PBB khususnya mengenai tiga pilar penting konsep "Collective
Security Responsibility” (CSR) dari semua negara anggota PBB dalam

memerangi terorisme (war on terror).Perang terh Terorisme tidak dapat

. Prinsip dasar
hukum pidana konvensional ini mewujud negakan hukum yang
bersifat reaktif (reactive law enf egakan hukum ditujukan

setelah terjadinya perbus 3 imbulkan® akibat bagi korban dan

pencegahan yang berorientasi pada pendekatan "forward-looking". Pendekatan
ini memungkinkan dilaksanakan strategi penegakan hukum yang yang bersifat
proaktif (proactive law enforcement)s” Penegakan hukum proaktif terhadap
terorisme menuntut konsekuensi hukum vyaitu perubahan prinsip hukum
pidana konvensional yaitu perlu dipertimbangkan konsep di dasarkan pada
fakta yang terjadi berasal dari keadaan-keadaan tertentu saja tanpa harus
(menunggu) terjadinya akibat dari perbuatan dimaksud. Strategi penegakan

hukum proaktif tersebut memungkinkan langkah hukum intervensi terhadap

%7 |bid
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perencanaan atau persiapan tindakan, terorisme sebelum menimbulkan akibat
korban masyarakat yang tidak berdosa (innocent victims).

Berdasarkan paradigma hukum baru dalam memerangi terorisme dengan
strategi penegakan hukum proactive (proactive law enforcement) yang
menggunakan pendekatan "forward-looking", maka diperlukan sarana hukum
pidana materiel dan hukum pidana formil untuk memperkuat dan mendukung
strategi baru tersebut.

Sarana hukum pidana materiel merujuk pada ketentuan Bab Il dan Bab
IV . UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme dan sarana hukum pidana formil, merujuk pada KUHAP dan Bab Il
dan Bab V UU Nomor 15 Tahun 2003.68

Perspektif Penegakan Hukum Proaktif

Perumusan ketep aifhukum pidana materiel di dalam UU RI Nomor

15 Tahun 20 k tindak pidana yaitu yang disebut "tindak

rumusan "tindak pidana”materiel” (Pasal 6 dan Pasal 7); sedangkan selebihnya

memuat rumusan "tindak pidana formil”. Merujuk pada pola perumusan tindak

% Bab Il di bawah titel,"Lingkup Berlakunya UU Nomor 15 Tahun 2003"; Bab IIl,"Tindak Pidana
Terorisme™;Bab IV,"Tindak Pidana, Lain Yang Berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme; Bab
V,"Penyidikan,Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. KUHAP diberlakukan dengan Undang-
Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 merupakan payung hukum (umbrella act) seluruh ketentuan hukum
acara bagi penyelidikan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan, termasuk upaya
hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, dan ketentuan mengenai perlindungan hak-hak
tersangka,terdakwa dan terhukum.

%9 Semasa HIR, istilah tersebut dikenal dengan sebutan, "delik materiel" dan "delik formil" .Secara
makna kedua istilah tersebut adalah sama, yaitu "delik materiel”, adalah delik yang mensyaratkan
terjadinya akibat dari suatu perbuatan yang dilarang; harus dipenuhi "hukum sebab akibat" antara
perbuatan yang dilarang dan akibat yang timbul. Sedangkan "delik formil", adalah delik yang cukup
terbukti dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang menurut UU.
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pidana tersebut jelas bahwa pembentuk UU ini lebih mengutamakan pendekatan
"simplified rules” karena dari sebanyak 16 ketentuan mengenai tindak pidana
(Pasal 6 sd Pasal 22), hanya 20 pasal merupakan "tindak pidana formil”; sisanya
merupakan "tindak pidana materiel”. Dari sisi substansi dan kualitas rumusan
tindak pidana, UU ini telah menggunakan pendekatan keseimbangan antara
kepentingan negara, kepentingan korban dan kepentingan pelaku, yang saya
namakan "triangle paradigm".’o Keseimbangan pendekatan ini (balanced
principle of justice) tampak dari baik hukum pidana materiel dan hukum pidana
formil di dalam UU ini. Kepentingan negara terdapat pada rumusan normatif
ketentuan tindak pidana termasuk sanksi minimum khusus dan maksimum yang

diperberat dan tertinggi ancaman pidana mati, dan

tuan mengenai batas
waktu penangkapan dan penahanan yang rnelampaui
ditentukan dalam KUHAP.

waktu yang telah

Selain hal tersebut, kepentingan n
k pida

at juga daiam ketentuan

yang membolehkan penyidik ti enggunakan laporan

intelijen sebagai petunjuk yang pkan pengadilan. Kepentingan

Korban, terdapat pad enai Kompensasi, Restitusi dan
Rehabilitasi (Bab VI terdapat pada Bab V tentang
penyidikan, pe : eriksaan di sidang pengadilan, yang
menegaskan a penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di sidang pe enggunakan ketentuan KUHAP yang berlaku,
kecuali ditentukan am UU Nomor RI Tahun 2003 ini. Merujuk pada
ketentuan hukum pid ateriel dalam UU RI Nomor 15 Tahun 2003 di atas,
seharusnya tidak ada hambatan di lapangan untuk mengusut dan membongkat
gerakan organisasi terorisme internasional di dalam wilayah teritorial Indonesia.
Sedangkan pemberlakuan UU Rl Nomor 15 Tahun 2003 ke luar batas wilayah
teritorial Indonesia memiliki dasar hukumnya di dalam ketentuan Pasal 16
mengenai “extraterritotial jurisdiction”, dan Pasal 43 mengenai kerjasama

internasional.”2. Keberhasilan Polri sejak diberlakukannya UU RI Nomor 15

" Lihat Buku, : Pemberantasan Terorisme di Indonesia”; Penerbit BPHN; 2009

" pasal 16:"Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan,
kemudahan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme...". Pasal
43:"Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah
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Tahun 2003 sampai saat ini membuktikan bahwa, landasan hukum

pemberantasan tindak pidana terorisme memadai.

Namun demikian dalam praktek pencegahan terorisme sebagaimana
diakui dalam Principle and Guidelines concerning Human Rights and Terrorism,
dan diperluas oleh Special Rapporteur on terrorism and human rights pada sub-
komisi Promosi dan Proteksi Hak Asasi Manusia PBB; telah terjadi ketimpangan
kebijakan dan strategi menghadapi terorisme internasional. Ketimpangan
tersebut adalah, bahwa pengalaman penegakan hukum selama ini strategi
pemberantasan lebih berhasil secara signifikan daripada strategi pencegahan.

Strategi pemberantasan terorisme selama ini, lebih  mengutamakan

penangkapan, penahanan, dan penghukuman terh elaku terorisme dan

mengabaikan betapa penting dan sangat str strategi tersebut
(pencegahan dan penindakan) dijalankan dang seluruh
negara sebagai sama pentingnya dan mem

Merujuk kepada ketimpangan kebij tegi tersebut di atas
maka diperlukan pendekatan bar
pendekatan "penegakan
mengenyampingkan p
"proactive law e enghadapi terorisme ditujukan kepada dua

sisi yaitu darj 2ty kum pidana materiel, dan sisi pembentukan

dan dapat menjangkatigtthdakan awal dari tindak pidana terorisme sehingga
fungsi preventif dapat dijalankan secara efisien dan afektif. Pendekatan baru
tersebut menuntut adanya rumusan tindak pidana yang dapat mengkriminalisasi
perbuatan permulaan yang belum dapat digolongkan sebagai tindak pidana

menurut asas-asas umum hukum pidana 7. Dari sisi hukum pidana formil,

Republik Indonesia melaksanakan kerjasama internasional dengan negara lain di bidang
intelijen,kepolisian dan kerjasama teknis lainnya..". Penjelasan Pasal 43 menegaskan bahwa
kerjasama dimaksud termasuk dalam bidang penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana
terorisme

2 Marjanne T."Princip;e of Legality"; bahan penataran Hk Pidana dan Kriminologi, Bandung,
tahun 2006.

™® perbuatan awal dimaksud secara lengkap diuraikan dalam Bab Il B. Asas umum hk
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diperlukan ketentuan mengenai penyelidikan yang lebih luas sehingga
mencakup mengenai informasi (information intelligence). Kedua kegiatan
intelijen tersebut harus termasuk tindakan pro-justisia sehingga dapat dijadikan
alat bukti permulaan yang cukup bagi proses penyidikan termasuk langkah
pembekuan aset, dan penangkapan serta penahanan tersangka pelaku tindak
pidana terorisme. Konsep pengertian "tindak pidana" dalam konteks pendekatan
proaktif ini sesungguhnya tergolong, "perbuatan persiapan atau perencanaan”
untuk melakukan suatu tindak pidana.+ Jika merujuk kepada "proactive law
enforcement” dengan tujuan agar dapat dicegah kemungkinan terjadinya akibat

dari tindakan terorisme maka kegiatan intelijen dan hasil dari laporen hasil

atas kepentingan korba dicaritumkan dalam Bab VI Kompensasi,
restitusi dan Rehab i. K€ uan tersebut dimaksudkan ke dalam Undang-
undang ini & @ yang sama antara kepentingan negara dan

kepentingan ko praktek penegakan hukum Undang-undang ini

¢

Kerjasama Internasional
Kerjasama internasional telah merupakan bagian penting dan tidak

keseimbangan perl D

agi kepentingan korban telah terabaikan oleh

pemerintah.

terpisahkan di dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional

khususnya terorisme.

pidana dimaksud adalah "tiada pidana tanpa kesalahan".

™ Bandingkan dengan ketentuan yang mengatur tindakan “"merencanakan dan/atau
menggerakan orang lain untuk melakukan tindak pidana..."(Pasal 14), dan ketentuan tentang permufakatan
jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana..."(Pasal 15), di dalam UU RI Nomor
15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
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Karakter "transnasional® dari terorisme menyebabkan kerjasama
internasional merupakan tuntutan mutlak dan tidak dapat diabaikan karena
peristiwa terorisme selalu terkait jaringan organisasi internasional yang
melakukan aktivitasnya di beberapa negara. Aktivitas di beberapa negara dari
terorisme menimbulkan persentuhan yurisdiksi kriminal dari dua negara atau
lebih dari dua negara. Dalam konteks persentuhan, yurisdiksi kriminal di
beberapa negara maka sistem hukum yang berlaku di masing-masing negara
merupakan salah satu faktor penghambat efisiensi dan efektivitas kerjasama
internasional dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.

Bentuk kerjasama internasional yang diakui berdasarkan hukum

internasional adalah ekstradisi, bantuan timbal ba lam masalah pidana,

ekstradisi lebih menitd ur judicial (judicial procedure)

sedangkan sistem Law menitikberatkan pada prosedur

kerjasama interna dalam ekstradisi maupun dalam bantuan timbal

balik dalam masalah p a antara negara-negara.

Strategi Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme dalam Lingkup
Asean (Asean Convention on Counter Terrorism, 2004)

Dalam lingkungan negara anggota Asean telah ditandatangani Asean
Convention on Counter Terrorism, pada tanggal 30 Januari Tahun 2007 di Cebu,

Filipina.

Konvensi Asean Memberantas Terorisme ini diikuti oleh sepuluh negara

™ Indonesia telah memiliki UU RI Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan UU Rl Nomor
1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai UU Payung (Umbrella
Act) terhadap perjanjian bilateral atau rnulitlateral antara Indonesia dan negara lain
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anggota Asean, yaitu Brunei Darussalam, Kambodja, Indonesia, Laos, Malaysia,
Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dam Vietnam. Konvensi ini telah
menggunakan pendekatan preventif, perlindungan hak tersangka/terdakwa, dan
pendekatan rehabilitatif dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme.
Dibandingkan dengan penegakan hukum proaktif, konvensi ini masih menganut
pendekatan preventif dalam konteks kerjasama antar negara, bukan preventif
dalam anti penegakan hukum proaktif. Kelebihan konvensi ini terletak pads
kesepakatan mengenai program rehabilitasi terhadap mereka yang terlibat
dalam terorisme dengan tujuan mencegah kegiatan terorisme di masa yang akan

datang.

Dalam praktek di negara peserta konvensi ini, ram rehabilitas belum

memiliki suatu petunjuk teknis yang jelas sehingga s I saat ini belum

tampak bentuk dan jenis program yang m

for the Suppressio
14 April 2005. Selebi

protokol berkaitan dengan keselamatan penerbangan, dan pelayaran di laut

uclear Terrorism, diadopsi di New York, tanggal

dari rujukan tersebut berkaitan dengan konvensi dan

serta keamanan di laut dalam. Konvensi Asean sekalipun merupakan perjanjian
multilateral dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme, akan tetapi
konvensi ini masih menempatkan kedaulatan negara dalam posisi yang sangat
menentukan, bukan kehendak kolektif dan tanggung jawab kolektif untuk
keamanan bersama dalam menghadapi ancaman dan bahaya terorisme.

Hal ini tampak dari dua pasal dalam konvensi yang serara khusus

berkaitan dengan pengaturan tentang kedaulatan negara .7sHal ini berbeda

7 16 Article 1'1, di bawah judul, "Sovereign Equality, Territorial Integrity and Non-Interference’,
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dengan Konvensi PBB pada umumnya dan khususnya tentang terorisme, yang
hanya menempatkan prinsip kedaulatan negara, dalam satu pasal saja. Menurut
kami, Konvensi Asean ini sangat berlebihan dan bersifat kontradiksi ketika
secara bersama-sama sepakat menghadapi ancaman dan bahaya dari tindakan
terorisme namun pada saat bersamaan, menegaskan pendirian masing-masing
negara atas pentingrya menjaga dan memelihara kedaulatan dari tindakan
sesama negara anggota Asean yang dapat melanggar prinsip kedaulatan tersebut
sekalipun ancaman dan bahaya terorisme di depan mata. Hal inilah yang rebut
sikap "standar ganda" (Double Standard) Asean dalam pencegahan dan
pemberantasan terorisme. Sikap seperti ini pernah dicontohkan oleh

Pemerintah Indonesia

Pemerintah Thailand kepada pemerintah Indonesia kK
meminta Hambali, tokoh Bom Bali I, di ekstradisi ndonesia, namun
Pemerintah Thailand justru meng-ekstr rika Serikat.

Sekalipun sikap Pemerintah Thailand hak ekslusif dari suatu

negara merdeka akan tetapi dag sudut

tersebut tidak mencerminkan " jawab Kkolektif" sebagai

Thailand telah melanaggar plintegritas teritorial pernerintah Rl dan asas
nasional aktif akui l, yaitu di mans locus delicti, tempus delicti,
dan pelakunya ! Warga negara Indonesia sehingga Pemerintah
jurisdicition” terhadap Hambali, termasuk hak
urtuk meminta ybs die disi ke Indonesia, dibandingkan dengan Pemerintah

Amerika Serikat.

Strategi Internasional Pencegahan Tindak Pidana Terorisme

Di dalam uraian terdahulu telah dijelaskan ketimpangan strategi negara
dalam menghadapi ancaman terorisme yang terlalu menitikberatkan pada

strategi penindakan dan penghukuman atau disebut “reactive law

dan Article IV di bawah judui ' Preservation of Sovereignty'.
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enforcement”, sedangkan strategi pencegahan proaktif atau "pro-active law
enforcement” mania tertinggal dan diabaikan oleh negara-negara anggota PBB.
Strategi terakhir ini justru akan lebih bermanfaat dan memberikan dorongan
kuat negara untuk manyelamatkan nyawa penduduknya dibandingkan dangan
strategi pertama karena strategi tersebut berfungsi ketika korban-korban

meninggal dunia telah berjatuhan.

Strategi internasional pencegahan tindak pidana terorisme digagas oleh
Prevention Terrorism Branch-UNDOC (2006) mengemukakan bahwa, prinsip
"lebih baik mencegah daripada menindak dan menghukum” perlu
dikembangkan dan dilaksanakan oleh negara-negara dengan mempercepat

perubahan paradigma dari "reactive law enforceme ada "pro-active law

enforcement”.
Perubahan paradigma baru terse an kuat baik
dari sisi hukum pidana materiel maupun d

Perubahan paradigma bar ukan tanggung jawab

hak-hak sipil dan h erts "due process of law" dalam
menegakan pera apf-tindangan dengan paradigma baru tersebut.

Tanggung jaw antaranya adalah sebagai berikut:

a untuk melindungi hidup manusia, bukan hanya
u teror sebagaimana tercantum dalam ICCPR;
b. 2lindungi penduduk sipil;

c.  Kewajiban untuk mengkriminalisasi tindakan terorisme tanpa
melanggar hakpenduduk sipil;
d. Kewajiban untuk melakukan "intervensi" terhadap persiapan dan
perencanaan
tindakan terorisme.
Kewajiban yang diletakkan dalam memasuki paradigma baru tersebut di
atas, merupakan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan serius dalam memasuki
paradigma baru strategi pencegahan proaktif atau "proactive law enforcement”.

Strategi baru pencegahan terorisme internasional perlu diperkuat dengan
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perubahan-perubahan paradigma baik dalam hukum pidana materiel dan hukum
pidana formil.

Perubahan, hukum pidana materiel dilaksanakan dangan beberapa

langkah sebagai berikut:

a.  Menetapkan ke duabelas instrumen internasional berkaitan
dengan terorisme sebagai tindak pidana di dalam hukum
nasional,

b.  Kriminalisasi dengan berpegang teguh pada prinsip hukum dan
ICCPR

c. Kewajiban mutlak untuk mengkriminalisasi pendanaan untuk

terorisme

d.  Merumuskan kembali ketentuan tenta partisipasi” dan
"conspiracy"

e ntang “incitement”

asi dari masyarakat
gan membolehkan laporan hasil intelijen sebagai

- Menggiatkan teknik penyadapan dan pengawasan judisial

- Merumuskan kembali masa penahanan

- Merumuskan kembali teknik interogasi dalam konteks CAT

- Perlindungan saksi

- Memperkuat langkah anti-pendanaan terorisme

- Mencegah penyalahgunaan NGO untuk kepentingan terorisme

Selain perubahan hukum pidana materiel dan formil di atas, untuk
memperkuat implementasinya, diperlukan mekanisme kerjasama internasional
yang memadai sehingga "proactive law enforcement” memberikan hasil yang

signifikan dalam penuntasan kasus terorisme. Hal ini dapat dilakukan dengan
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cara sebagai berikut:

- Memperkuat landasan hukum kerjasama internasional al. UU
Ekstradisi dan UU bantuan timbal balik dalam masalah pidana

- Mengurangi penafsiran kaku atas prinsip "double criminality”

- Mengurangi prosedur formal dalam kerjasama internasional

- Menghapuskan alasan penolakan atas dasar kejahatan pajak dan
kejahatan politik

- Pengembar proaktif dalam perlindungan HAM

- Penolakan "perlindungan terhadap pelaku terorisme"(denial of safe
haven)

Solusi Pemahaman Tentang Terorisme dari Sisi m Internasional dan

Hukum Nasional

Kebijakan yang terlalu bertumpu k
bersifat represif, perlu ditinjau ulang ka ja tidak mampu mengatasi

masalah terorisme tetapi justru dapat

g pendekatan melalui pendekatan melalui

teroris itu*sendiri. Sanksi pidana pada dasarnya untuk mencegah
agar sesorang tidak melakukan tindakan tersebut dan atau
menghukum mereka yang melakukan tindakan yang dilarang
dengan harapan pelaku dan orang lain tidak melakukan hal yang
sama kelak dengan cara menerapkan sanksi fisik bagi para
pelanggar, mulai yang teringan sampai dengan yang terberat
seperti hukuman mati. Tetapi, logika itu berlawanan dengan logika
para pelaku teroris yang bertindak melampaui rasa takut untuk
melakukannya bahkan mereka rela mati untuk mewujudkan tujuan
mereka.
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b. Cara memerangi terorisme yang bersifat legal formal dan represif
seperti ini dapat menimbulkan efek balik yang berlawanan dengan
tujuan semula untuk memerangi terorisme. Tindakan semacam itu
tidak mustahil justeru dapat memicu perlawanan dan radikalisme
baru yang lebih hebat, bukan hanya dari kelompok masyarakat yang
dituding sebagai pelaku terorisme tetapi menimbulkan reaksi
negatif dari kelompok-kelompok lainnya. Apalagi tiap penerapan
cara penanganan semacam itu seringkali bukannya mengobati dan
menyembuhkan luka dan rasa frustasi suatu kelompok dalam
masyarakat tetapi cenderung berakibat pada kian mendiskreditkan
dan memojokkan mereka. Kolompok masyarakat lain akan
memberikan stigma negatif pada kelo k masyarakat tersebut
sehingga kelompok yang menerima a tersebut akan
berdampak melakukan perla emerintah dan
kelompok lainnya.

c. Penerapan Undang-undang if seperti Undang-undang

negatif bagi i n* bernegara khususnya

teroris dapat diperiksa dan ditangkap tanpa
g sah dan benar. Tiap-tiap lawan politik yang

Keberhasilan meémbuat perangkat hukum yang baik belum tentu
memberikan dampak positif dalam mewujudkan maksud dan tujuan hukum.
Sebagus apappun produk hukum formal yang ada tidak akan ada artinya tanpa
disertai penerapan yang baik. Ironisnya, Indonesia dipandang sebagai negara
yang pandai membuat perangkat hukum namun masih lemah penerapannya. Hal
ini jika dibiarkan akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

hukum itu sendiri.

B. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain;
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Berkaitan dengan terorisme

KUHP

UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi
UU No. 21 Tahun 2008 tantang Perbankan Syariah
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan

UU No. 2 Tahun 2002 Kepolisian RI

UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

UU No. 15 Tahun 2002 tentang Pencucia

o

- o o o

> @

1) Dokumen Perusahaan

2) ~ 999 tentang Telekomunikasi

3)

4) 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan
5) Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

C. Harmonisasi Secara Vertikal Dan Horizontal

Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka negara Indonesia
adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, yang berlandaskan hukum dan
memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman,

damai, dan sejahtera serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia.

Dalam Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945 (amandemen) dikatakan
bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan,

martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa
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aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi dan setiap orang berhak untuk bebas
dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat manusia dan berhak

memperoleh suatu politik dari negara lain.

D. Status Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan
Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta
Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak

bertentangan dengan Undang-Undang yang baru.

Penjelasan dimaksud untuk menghindari tefadinya tumpang tindih
pengaturan atau dari uraian tersebut jadi agi penyusunan

landasan filosofis dan yuridis dari pe
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BAB IV
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam
berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam
hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang
diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam
pembukaan (preambule), yang terdiri dari empat alinea. Alinea ke-empat muat
tujuan rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila

sedanGkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pe aan UUD 1945 pada

dasarnya mewujudkan cita hukum (rechtsides) yang m sai hukum dasar

negara baik tertutis maupun tidak tertulis.

Landasan Yuridis
Pemerintah Indonesia te (tiga) paradigma yang

dipandang cocok dalam k olitik yang berkembang, yaitu: yang

Indonesia; yang > , dungan hak asasi warga negara Republik
Indonesia, bai alam negeri maupun di luar negeri; dan yang
ketiga, adala asasi tersangka/terdakwa pelaku tindak pidana
terorisme yang sue@
diabaikan.””

Suatu keputusan politik yang penting telah diambil tersebut oleh

an hak universal dan oleh karenanya tidak boleh

Pemerintah Rl dalam menyikapi perkembangan aksi-aksi terorisme yang telah
nyata terjadi di tanah air. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme dan secara khusus untuk menangani tragedi bom Bali,
Presiden RI berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana telah diubah
dengan Perubahan keempat UUD 1945 menetapkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah

" Romli Atmasasmita, Masalah Pengaturan Terorisme Dan Perspektif Indonesia, Jakarta, Badan
Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI, 2002, him.2
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Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Terorisme pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober
2002. Kedua produk hukum ini juga telah disampaikan oleh pemerintah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat untuk secapatnya dapat menjadi Undang-Undang.
Maka Pemerintah megeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang (Perpu) nomor 1 Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana tahun 2002, yang pada 2 tanggal 4 April 2003
disahkan menjadi Undang-Undang Terorisme. Undang-undang ini dikeluarkan
mengingat peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab UndangUndang Hukum Pidana

(KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk

memberantas Tindak Pidana Terorisme.
Dalam hal inipun politik hukum pemerintah telah dipengaruhi oleh
berkembangnya kejahatan-kejahatan mo uh dunia. Hal
ini telah banyak dilakukan oleh peme n telah diberlakukannya
Undang-Undang yang bersifat khusus, diant
1. Undang-Undang RI No JTentang Penetapan Perpu
Nomor 1 Tah Pemberantasan Terorisme, menjadi
Undang-Un

2. Undang or 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan

or 15 Tentang Tindak Pidana Pencucian

Perbankan.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2
Tahun 2002 yang ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor RI 16
Tahun 2003.

Disamping itu Indonesia sejak tahun 2006 telah meratifikasi 2 (dua)
konvensi internasional yang berkaitan dengan terorisme, yang antara lain, The
1997 International Convention for the Suprression of Terrorist bombing dan
The 1999 UN Convention for the Suprression of the Financing of Terrorism.

Sehingga sampai saat ini Indonesia telah meratifikasi 6 (enam) konvensi
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Internasional yang berkaitan dengan terorisme dari keseluruhan 12 (dua belas)

konvensi yang terkait dengan terorisme. Yang keseluruhan konvensi tersebut

adalah:

1. The 1997 International Convention for the Suprression of Terrorist
bombing;

2. The 1999 UN Convention for the Suprression of the Financing of
Terrorism;

3. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board
Aircraft 1963;

4.  Convention for the Supprresion of Unlawful Seizure of Aircraft 1970;
Convention for the Suppression of Unla cts against the Safety
of Civil Aviation 1971;

6.  Convention on the Physical Prote rial 1979.

Konvensi-konvensi Internasional ngatur tentang terorisme

Internatic y Protected Persons (1973),
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (1979),
International Convention Against the taking of Hostages (1979),
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airport
Serving international Civil Aviation (1988),

Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of
Maritime Navigation (1988),

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of
Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988),
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Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of
Identification (1991),

International Convention for the suppression of Terrorist Bombing
(1997),

International Convention for the suppression on the Financing of
terrorist (1999),

Organization of African Unity (OAU) Convention on the Precention
and Combating of Terrorism (1999),

Convention of the Organization of the Islamic Conference on

Combating International Terrorism (1999)

Resolution Adopted by the General A ly (30 Januari 2000)

Security Caused by Terrorist by Security Council at its
4370th meeting (2001

-Undang tersebut, serta pemberlakuan surut
dang RI Nomor 16 Tahun 2003, dan,

amah Konstitusi Republik Indonesia tentang
Pemberlakuan Retroaktif Undang-undan Rl Nomor 16 Tahun 2003.

Putusan

Landasan Sosiologis

Aksi Terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2000-2009 di Indonesia

tercatat telah terjadi 22 pengeboman, baik dalam skala kecil maupun skala besar

dan yang baru-baru ini para teroris melakukan peledakan Hotel JW Marriott dan

Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan pada jum’at pagi, tanggal 17 Juli 2009
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dengan Jumlah korban tewas 9 orang dan luka-luka 55 orang, Aksi terorisme di
Indonesia sebenarnya dimulai dengan ledakan bom yang terjadi di kompleks
Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan Presiden Pertama RI, Ir Soekarno,
pada tahun 1962 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sampai pada bulan
Agustus 2001 yaitu Peledakan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. Ledakan melukai
enam orang, semua aksi pemboman di Indonesia sepanjang tahun 1962 sampai
dengan Agustus 2001 hanya menjadi isu dalam Negeri, namun sejak terjadinya
peristiwa World Trade Centre (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal
11 September 2001, yang memakan 3.000 korban.

Peristiwa 11 September mengawali babak baru isu terorisme menjadi isu

global yang mempengaruhi kebijakan politik selur gara-negara di dunia,

sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memera erorisme sebagai

musuh internasional. Pembunuhan massal te satukan dunia

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN,
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Sasaran Yang Akan diwujudkan.
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Awal mula gagasan pembentukan undang-undang anti terorisme
Indonesia dilandaskan pada kenyataan perkembangan situasi GAM di Aceh dan
perlawananya terhadap pemerintah RI. Pada tahun 1999 telah menggagas
penyusunan draft undang-undang pemberantasan terorisme. Ketika
penyusunan undang-undang tengah dilakukan, muncul peristiwa Bom Bali |
(Tahun 2002) sehingga penyusunan draft rancangan undang-undang dipercepat
dan diubah bentuknya menjadi draft peraturan pemerintah pengganti undang-
undang (perpu). Akhirnya pemerintah berhasil menyelesaikan naskah

rancangan perpu pemberantasan tindak pidana terorisme.

Pasca Bom Bali | sangat mempengaruhi | san penyusunan perpu

karena berbagai benturan teknis negara donor dalam es penyusunan draft
perpu tersebut terus mengalir antara lain i da, dan Amerika
serikat. Tim Penyusunan juga telah me negara donor

dengan melakukan studi banding ke Aust erika Serikat. Selain itu

penyusunan perpu tersebut, yaitu perlindungan kepentingan
negara (national defe lindungan HAM korban dan tersangka. Selain itu,
tim penyusun telah ertimbangkan aspek sosial, geografis, dan agama yang
berkembang dalam masyarakat Indonesia. Atas dasar beberapa pertimbangan
tersebut maka tim penyusun telah sepakat untuk menetapkan definisi terorisme

yang bersifat “nentral” dan “aman” bagi nilai kesatuan dan persatuan bangsa.

Definisi tentang terorisme tersebut adalah definisi yang tidak
mengkaitkan dengan latar belakang agama atau latar belakang politik. Harapan
dan kenyakinan dengan definisi tersebut adalah terorisme tetap merupakan
suatu tindak pidana (aspek penegakan hukum) sekalipun kegiatan terorisme
dihubungkan dengan masalah aktivitas keagamaan. Definisi terorisme tersebut

dan terbukti telah mampu memelihara dan menjaga timbulnya konflik-konflik
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sosial berkelanjutan di dalam masyarakat Indonesia atau konflik lain yang

berlatar belakang agama.

Namun di sisi lain, fakta mengenai kegiatan terorisme sejak Bom Bali |
(2002) sampai saat ini menunjukkan bahwa terorisme tidak dapat dihilangkan
atau sekurang-kurangnya dapat ditekan — melalui penegakan hukum Undang-
Undang Nomor 15 tahun 2003 — sampai pada level yang sangat rendah sehingga
masyarakat Indonesia merasa aman dari ancaman dan kegiatan terorisme. Hal
ini disebabkan kegiatan terorisme telah melaksnakan perubahan strategi dan
sasaran, dari strategi besar melumpuhkan objek vital dan menimbulkan korban

warga negara asing, berubah kepada menimbul “social and economic

distrust” serta melumpuhkan korban perorangan ters L. Namun strategi dan

sasaran kegiatan terorisme yang utama ad n pemerintahan

dan terbukti pula ‘ asal dari organisasi terorisme

internasional tersgbut. Pengadilz donesia telah menyidangkan kurang lebih

tah tersebut terbukti tidak menyurutkan
langkah kegiatan gdan hal ini terbukti dengan peristiw “Bom Buku” di
Jakarta dan “bom Bu ri” di Cerebon dan hasil penyelidikan Densus 88 yang
telah mengungkapkan keberadaan jaringan organisasi NIl yang telah melibatkan

mahasiswa dan dosen di beberapa kampus di Indonesia.

Merujuk pada fakta tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa kegiatan
terorisme generasi kedua ini di Indonesia ditujukan untuk membangun jaringan
organisasi baru NIl melalui pola “pencucian otak” pada mahasiswa di kampus-
kampus tertentu sehingga dapat dikatakan bahwa pola organisasi ini bersifat
jangka panjang dan justru merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia
dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun atau 25 (duapuluhlima) tahun yang

akan datang. Pola penyerangan idiologi baru tentang NIl justru secara diametral
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bertentangan dengan idiologi Pancasila dan Negara Hukum RI berdasarkan UUD
1945. Membangun komunitas baru sedemikian di tengah-tengah generasi muda
Indonesia akan dapat melahirkan generasi muda Indonesia yang anti persatuan
dan kesatuan bangsa yang didasarkan perbedaan latar belakang agama, sosial

dan ekonomi serta budaya.
Hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk RUU Anti Terorisme

Bertitik tolak dari uraian di atas, kiranya rencana pemerintah untuk melakukan
perubahan terhadap UU RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme harus dilandaskan pada beberapa pertimbangan

sebagai berikut:

1. Bahwa situasi dan kondisi ketika pe U Rl Nomor 15
Tahun 2003 jauh berbeda deng i yarakat serta
peristiwa terorisme yang melatar be [ ibandingkan dengan saat

ini;

2. Bahwa gerakan terg donesia selalu terkait dengan gerakan

terorisme integAas ‘ ataran persiapan, perencanaan

merupakan penyebab tumbuh suburnya gerakan terorisme di Indonesia.

4. Bahwa kelemahan dan pudarnya penanaman idiologi Pancasila sebagai
dasar negara RI di kalangan masyarakat luas terutama kaum terpelajar di
Indonesia sejak era reformasi telah merusak fundamental sosial, ekonomi,

budaya dan toleransi beragama di kalangan masyarakat;

5. Bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam pemberantasan terorisme
di Indonesia sampai saat ini bukan merupakan jaminan perlindungan

rakyat Indonesia akan kehidupan rasa aman dan damai serta tertib dalam
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masyarakat serta telah terbukti solusi atas akar permasalahan berbagai

peristiwa terorisme di Indonesia selama ini;

6. Bahwa implementasi Undang-Undang Rl Nomor 15 tahun 2003 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme lebih menitikberatkan pada

model “reactive law enforcement” dan mengabaikan pentingnya

“proactive law enforcment” dan “preempative law enforcement”. Hal ini

disebabkan UU tersebut belum mengatur secara memadai kedua model

penegakan hukum terakhir.

Perubahan Paradigma Pemberantasan Terorisme di Indonesia

Bertitik tolak pada uraian pendahuluan tersebut diat

paradigma pemberantasan terorisme yaitu s

1

2)

3)

4)

iperlukan perubahan

Bahwa terorisme di Indonesi ilihat dari aspek

di Indonesia dapat digolongkan sebagai
” yang tidak dapat di duga sehingga untuk
mencegahnya perlu dikembangkan prinsip “wide margin of
appreciation” (WMA) yang mengedepankan prinsip “exceptional
threat” sebagai dasar untuk mengurangi level perlindungan HAM
terhadap tersangka pelaku terorisme dalam proses penegakan

hukum;

Implikasi penerapan prinsip WMA, model penegakan hukum
“proactive law enforcement” dan “preemptive law enforcement”
harus dikedepankan daripada model penegakan “reactive law

enforcement”. Model tersebut menuntut kesadaran masyarakat yang
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tinggi akan bahaya ancaman terorisme dan menghilangkan sikap
permisif yang cenderung memberikan toleransi terhadap kegiatan

terorisme.

5) Mendorong sikap pemerintah untuk tidak ragu-ragu dan gamang

menghadapi terorisme lokal dan internasional;

6) Dalam sistem peradilan pidana, penerapan “proactive dan preemptive
law enforcement” perlu diimbangi dengan prinsip “dua deligence of

power” (DDP), selain prinsip “due process of law”.

7) Perubahan paradigma tersebut di atas us mempertimbangkan
Pasal 4 ICCPR yang

telah diratifikasi dengan UU RI 005, juga dapat

pembatasan perlindungan HAM yang diatur

merujuk pada Pasal 15 Europ (EctHR).

terorisme tersebut di
hukum formil dalam

cara signifikan dari UU Rl Nomor 15

Implikasi perub terhadap RUU Anti Terorisme yang akan

datang.
1. Judul perld dipertimbangkan yaitu : UU tentang Pencegahan
dan Pembera Tindak Pidana Terorisme atau UU tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme.
Hukum materiel meliputi ketentuan tentang :
2.1.Definisi terorisme dari aspek hukum dan aspek non hukum;

2.2. Perbuatan persiapan dan perencanaan terorisme diperluas

dengan prinsip “lex certa”
2.3. Perlu dimasukkan definisi tentang “organisasi terorisme”.

2.4. Perlu dimasukkan definisi tentang “kegiatan terorisme”
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2.5. Perlu dimasukkan dijelaskan tentang perbuatan persiapan,

perencanaan dan peleksanaan kegiatan terorisme.

Rumusan perbuatan termasuk terorisme yang meninggalkan konsep Civil
Law system tentang “actus-reus” dan “mens-rea”, dan beralih untuk
dipertimbangkan bahwa “mens-rea” saja dapat dipidana sebagai
terorisme; misalnya bentuk perbuatan yang disebut “conspirasy” tanpa

ada akibat yang nyata terjadinya terorisme.
Hukum Formil meliputi ketentuan tentang:

41. Kegiatan intelijen sebagai tindakan nyelidikan dan diakui

sebagai alat bukti.

4.2. *“Check and balances dalam ko lukan lembaga

praperadilan khusus unt ikan bahwa penggunaan

4.3. ide margin of apprication (WMA)

4.4, pakan landasan Negara untuk membatasi
M tersangka dengan menegakkan keseimbangan
antara R “exceptional threat” atau “imminent threat” dan
prinsip “proportionality”. Prinsip WMA antara lain perluasan
wewenang penyidikan dan penggunaan alat bukti intelijen;
wewenang penahanan termasuk masa detensi yang diperluas
terhadap tersangka pelaku terorisme. Satu-satunya rambu
pembatas terhadap prinsip WMA adalah tidak boleh melanggar

“Non-derogable rights”.

45. Perlu dimasukkan ketentuan lembaga praperadilan khusus untuk

perkara terorisme.
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4.6. Perlu dimasukkan ketentuan tentang ‘pemufakatan jahat”
(conspirasi) yang lebih luas dengan mempertimbangkan

penafsiran berdasarkan sistem hukum Common Law dan Civil Law.
Arah dan Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan penangan terorisme dalam satu Undang-Undang adalah
terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan Terorisme yang menjadi lex
generalis dari pencegahan dan penanggulangan terorisme melalui perumusan
yang lebih sesuai dengan karakter terorisme dan menyatukan serta melakukan

sinkronosasi dan harmonisasi berbagai ketentuan pencegahan dan

penanggulangan terorisme dalam berbagai pera perundang-undangan

lainnya. Dengan adanya Undang-Undang ini, maka terbe h suatu peraturan
yang kuat dan konprehensif bagi penan gahan tindak
pidana terorisme di Indonesia. Perat ang-undangan yang kuat

a harmonisasi dan

adalah dalam bentuk Undang;Undang
sinkronisasi dengan undang-und i ur secara tegas dan detil

nan masalah terorisme.

engaturan dari Undang-Undang Terorisme

yang diatur dalam susunan sistematika sebagai

A Ketentuan umum: memuat pengertian istilah, dan frase.

Teror adalah segala ancaman kekerasan atau tindak kekerasan yang
menimbulkan rasa takut terhadap orang secara luas atau menimbulkan
korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau
hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan
kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis,

lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.
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Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan
peradaban yang menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan
negara, bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan
kesejahteraan masyarakat. Terorisme adalah salah satu bentuk kejahatan
yang diorganisasi dengan baik (well organized), bersifat trans-nasional
dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) yang

tidak membeda-bedakan sasaran (indiskrimatif).

Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-
unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan.

Setiap orang adalah orang persegra ng baik sipil,

militer, maupun polisi yang bert b secara individual, atau

korporasi.

Korporasi adalah an/atau kekayaan yang terorganisasi

termasuk menj an orang pingsan atau tidak berbahaya.

Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja
dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu
keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa tajut terhadap orang

atau masyarakat secara luas.

Deradikalisasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membangun dan

mengembalikan kondisi kesadaran, sikap dan perilaku individu pelaku
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terorisme, kelompok atau lingkungan sosial yang terkontaminasi,

bersimpati, dan mendukung aksi terorisme.

Penanggulangan Terorisme adalah segala bentuk kegiatan meliputi
pencegahan, penindakan, pemulihan, penegakan hukum, deradikalisasi

dan kerjasama internasional.

Pemufakatan jahat adalah pemufakatan antara dua orang atau lebih untuk

mencapai tujuan yang melawan hukum.

Organisasi terorisme adalah sebuah organi ang bertujuan untuk

menfasilitasi atau melakukan kegiatan terorisme a
Kegiatan Terorisme adalah suat rganisasi yang bergerak
secara langsung/tidak am mempersiapkan
perencanaan, membantu atau membina suatu aksi

terorisme.

sia adalah pemerintah Republik Indonesia

dan pe ‘ onesia di luar negeri

Perwakila g adalah perwakilan diplomatik dan konsuler
asing besertaa a-anggotanya.

Organisasi internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup
struktur organisasi Perserikatan bangsa-Bangsa atau organisasi
internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang

menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangasa-Bangsa.

Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak

baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
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Obyek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang
mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta

keamanan yag snagat tinggi, termasuk fasilitas internasional.

Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan

masyarakat secara umum.

Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis
mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan
peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk

menimbulkan peledakan.

Kerusakan atau kehancuran marnya atau

rusaknya kesatuan ruang denga nda, daya, keadaan, dan
mahluk hidup termasuk manusia da , yang mempengaruhi
kelangsungan perikemanu an manusia serta mahluk

lainnya.

mberikan bantuan baik sebelum maupun

Kemudaha 3 lindakan memberikan bantuan setelah tindak pidana

dilakukan.

Persiapan perencanaan adalah segala sesuatu yang direncanakan untuk

mempersiapkan baik secara fisik, finansial, maupun sumberdaya manusia

untuk melakukan tindakan terorisme.

Menggerakkan adalah suatu kegiatan untuk melakukan hasutan atau

provokasi, pemberian hadiah atau uang atau janji-janji.
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Laporan Intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan
dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat
diperoleh dari Kementerian dalam Negeri, Kementerian Pertahanan,
Kemneterian Hukum dan HAM, Kemneterian Keuangan, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Kejasaan Agung
Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau instansi lain yang
terkait.

Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan instansi
penyidik atau pengadilan negeri diluar kedudukan isntansi penyidik.

Penuntutan pengadilan negeri dimaksud did

n pada pertimbangan
dapat berlangsungnya pemeriksaan dengan cepat
Perampasan harta kekayaan ada an harta kekayaan yang

berkaitan dengan kegiatan

Kompensasi adala i bersifat materiil dan immateriil.

Rehabilitasj an pada kedudukan semula, mislanya
jabatan, atau hak-hak lain termasuk

ulthan fisik atau psikis serta perbaikan harta

Cyberterorisme adalah setiap serangan atau ancaman secara melawan
hukum terhadap komputer, jaringan komputer, dan informasi yang
terdapat di dalamnya yang dimaksudkan untuk mengintimidasai atau
memaksa sebuah pemerintah atau warga negaranya untuk tujuan politik

atau sosial tertentu.

Materi Yang Diatur

TINDAKAN PIDANA TERORISME
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Ketentuan ini dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat di
berlindung dibalik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk
menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang
pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga
untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas perjanjian ekstradisi dan
bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah
Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Undang-undang ini berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau
bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara

Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan

terhadap warga negara dari n bersangkutan; kejahatan

tersebut juga dilakukan .di negar, kejahatan

kejahatan dilak di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau
pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang

bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

Undang-undang ini berlaku juga terhadap tindak pidana terorisme yang
dilakukan: terhadap warga negara Republik Indonesia di luar wilayah
negara Republik Indonesia; terhadap fasilitas negara Republik Indonesia
di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan
konsuler Republik Indonesia; dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau
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tidak melakukan sesuatu; untuk memaksa organisasi internasional di
Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; di atas kapal
yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang
terdaftar berdasarkan undang-undang negara Republik Indonesia pada
saat kejahatan itu dilakukan; atau oleh setiap orang yang tidak memiliki
kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik

Indonesia.

Kegiatan pendahuluan (Precusor Activities) memuat mengenai:
Melakukan Latihan Militer ( standar ) baik menggunakan alat atau tidak

tanpa melapor atau mendapat ijin Pejab

g berwenang dapat
dipidana; Upaya Rekruitment dapat_ Dipidana; berikan Doktrin
terkait perbuatan Teror dapat dipida ga orang lain
atau kelompok melakukan perbu pat dipidana; Membai’at

Para Pelaku teror dapat dipidana.

PENANGANAN TERE

dengan pendektesian dini dan pengkalan.

meniadakan tumbuh kembang ideologi dan

Pencegahan dapat dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah
Non Kementerian, Aparatur Pemerintah dan Mayarakat.

Penindakan terhadap individu, kelompok dan organisasi yang terlibat
dalam merencanakan, menggerakan, membantu dan turut serta dalam
akse terorisme.

Penindakan tersebut dapat dilakukan dengan mengisolasi, melokalisasi
dan mengeliminasi jaringan, pendukung dan pelaku terorisme dengan

tetap mempertimbangkan perlakuan yang manusiawi.
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Penindakan terorisme dapat melibatkan satuan anti teror (TNI dan
POLRI) dan pemangku kepentingan terkait.

Tata cara dan mekanisme penindakan dapat diatur lebih lanjut.

Demikian juga dengan Penegakan hukum;

Pemulihan yang dilaksanakan dengan rehabilitasi dan rekonstruksi guna
mengembangkan pada keadaan semula dari akibat yang ditimbulkan oleh
tindak terorisme.

Pemulihan ini merupakan tindakan dan upaya untuk mengembalikan
fungsi dan norma kehidupan pasca dan aksi terorisme untuk memberikan

rasa aman kepada masyarakat.

Pemulihan tersebut mencakup pemulihan ko isik dan psikis korban

serta perbaikan infrastruktur.

DEREDIKALISASI

Deradikalisasi dilaksanakan,dalam ra an dan pemulihan.

Deradikalisasi dilakukan u kondisi dan membangun

kesadaran, sikap d idu, kelompok atau lingkungan sosial

yang sesuai de ‘ rbangsa dan bernegara.

Kegiatan Degagli akup 3 hal adalah sebagai berikut :

aulihan Akhlak / Perilaku)

ehabilitasi akhlak pelaku kriminal.
2habilitasi dapat dilaksanakan di :
an (Tahanan Polisi)
- Tahanan Kejaksaan dan Pengadilan
- Lembaga Pemasyarakatan
- Masyarakat
2). Reintegrasi (Hidup Bersama & Rasa Kebersamaan)

Artinya penyatuan kembali; pengutuhan kembali, yaitu

membawa kembali ke dalam persatuan: membawa seseorang

atau sesuatu kembali ke dalam kelompok atau kesatuan yang

lebih besar setelah sekian lama keluar / terasing.

Kembali menjadi bentuk menyeluruh: memugar kembali

sesuatu menjadi sesuatu yang bersifat menyeluruh atau utuh.
3). Re-edukasi (Belajar Lagi & Belajar Kembali)

Artinya pendidikan Ulang, dan mengkaji ilmu pengetahuan yang
pernah di peroleh.
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Untuk Cybercrime yang perlu diatur adalah mengenai :

a. kriminalisasi penyebaran materi (dengan lingkup penyebaran rasa
kebencian, penghasutan, pemuliaan atau pemujaan terhadap
terorisme, penyebaran ideologi terorisme, dan propaganda
terorisme), yang memberikan dukungan bagi terorisme melalui
penggunaan teknologi dan informasi;

b. pemberatan hukuman bagi pelaku penghimpunan dana untuk
terorisme melalui teknologi dan informasi;

c. pemberatan hukuman bagi pelaku perekrutan anggota teroris dengan

menggunakan teknologi dan informasi;

d. kriminalisasi terhadap aktivitas i ota teroris yang
menggunakan teknologi dan infor

e. kriminalisasi terhadap tinda orisme yang menyerang
infrastruktur atau jaringan teknol i asi; dan

f.  memberikan kewena
melakukan pen emblokir situs atau website yang

terkait deng

AN DAN PEMERIKSAAN DI  SIDANG

acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi
wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama
1 (satu) tahun dengan rincian 9 (sembilan) bulan untuk Penyidikan dan 3
(tiga) bulan untuk Penuntutan.

Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat
menggunakan setiap laporan intelijen. Penetapan bahwa sudah dapat
atau diperoleh bukti permulaan yang cukup harus dilakukan proses

pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Proses
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pemeriksaan dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3
(tiga) hari. Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud, ditetapkan
adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri
segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi : 1. alat
bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; 2. alat bukti
lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau
disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan
itu; dan 3. data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca,
dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan

suatu sarana, baik yang tertuang di atas kerta

da fisik apapun selain
kertas, atau yang terekam secara elektronik, asuk tetapi tidak

terbatas pada : 1) tulisan, suara, ata ncangan, foto,

elejen Kepolisian setelah dianalis mempunyai

yang bisa dipertanggung jawabkan di muka

Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang
yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti
permulaan yang cukup untuk paling lama 30 hari.

Penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan
kepada bank dan lembaga jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran
terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga
merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang

berkaitan dengan terorisme.
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Perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim, harus dilakukan
secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai : 1. nama dan
jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; 2. identitas setiap orang
yang telah dilaporkan oleh bank dan lembaga jasa keuangan kepada
penyidik, tersangka, atau terdakwa; 3. alasan pemblokiran; 4. tindak
pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan 5. tempat harta kekayaan
berada.

Bank dan lembaga jasa keuangan setelah menerima perintah
penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib melaksanakan pemblokiran
sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterima. Bank dan lembaga
jasa keuangan wajib menyerahkan berita aca ksanaan pemblokiran

mbat 1 (satu) hari

kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim pal

kerja terhitung sejak tanggal pelaksa arta kekayaan

yang bersangkutan. Bank dan lemb gan yang melanggar
ketentuan dikenai uai dengan ketentuan
peraturan perundag

Untuk

terorisme, maaka untut umum, atau hakim berwenang untuk

yang mengatur tentang rahasia bank dan kerahasiaan transaksi keuangan
lainnya. Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan
menyebutkan secara jelas mengenai : 1. nama dan jabatan penyidik,
penuntut umum, atau hakim; 2. identitas setiap orang yang diketahui atau
patut diduga melakukan tindak pidana terorisme; 3. tindak pidana yang
disangkakan atau didakwakan; dan 4. tempat harta kekayaan berada.
Surat permintaan untuk memperoleh keterangan harus ditandatangani
oleh : 1. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada

tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik; 2. Kepala
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Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum; 3.
Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berhak: 1.
membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau
jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara
tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa;, 2. menyadap
pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga
digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak
pidana terorisme. Tindakan penyadapan, hanya dapat dilakukan atas
perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun. Tindakan harus dilaporkan at ipertanggungjawabkan

kepada atasan penyidik.

Dalam pemeriksaan, saksi terhadap apa
dan tanpa tekanan. Dalam
penyidikan dan pemeriksaan di sida , saksi dan orang lain
yang bersangkutan terorisme dilarang
menyebutkan nam pelapor atau hal-hal lain yang

uinya identitas pelapor. Sebelum

ntut umum, dan hakim yang memeriksa
beserta keld am perkara tindak pidana terorisme wajib diberi
perlindungan negara dari kemungkinan ancaman yang
membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama,
maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Perlindungan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat
keamanan berupa : 1. perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman
fisik dan mental; 2. kerahasiaan identitas saksi; 3. pemberian keterangan
pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan
tersangka. Ketentuan mengenai tata cara perlindungan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.
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Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak
hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, maka perkara dapat
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa. Dalam hal terdakwa
hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka
terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat
yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan
dalam sidang yang sekarang. Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran
terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman
pengadilan, kantor Pemerintah Daerah, atau diberitahukan kepada
kuasanya. Terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan kasasi atas

putusan. Dalam hal terdakwa meningga ia sebelum putusan

pengadilan yang tg j n penetapan dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari ter

secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan
cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda
orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap
obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas
publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau
penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun

dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut
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terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat
massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau
harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau
kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan
hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan

pidana penjara paling lama seumur hidup.

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang
sama, setiap orang yang:
1. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak

bangunan untuk pengamanan lalu lintas

a atau menggagalkan

usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;

2. menyebabkan hancurnya, tidak [ tau rusaknya
dara, atau gagalnya usaha
3 enghancurkan, merusak,
tanda atau alat untuk pengamanan
kerjanya tanda atau alat tersebut,

U alat yang keliru;
4, anyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan

usak, terambil atau pindah atau menyebabkan

1 atau alat untuk pengamanan penerbangan yang

5. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat
tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain;

6. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan,
membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;

7. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur,
tidak dapat dipakai, atau rusak;

8. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan
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kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau
membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang
dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan
muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan
muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah
diterima uang tanggungan;

dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum,
merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai

pesawat udara dalam penerbangan;

10. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau

11.

13.

14.

ancaman dalam bentuk lainnya, meram

tau mempertahankan
perampasan atau menguasai pengendalian wat udara dalam
penerbangan;
melakukan bersama-sama se jutan permufakatan jahat,
dilakukan dengan direncanakan , mengakibatkan luka

berat seseorang, me

tersebut;
dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam
dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang
menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan
penerbangan;

dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau
menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas,
dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan

pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau
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menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat
membahayakan keamanan dalam penerbangan;

15. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai
kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan
lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari
perbuatan sebagaimana dimaksud pada angka 12, angka 13 dan
angka 14;

16. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena
perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam

penerbangan;

17. di dalam pesawat udara melakukan buatan yang dapat

membahayakan keamanan dalam pesawat uda lam penerbangan;
18. di dalam pesawat udara melakuka an yang dapat
mengganggu ketertiban dan ta i lam pesawat udara dalam

penerbangan.

Setiap orang yang ‘ hukum memasukkan ke Indonesia,
membuat, mene oleh, menyerahkan atau mencoba
embawa, mempunyai persediaan padanya

miliknya, menyimpan, mengangkut,

tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 20 (dua puluh) tahun.

Dipidana dengan pidana yang sama, setiap orang yang dengan sengaja
menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme,
radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau
rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang

bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan
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terhadap kehidupan, keamanan, dan hak-hak orang, atau terjadi
kerusakan, kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis,

lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja
menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan
atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk

melakukan tindak pidana terorisme.

Dipidana karena melakukan tindak pidana isme dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun_dan palin a 15 (lima belas)
tahun, setiap orang yang deng diakan atau

diketahuinya akan digunak i nya untuk melakukan:

tindakan  secara menerima, memiliki,

senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif
atau komponennya;

4. meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi,
mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau
ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;

5.  mengancam :

1) menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis,

radiologi, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk
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menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta
benda; atau
2) melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud diatas dengan
tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau
negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan
terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan : 1. memberikan atau
meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada
pelaku tindak pidana terorisme; 2. menyembunyikan pelaku tindak
pidana terorisme; atau 3. menyembunyikan informasi tentang tindak

pidana terorisme, dipidana dengan pidana pe

tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Setiap orang yang merencanaka enggerakkan orang lain
untuk melakukan tindak pidana tero

atau pidana penjara seumu

Setiap orang ) fakatan jahat, percobaan, atau

pembantua tindak pidana terorisme pidana yang sama

Setiap orang lyah negara Republik Indonesia yang memberikan

bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak
pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku

tindak pidana terorisme.

Dalam hal tindak pidana terorisme dilakukan oleh atau atas nama suatu
korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dilakukan terhadap
korporasi dan/atau pengurusnya.

Tindak pidana terorisme dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana

tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja
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maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut
baik sendiri maupun bersama-sama.
Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka

korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.

Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan
untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan
kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus
berkantor.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya dipidana

dengan pidana denda paling banyak Rp 1.000¢ 000.000,- (satu triliun

rupiah).
Korporasi yang terlibat tindak pi jbekukan atau

dicabut izinnya dan dinyatakan se

Ketentun Peralihan.
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BAB VI
PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan Bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Perangkat hukum yang ada, belum memadai untuk mendukung

pemberantasan terorisme :

Dari segi peraturan perundang-undangan (Undang-undang Rl Nomor 15

itu luas kepada penyidik untuk
asan kemerdekaan yaitu penangkapan,

g, dicurigai telah melakukan Tindak Pidana

(penyidik);

C. Belum dirumuskannya tentang pengaturan, cara mengajukan
tuntutan terhadap petugas yang telah salah dalam melakukan
tugasnya, oleh orang-orang yang menderita akibat kesalahan itu

dan hak asasinya telah terlanggar.

d. Waktu penangkapan (7x24 jam) dan masa penahanan paling lama

6 (enam) bulan dirasakan kurang memadai bagi Penyidik untuk
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mengungkap jaringan terorisme skala yang luas baik Nasional,

Regoinal maupun jaringan Internasionalmya.

e. Belum tercakupnya pengertian “kegiatan  pendahuluan”
(perencanaan, persiapan, pelatihan, dan sebagainya) sebagai suatu

perbuatan yang dapat dipidana.

f. Belum diaturnya ketentuan mengenai kegiatan/program
deradikalisasi sebagai upaya pencegahan yang dilakukan agar para
narapidana dan mantan narapidana serta pihak lain yang

berpotensi terlibat tindak pidana untuk tidak melakukan/tidak

g. Belum diaturnya ketentuan mengenai cy rrorisme termasuk

satu ancaman

ggulangan Terorisme(BNPT) berdasarkan
1or 46 Tahun 2010 yang telah ditetapkan

Belum memadainya pemahaman dan pengetahuan aparat (khususnya
Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) dalam menangani masalah

terorisme.

2. Alternatif lain untuk mendukung penyelesaian efektivitas pemberantasan

terorisme;

a. strategi penegakan hukum reaktif (reactive law enforcement)
perlu disertai secara berimbang dan proprosional dengan
penegakan hukum proaktif (proactive law enforcement) dengan

menggunakan pendekatan “forward-looking”



Badan Pembinaan Hukum Nasional | 172
NA Perubahan UU No. 15/2003

b. sarana hukum pidana materiel dan sarana hukum formil dalam
Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme belum mencerminkan prinsip
keseimbangan, efisiensi dan efektivitas penanggulangan terorisme

secara tuntas.

B. Rekomendasi

1. Perlu pendekatan “penegakan hukum proaktif” tanpa mengesampingkan
prinsip “rule of law” dan “legally principle,” serta menjalin harmonisasi

kerjasama internasional baik dalam ekstradi aupun dalam bantuan

timbal; balik dalam masalah pidana antara ne egara, Pelaksanaan

undangan dan lam penyusunan RUU tentang

terorisme.
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LAMPIRAN I
Sekelumit Masukan

PERUBAHAN UU NO. 15/2003 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME

(Catatan kecil ini dibuat atas permintaan BPHN Kementerian Hukum dan
HAM RI untuk Penyusunan Naskah Akademik tentang Perubahan UU No.
15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) pada rapat
tanggal 14 Juni 2011.
Catatan : Prof. Dr. H. Mohammad Baharun, SH.,MA, Ketua Komisi Hukum
dan Perundang-undangan Majelis Ulama Indonesia).

Terorisme adalah suatu bentuk kejahatan kemanusiaan (extra

ordinary crime) yang paling banyak disorot dan dibahas orang saat ini. Dulu

kala ketika berlangsung penjajahan kolonial da terhadap bangsa ini,

telah dilakukan perjuangan fisik dengan car ang gerilya, yang
sesungguhnya tak jauh bedanya deng Oleh karenanya

lalu penjajah Belanda menyebut aan itu dengan

stina yang menderita dan menuntut hak-haknya itu
dikatakan sebagai teroris. AS ternyata telah
memberlakukan politik standar ganda (double standard) dalam konteks ini.
Bahkan berita terakhir AS membantu pemberontakan di Lybia dengan
persenjataan untuk ikut melawan Presiden Muammar Ghadafi dan
kedaulatan negara Lybia. Hal ini dilakukan untuk kepentingan politik,
militer dan ekonomi AS di geopolitik Timur Tengah.

Sebenarnya peran politik yang seperti ini sudah lama dilakukan AS,
termasuk dalam Perang dingi tahun 1970-an ketika AS menggunakan ‘jasa’
Osama bin Laddin untuk melawan hegemoni komunis Sovyet di Afganistan.
Bahkan AS pun turut mempersenjatai pasukan Taliban yang dibentuk —

menyebut mereka telah “berjihad” di jalan Tuhan untuk meruntuhkan
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kekuasaan Sovyet yang eteis. Para pejuang itupun disebut dalam media AS
sebagai kaum Mujahidin.

Namun pasca perang dingin, negeri adidaya yang menjadi ‘polisi
dunia’ ini telah mengkhianati janjinya. Mereka membentuk pemerintahan
boneka dan tidak mempercayai lagi kepada “para mujahidin” yang telah
berjasa meruntuhkan tembok Blok Timur itu dengan sukses. Semenjak itu
perlawanan terhadap AS dilakukan secara gerilya untuk membahas dendam.
Dari sini kita harus secara cerdas mulai mencerminkan akar kekerasan yang
kemudian dipopulerkannya dengan istilah terorisme dan mulai saat ini

dikaitkan dengan setiap gerakan Islam yag melawan kejumawaan

superpower AS. Amerika dan Barat menurut saya, punya andil besar

atas timbulnya perlawanan terhadap mereka yang dian disebut sebagai
terorisme ini. Kalau tidak ada perang n dan Irak, kecil

kemungkinannya ada terorisme i eperti saat ini.

Sementara itu da langan terorisme (yang Kini
seperti bola liar) di

memahami Islam secara holistis dan komprehensif (kaffah) bukan memberi
solusi — menurut kami malah menambah stigma pada umat Islam. Bahkan
ucapan-ucapan petugas yang memojokkan (kadang meminjam narasumber
“Islam liberal’ untuk meneguhkan pendapat) dalam kondisi ini mendorong
timbulnya perlawanan dan kekerasan, karena kesal merasa dipojokkan
secara tidak adil. Seringkali kata ”jihad” dikaitkan dengan terorisme padahal
siapapun tahu tidak ada benang merah dan kaitnyanya, namun mengapa
harus “dipaksakan” untuk dikaitkan. Bisa saja para pelaku terorisme itu
mengklaim jihad, tapi apakah layak kemudian jihad itu disepadankan dengan

tindak kekerasan tanpa sebab?
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KH Hasyim Asy’ari, ulama pemuka NU pada masa penjajahan
mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan Belanda. Dan dengan
konstribusi jihad ummat Islam itu, serta pekik ”Allahu Akbar” mayoritas
rakyat Indonesia bersatu untuk melawan Belanda dan telah berhasil meraih
kemerdekaannya. Oleh karena itu hati-hati jika menggunakan term jihad
ataupun juga syaria’ah. Karena dua istilah itu jika digunakan secara
proposional akan memberikan manfaat dan konstribusi yang besar bagi
bangsa dan negara dahulu, kini dan nanti. Fenomena syariah, seperti bank
syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, bahkan hotel dan salon syariah

dan seterusnya telah memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam

perekonomian nasional. Termasuk perda-perd iah yang dicanangkan di

beberapa daerah otonom, tidak ada mudhar yang jelas akan
memberikan manfaat kepada semuany

Oleh karena itu, kami da

nilai ”Islam Rahmatan L€ i sempurna diteladankan
oleh Nabi Muhama agaan berkomunikasi dan

berinteraksi sosiéal>d ihak kala itu. Namun deradikalisasi

@ ada upaya untuk menciptakan Islamphobia dengan
membonceng deradikalisasi yang sesungguhnya bertujuan untuk
membuat citra Buruk terhadap Islam. Padahal seharusnya orang mengerti,
bahwa Islam sebagai ajaran dan Islam dalam tindakan sangat berbeda. Islam
dalam tindakan bisa saja diselewengkan, tapi ajaran senantiasa membawa
bimbingan. Oleh karena itu terorisme yang dikaitkan dengan simbol agama
Islam ini kini kemudian menjadi beban bagi umat Islam, khususnya di
Indonesia.

Selain itu pula petugas dan pejabat harus lebih waspada terhadap
berbagai bantuan asing, hingga kita tidak mudah didikte dan taken for
granted begitu saja menerima data-data tentang terorisme dari luar,
khususnya dari AS dan Australia — yang konon pernah membantu secara
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finansial kepada polisi untuk penanggulangan terorisme. Kita harus cerdas
mengantisipasi "kepentingan’ mereka yang mungkin punya maksud tertentu
di balik bantuan, seperti pepatah yang sering dikatakannya sendiri tidak ada
makan siang gratis”. Salah satu bukti ketidak-jelasan penanganan terorisme
ini adalah ketika Umar al-Farouq tertangkap di Indonesia, ternyata diminta
oleh AS, dan sampai kini jangankan diproses, ke mana Umar al-Farouq itu
sendiri tak tentu rimbanya. Kecurigaan yang mengarah ada sandiwara global
di balik isu terorisme ini patut dicermati.

Maka dalam kegiatan penyusunan naskah akademik tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Terorisme. MUI mengusulk hwa Pertama : tindak

pidana terorisme ini tidak dikecualikan dari tind idana politik (Pasal 5
Perppu Nomor 1 Tahun 2002), supa k memberangus

lawan-lawan politik. Kedua, juga i i bawah 18 tahun

itu adalah usia baligh. i jangan dikualifikasi sebagal

tindakan terorisme i s yang terjadi si Aceh, akan tetapi

makna jihad da gcara proposional. Karena sudah jelas maknanya
sedangkan teror” itu merusak. Kelima,
deislamisasi. Keenam, harus dipertimbangkan
asing untuk penanggulangan terorisme, apalagi dari
AS dan Au etujuh, perlu dilibatkannya TNI untuk pemberantasan
terorisme dan ¥pemberdayaan ulama dan tokoh masyarakat untuk
mensosialisasi Islam “Rahmatan Lil’ Alamin” yang damai dengan kerukunan
dalam kerangka NKRI.
Bahan Tambahan untuk BPHN
MAKNA JIHAD

Apa makna jihad? Jihad berasal dari akar kata “juhd” yang artinya

sungguh-sungguh atau kesungguhan. Mujahid artinya orang Yyang

bekerja/berjuang dengan kesungguhan. Nabi bersabda “Al-Mujahidu man

Jahada Nafsahu fi Tha’atillah” (Seorang mujahid/pekerja/pejuang yang baik
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itu adalah yang dia mampu menundukkan/mengalahkan hawa-nafsu
(angkara murka)nya dalam ketatan kepada Allah.

Dari sekian banyak teks-teks tentang jihad, sedikit sekali yang
berkait dengan “jihad” fisik. Kalau toh ada inipun karena perintah langsung
dari Allah agar kaum Nabi Muhammad melawan agresi dalam rangka
pertahanan (defending). Ayat yang memerintahkan jihad fisik dengan izin
dari Allah langsung.

Perang (jihad fisik) dilakukan hanya untuk menghindari terjadinya

penganiayaan. Allah berfirman dalam Surat Al-

“Telah diizinkan (berperang) ba karena
sesungguhnya mereka telah diania guhnya Allah benar-benar
Maha Kuasa”

Dalam ayat lain dis 5 a “Diwajibkan atas kamu berperang,

kematian. Padahal, “syahid” yang satu akar kata dengan “syahadat” adalah

maknanya “kesaksian”. Orang yang menjadi saksi kebaikan disebut
“syahid”. Karena itu walau orang yang mati sayhid itu sudah lama, tapi
namanya disebut orang banyak karena prestasi (amal sahaleh)nya. Prestasi
itu mungkin berupa jasa sebagai pahlawan ataua penjuang kepentingan
rakyat dan orang banyak, atau berupa karya lain seperti buku, CD atau VCD

serta jasa lain yang monumental dan banyak mendatangkan manfaat.
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Namanya selalu dikenang sebagai “syahid” alias saksi dalam kebaikan. Oleh
karena itu dalam ayat al-Quran yang digambarkan orang yang mati syahid
ini tidak mati, namun hidup karena Tuhan memberikan karunianya (yakni

pahala yang tetap mengalir sebagai amal shaleh).#
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